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ABSTRAK

Pemilikan pribadi merupakan salah satu tema signifikan yang menjadi
pusat perhatian para penelitt kontemporer, karena merupakan poin kontroversil
krusial antara Kapitalis dan Sosialis. Kaum Kapitahis menganggap pemilikan
pribadi bersifat absolut dan pemiliknya diberikan kesempatan untuk mengelola
hartanya secara bebas dari terminasi dan limitasi, berdasarkan penguasaan penuh
yang diberikan undang-undang kepada pemiliknya. D1 sisi lain, ada Sosialis yang
menafikan pemilikan pribadi secara_mutlag dan menggantikannya dengan
pemilikan kolektif atau pemilikag ummat, ‘dan 'orang yang mengelolanya dianggap
secbagai petugas negara, dan bekerjad jatas nama wakil dari pemberi wakil.
Berdasarkan paradigma pemilikam prbadi dari dua kubu yang berlawanan ini,
bagaimana posisi al-Qur'an dalam halini. Apakah sepakat dengan Kapitalis atau
Sosialis ?

Pada penelitian ini, penyusun.berusaha mengungkap al-Qur'an —sebagai
sumber dari segala sumber hukiim' islam< mengenai konsep pemilikan pribadi
dengan memakai pendekatan tafsir tematik dalam mengeksplorasi masalah ini.

Akhimya, dalam penelitiait ini.ditemukan baliwa konsep.pemilikan pribadi
dalam al-Qur'an sangat berbeda dengan konsep Kapitalis dan Sosialis. Konsepnya
tentang pemilikan pribadi adaldh.di satu/sisi ja bersifat pribadi dan di sisi lain
bersifat kolektif Seorang pemilik bebas mengelola hartanya, akan tetapi tetap
berada dalam terminasiy  dan) limitasi, yang “tak| boleh dilanggar, karena
sesungguhnya pemilik harta sebenarnya adalah Allah swt. Manusia hanya
bertindak sebagai khalifah yang secara pribadi harus mempertanggungjawabkan
kekhalifahannya tersebut baik di dunia maupun di akhirat.
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Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan semesta alam,
karena atas rahmat dan taufik<Nya jualah sechingga tesis yang berjudul "Konsep
Pemilikan Pribadi dalam al-Qur'an’ (Kajian Tafsir Tematk)" dapat disclesakan
sesual dengan waktu yang ditentukan dan sesuasi dengan apa yang diharapkan.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah
memberikan jalan yang terang dan dasar-dasar peradaban yang sesuai dengan
perikemanusiaan.

Salah satt tujuan penulisan tesis“ini adalah untuk” memenuhi sebagian
persyaratan dalam menyelesaikan studi), di Program Pascasarjana Magister Studi
Islam Universitas Islam jlndonesia, Yogyakarta:™~ Penulis menyadari bahwa tulisan
ini tidak luput dani kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan
saran dan berbagai pihak untuk perbaikan tulisan ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan
bimbingan dan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan tenma kasih
kepada:

1. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, M.A., selaku Ketua program Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staf.
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2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku pembimbing dalam penelitian dan

penulisan tesis ini.

3. Bapak guru besar dan dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah banyak memberikan kuliah
dan wawasan selama saya studi di lembaga tersebut.

4. Al-marhum ayahanda H. Husain P, dan ibunda Hj. Buniamin serta kakak-kakak
yang senantiasa mendoakan dan menunggu kesuksesanku.

5. Kawan-kawanku seperti Afdawaiza, S.Ag, Mulya Rahayu Rahmat, Lc., dan
lain-lain yang tidak munglan'disebutkan semua dalam lembaran ini, serta
tugas ini.

Semoga segala bentuk, pengorbanan dan jasa yang telah diberikan akan
bernilai ibadah serta mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal dari Allah swt,
Amin.

Akhimya, penulis bérharap-tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan
khasanah pemikiran “Islam) (khususnya—pemikiran \ekonomi Islam. Sebagai
penyempumaan tesis ini, kritik dan saran akan penulis terima dengan hati terbuka.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalam

Yogyakarta, April 2001
Penyusun,

— - Y J
Muhammad Kqé\il Husain, Lc.
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan rankap;termasuk tanda“syaddah, ditulis rangkap

i\ ditulis Ahmadiyyal

C. Ta' Marbutah di Akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis A, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

as\a— ditulis jama'ah
2. Bila dihidupkan ditulis ¢

e\ oY &01°S ditulis kargmatul-auliys’

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis &, kasrah ditulis £, dan dammah ditulis «

vi



E. Vokal Panjang
A panjang ditulis 4, s panjang ditulis 7, dan v panjang ditulis
Fathah + ya'tanpa dua titik yang dimatikan ditulis a7, dan fathah + wiwu mati

ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof ().

LIV |

£
p-‘-—'“ ditulis 2antum

L TR p .
Cw 3o ditulis muannas

H. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis a/-

ST I ditulis A-Qurin
2. Bila dikuti huruf syamsiah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiah yang
mengikutinya.

T 20 ditulis asy-Syiah

L. Huruf Besar

Penulisn huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Prasa dan Kalimat
1. Drtulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

e%—a’i‘ ‘c—._-—‘a ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islim
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dibayangkan suatu kehidupan di lingkungan manusia tanpa
pemilikan sama sekali, setidak-tidaknya sesuatu yang ia makan dan ia pakai untuk
mempertahankan hidup. Naluni pemilikan dan kecenderungan untuk memiliki
sedemikian kuatnya dalam din manusia, scéolah-olah naluri tersebut menyatu
dengan naluri mempertahankan hidup.

Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang terus bermunculan dan
beragam sebagai bentuk penampakan (dari naluri mempertahankan diri (survival
instinct), scbagaimana pernikahan “yang 'merupakan penampakan nalur
mempertahankan keturunan (sexual iostincl), maupun ibadat yang merupakan
salah satu bentuk penampakan dari nalun beragama (religious instincf) maka perlu
ada mekanisme khusus yang memmbatasi naluri tersebut. Apabila penampakan-
penampakan tersebut dibiarkan memenubhi.tuntutan naluri-nalurinya sendiri, maka
pemenuhan-pemenuhannya akan menyebabkan gejolak dan kegoncangan,
sekaligus menyebabkan tefjadinya pemenuhan yang ganjil dan salah. Oleh karena
itu, mekanisme yang dipergunakan oleh manusia untuk menyalurkan keinginan
untuk memiliki tersebut haruslah ditetapkan dalam suatu mekanisme yang jelas
sesuai dengan sistem yang berlaku.

Karena pentingnya masalah pemilikan ini schingga dapat dikatakan

bahwa diversitas dari sistem perckonomian bisa dilacak ke belakang dan



perbedaan pendekatan tentang hak milik, baik sistem ekono:
maupun Islam.

Saat ini setidak-tidaknya ada dua sistem ekonomi besar yang dominan
dalam literatur ekonomi, ' yaitu sistem ckonomi kapitalis dan sistem ekonomi
sosialis.” Sistem ekonomi kapitalis’ didasarkan pada filosofi individualis atau
selfishness serta bekerjanya invisible hand (al-yad al-khafiyyah), sehingga
memuncullén persaingan di pasar-yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi,
dan kebutuhan masyarakat terpenuhi) Kompetisi terscbut didukung pula oleh
adanya kebebasan pemilikan-ataunpenguasaan aset secara individu. Dengan
penguasaan asct lewat pemilikan peibadi yang bebas dan mutlak ini, dijadikan
sarana untuk mengeksploitasipara  pekerja -yang memperoleh pendapatan kecil,
yang hanya cukup untuk penyambung hidup. Adapun saldonya (nilai surplus)
diambil oleh pama’ pemilik ‘modal~Oleh sebab itu,/menjadi semakin kuat dan

membuat pekerja tetap menjadi buruli-untuk, Sclamanya. Ini merendahkan dan

! Klasifikasi sistem-sistem ekonomi ini juga biasa dibagi dalam dua bentuk ekstrim, yaitu:
Perckonomian bebas 100 % dan perekonomian terpimpin 100 %. Dischabkan karena
perekonomian dua bentuk tersebut tidak pemnah ada dalam kenyataan, maka kedua macam bentuk
hanya dijumpai dalam bidang teori sebagai model-model teoritik. Yang ada dalam kenyatasn
hanyalah perekonomian bebas kurang dari 100 % dan perekonomian terpimpin kurang dari 100 %.
Dengan kata lain, yang ada dalam kenyataan hanyalah perekonomian campuran atau mixed
economies, kadang-kadang mixed capitalistic systemslihat Winardi, Penguntar Sistesa-sistem
Ekooomi (Bandung: Alumm, 1984), hal. 26.

? Pembagian terscbut adalah salah bentuk klasifikasi yang dilontarkan oleh fakar
ekonomi. Di sisi lain sejumlah ekonomi memberikan klasifakasi lain seperti apa yang disusun oleh
J. Ulmer bahwa pembagian sistem ekonomi meliputi: 1) Pure -or laissez- Faire capitslism, 2)
Liberal - or Democratic Socialism , 3) Communism, or Authoritsrian socialism. Ibid, hal. 30.

? Istilah kapitalis dalam hal ini adalah pure capitalism yang mana biasa dikaitkan dengan
"HAK MILIK PRIVAT ATAS BARANG-BARANG/MODAL TAHAN LAMA® scbab
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tidak memanusiakan mereka dan mereduksi mereka menjadi “fragmen umat
manusia" (alienasi). Mereka tidak mampu "mengembangkan potensi mereka
secara penuh”. Eksploitasinya menyebabkan terpecahnya masyarakat menjadi
kelas-kelas yang bertentangan. Mereka tidak bebas, mereka adalah bidak-bidak di
atas papan catur scjarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik tak terhindarkan
dari kepentingan ekonomi dalam kelas-kelas yang beragam dalam masyarakat
manusia (determinisme ekonomi).* Betapa tidak, kaum kapitalis, mementingkan
diri sendini dengan senantiasamempertahankan statusnya sebagai pemilik modal
tanpa melihat kesengsaraan yang, ada df sekilingnya akibat harta miliknya demi
persaingan bebas dengan pemilik modal lainnya. Begitu pula usaha kaum buruh
yang tertindas berusaha untuk' mengadakan revolusi, karena menurutnya revolusi
adalah suatu langkah kemajuan.’

Demikianlah. koasep/ pemilikan, prbadi @ kapitalis_yang menginginkan
minimalisasi intervensi terhadap pemilikannya, karena menurutnya intervensi
pemerintah merupakan, racun, yatig akan menghainbat kesuksesan suatu usaha
Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang
dikehendaki tanpa hambatan Individu mempunyai kuasa penuh terhadap

hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang

kapitalisme yang ada sckarang sudah mengalami proscs campuran tidak scperti apada akhir abad
18 hinggatahun 1930 sampai 1940, Jbid,, hal. 49-50.

‘ Umar Chapra, Isism dsw Tantangaw Ekomomi tesj. Nur Hadi Thsan & Rifqi Amar
(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 70.

’ Franz Magnis-Suseno, Pemikirsn Karl Marx, cet [ (Jakarta: GramediaPustaka
Utama, 1999), hal. 100.



dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dan
produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.® Akibatnya,
manusia dipaksa untuk saling berkompetisi demi kemewahan hidup individual
yang akhimya meluluhlantakkan asabiah, yaitu rasa persaudaraan yang dilandasi

nilai kasih sayang antarsesama. ?

Berbeda dengan sistem Kkapitalis, sistem sosialis® berpandangan bahwa
faktor produksi dikuasai olch'negara, schingga eksploitasi sesama individu dapat
dihindari. Mereka menganggap bahwa kemunduran manusia dan keterasingannya
terhadap din sendiri adalah akibat dan pemilikan pribadi. Bukan agama, bukan
keadaan politik melainkan pénataan | sistemhak milik pribadi.’ Analisis Marxis
mengimplikasikan suatu ketidakpercayaan total pada kemampuan manusia untuk
mengelola kepemilikan jpribadi~dalany)batasan-batasan kesejahteraan sosial. 1a
secara diam-diam mengasumsikan bahwa setelah pengenalan sosialisme, manusia
yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan,
dan pegawai pemerintah, akan Selalu didorong untuk melakukan yang terbaik

dalam rangka kebaikan sosial tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya. Ini

¢ Afzalur Rahman, Doktrin Ekosomi Islam, tetj. Soeroyo dkk (Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1995), 1:2.

7 Iwan Triyuwono, Organisesi dan Akuntansi Syari‘sh (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal.
Xiii.

* Istilah sosialis sendiri mempunyai banyak macam (seperti: sosialisme utopik, sosialisme
marxis, sosialisme demokratik Jerman, sosialisme Ricardo dan lainain), namun sosialis yang
dimaksud di sini adalah sistem yang mengaplikasikan sosialis secara total dimana pemerintah
mengambil alih hak milik atas alat-alat produksi. Lihat Winardi, Pengsnatar ..., hal 63.

’ Suseno, Pemikiran ..., hal. 100



mengimplikasikan bahwa: (a) para pekenja harus bekerja dengan efisien, jujur dan
tidak mementingkan diri sendiri tanpa insentif dalam proporsi imbalan maten; (b)
para manajer perusahaan harus bekega dengan efisien tanpa dapat
mempergunakan bagi kepentingan pribadinya sendiri, tanpa mengalami tekanan
persaingan dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya
sendini dan untuk membeli serta menjual input dan output yang mereka anggap
baik; (c) para pegawai pemerintah tidak akan mengambil manfaat yang tidak
semestinya dari perbuatan keputusan yang banyak dan kekuatan eksekutif mereka.
Ini mengimplikasikan bahwa sebagai imbalan dari semua ini mereka akan —dalam
kapasitas mereka scbagai konsumen—membatasi klaim mereka atas sumber daya
hanya sebatas apa yang memenuhi kebutuhan mereka, untuk menghindari tekanan
berlebihan atas sumber daya. "

Asumsi-asumsizMarxis/ini-benar-benar sangat tidak realistis. Dalam sistem
sekuler yang tidak adanya Konsép tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha
Mengetahui dan hanya mengakui. batasan.rentang dunia ini, adalah tidak masuk
akal mengharapkan individu untuk dapat mengabaikan kepentingan kekayaan
pribadinya. Tidak ada alasan rasional untuk mempercayainya bahwa dalam
scbuah masyarakat sosialis, sehagaimana dalam sebuah masyarakat kapitalis, para
individu tidak akan memberikan prioritas untuk memenuhi kepentingan

pribadinya. Dasar spiritual kehidupan tidak ada, terutama pada pemaksimalan

'OChapra, Isiam .. hal 84



pendapatan mercka ataupun pemuasan keinginan-keinginan materi dan hawa
nafsunya (utilitas hedonis).

Dari uraian di atas dipahami bahwa kedua ststem di atas seakan tidak lagt
sesuai dengan nurani manusia. Oleh karena itu, dewasa ini para ekonom
kontemporer mulai menyadani akan pentingnya kandungan nilai-nilai rehigius,
bermoral dan humanis pada sistem ekonomi yang mercka anut. Mereka sadar
bahwa sistem yang ada tidak akan mampu menjamin keselamatan manusia di
dunia ini. Mereka merindukan ckeoriomi' yang memiliki nilai-nilai kebenaran
(logica), kebaikan (ethica) | dan (keindahan-'(esthetica). Ekonomi yang dapat
membebaskan diri dari penindasan, ‘penekanan, kemiskinan, kemalaratan, dan
segala bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter

yang tidak manusiawi. "'

Kegelisahan "mereka bisa terjawab “olch sistem ‘ekonomi Islam, sebuah

sistem yang lahir dari pemikiran-agama yang sarat dengan karakter religius serta

"' Buku ekonomi yang berkaitan dengan nilzi kemanusiaan adalah seperti Gunnar Mirdal
dalam bukunya Asian Drama, Eugene Lovell dalam bukunya Humanomics dan Schumacher
dalam bukunya Small is Besutifirl, Ecanomics as if People Matered A M. Sacfuddin, Solusé Islamw
atas Problematiks Umat (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal 30. Bahkan James Robertson dalam
bukunya Future Wealth: A New Economics for 21th Century mengatakan sebagaimana dikutip
oleh Tkhwan Abidin bahwa ilmu ekonomi abad 21 haruslah didasarkan pada pengakuan bahwa
manusia adalah makhluk bermoral yang kebebasarmya tidak harus dibatasi oleh parameter
impersonal yang sempit seperti pasar dan negara. [a harus mengakni bahwa semua persoalan yang
berkaitan dengan ilmu ekonomi pada hakikatanya adalah persoalan-persoalan moral. Selanjutnya,
sehagai informasi bahwa pada acara paling bergensi di awal milenium ketiga ini, yaitu Konferensi
Internasional keempat tentang Ekonomi dan Keuangan Islam yang diadakan di Universitas
Loughborough, Inggris pada tanggal 13-15 agustus 2000 ternyata paling tidak 9 pembicaranya
adalah non muslim, padahal pesertanya terdin dari 29 negara yang tersebar di lima benua Hal ini
menunjukkan betapa terkesimanya mercka dengan sistem Ekonomn Islam. Lihat Ikbrwan Abidin,
"Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam (2)", Repabliks, (11 September 2000), Kolom Eksbis.



memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi lainnya. Hal
ini disebabkan oleh kesempumaan aturan-aturan melalur penjabaran konsep

muamalah dalam Islam.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk dikaji konsep pemilikan pnbadi
menurut sistem ekonomi Islam yang landasan pijaknya tidak lepas dan
suprasistemnya yaitu Islam yang dapat digali dan al-Qur'an. Dengan al-Qur'an,
sistem ekonomi Islam mengungguli sistem kapitalis yang sungguh jach dan
kepuasan hati nurani. Karena al-Qur'an tidak saja memfokuskan petunjuknya pada
permasalahan ruhaniah (hubungan partikal ilahiyah) tetapi juga secara seimbang,
al-Qur'an serius memberikan“petunjuk pada_permasalahan amaliah kehidupan
sehari-hari (hubungan horisontal-sosial)/| Al-Qur'an sebagai acuan perilaku
manusia yang mengandung pedoman-pedoman aktivitas, tidaklah berarti bahwa
al-Quran harus menyajikan aturan-aturan main bertindak tersebut secara detail.
Dengan pemfokusan al-Quran pada persoalan yang mendetail, hal ini akan
mengurangi nilai kedinamisatinya’ dalam-menyikapi persoalan sepanjang zaman.
Di samping itu, dengan penjelasan al-Qur'an secara detail memungkinkan
munculnya kasus pengabaian hukum dari al-Qur'an karena dianggap tidak relevan
lagi dengan perkembangan zaman Sebaliknya, universalitas, generalitas, dan
globalitas al-Quran menjadikan al-Qur'an luwes dalam setiap ruang dan waktu
(salth fi kulli zamin wa makan). Selain itu, segala bentuk ke arah kekakuan

(Jumid) intelektyal dapat terhindarkan, bahkan ia akan lebih membangkitkan



semangat berpikir dan membuka semua cara yang akan ditempuh bagi perluasan

pengetahuan.'?
Dengan mengkaji al-Quran melalw tafsir temauk, penyusun berusaha

menguraikan bagaimana konsep pemilikan pribadi dalam al-Qur'an. Apakah al-
Quran mengakuinya sebagai sesuatu yang (masyru’)? seperti pada kapitalisme?
Atau malah mencampakkannya dan membuang jauh-jauh seperti pada sosialis,
atau bahkan Islam mengadopsi dari kedua sistem tersebut hingga muncul konsep

yang unik.

B. Rumusan masalah

Banyak sckali permasalahan “yang sering muncul dalam persoalan
pemilikan khususnya pemilikan pribadi. Islam sebagai ideologi tentunya tidak
mengabaikan persoalan-persoalan-yang sering muncul terscbut, bahkan sudah
menetapkan frem-frem  khésus| untuk/dijadikan kendali dalam bertindak dan
berperilaku. Al-Qur'an sebagai _landasan hukum.dalam Islam merupakan rujukan
dalam hal ini.

Karena segi-segi dalam pemilikan Islam cukup luas, maka masalah dalam
tulisan ini perlu dibatasi terutama untuk hal-hal yang menyangkut pemilikan
pribadi dalam Islam, yaitu: (1) Apakah al-Quran mengakui adanya istilah
pemilikan pribadi, kalau jawabannya positif, maka mana saja ayat-ayat al-Qur'an

yang berbicara tentang pemilikan pnbadi sebagai bukti pengakuan Islam

2 Dikntip oleh Wahbah az-Zuhaili dari Kitab Usul Figh karya Zaky ad-Din Syaban
Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islimi (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 417,



terhadapnya serta prinsip-prinsip apa saja yang dikandung oleh ayagay .
berikut ayat-ayat penunjangnya, (2) Berdasarkan  prinsip-prinsip

bagaimana konsep pemilikan pribadi dalam al-Qur'an?

C. Definisi Operasional
Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan
definisi konsep-konsep vang digunakan dalam tulisan ini, di bawah ini disajikan

penjelasan sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep memiliki pengertian;/\(1) rancangan atau buram surat dan
sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa kongkret;
dan (3) gambaran mental dari objeks proses;atau apa. pun yang ada di luar bahasa,

yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain."> Gambaran yang
bersifat umum atau abstrak dari sesuatu.'* Yangdimaksud konsep di dalam tulisan

ini adalah ide atau gagasan pengertian tentang pemilikan pribadi dalam al-Qur'an.

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamws Besar Bakase
Indopesis, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 456.

** Dagobert D Renes, Dictionary of Phitosophy, Totowa New Jersey: Littiefield, Adams
and Co, 1976)
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2. Pemilikan Pribadi

Istilah pemilikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah
menurut terminologi Islam." Secara etimologi, pemilikan berarti penguasaan.
Sedangkan menurut terminologi Islam, pemilikan pribadi adalah hak syar'i untuk
seseorang atau beberapa orang dalam bentuk badan hukum atau tidak, schingga

seseorang atau beberapa orang tersebut boleh memiliki dan mengelola kekayaan

tersebut.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah-saty“landasan-pokok Islam yang disepakati (al-
muttafaq alaih) oleh jumhur ulama kemudian selanjutnya hadis Nabi Muhammad
saw, ijma’ (konsensus pendapat), dan terakhinqiyas (deduksi‘analogis).'® Adapun
yang dimaksud al-Qur'an di.sini_adalah:"firman Allah yang diturunkan kepada
Rasulullah saw dengan, bahasa’ Arab) penuh ‘mukjizat, tertulis dalam mushaf,
dinukilkan secara mutawdtir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai

dengan surah a/-Fatifiah dan ditutup dengan surah an-Nas"."

* Terminologi pemilikan ditermikan bermacam-macam arti, sesuai dengan sistem dan
zaman yang berlaku. Muhammad Faruq an-Nabahan, AF-Jttijih al-Jsma'T 17 at-Tasyri al-Iqtisidi
al-Jskimi, cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risélah, 1984), hal. 163.

16 Sebenarnya, landasan pokok (al-Adillah asy-Syariyah)Islam dapat dibagi dua yaitu:

(1) yang disepakati (al-Muttafaq alaih), seperti al-Quran, hadis, Ijma' dan qiyas. (2) tidak
disepakat (al-Mukhtalaf fifi), sepest: Istihwin, Magilih al-Mursalah, al-Istisiah, al-Istighib, al-Urt]
Mazhab as-Sahibi, Syari'at sebelum Islam, dan Zara¥ Lihat: az-Zuhaili, Usal I 417,

V7 Al-Amidi, al-Ihicion fi Usdl al-Ahkim (Beirut: Dir al-Kutub al-'Timiyyah), I 228.
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Dalam penelitian ini, tafsir tematik (smaudidi) dipergunakan untuk : (1)
menetapkan masalah yang akan dibahas; (2) menghimpun ayat-ayat yang
berkaitan dengan masalah tersebut; (3) menyusun urutan ayat sesuai dengan masa
turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang asbab an-nuzulnya; (4) memahami
korelasi ayat-ayat terscbut dalam surahnya masing-masing; (5) menyusun
pembahasan dalam kerangka vyang sempuma (outline), (6) melengkapi
pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; dan (7)
mempelajari ayat-ayat tersebut secara' keseluruhan dengan menghimpun ayat-
ayatnya yang mempunyai perigertian yang 'sama schingga semuanya bertemu
dalam satu muara, tanpa suatu perbedaan atau/pemaksaan '®

Dengan demikian, yang-dimaksud-"Konsep Pemilikan Pribadi dalam Al-
Qur'am: Kajian Tafsir Tematik™ adalah suatu penelitian tentang pengertian dan ide
pemilikan pribadi meniurut pandangan al-Qur'an dengan-memakai pendekatan

tafsir tematik.

D. Kerangka Teori
Pada bagian ini penulis menyajikan bahasan tentang teori khilafah Ibnu

Khaldun.” Dalam kitab "Muqaddimah Ibnu Khaldun" disebutkan bahwa manusia

¥ Abd al-Hay al-Farmiwi, Mefode Tafsir Mawdbu'ly: Suatu Pengantar, tesj. Suryan
A Jamrzah, cet. I[1 9Jakart: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.

" 1a adalah Abdullih bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin
Jabir bin Muhammad bin Frahim bin Khilid bin ‘Usman bin Haad bin al-Khattab. Ta lebih dikenal
sebagai Ibnu Khaldun sebagai nisbah dari nama kakeknya yang kesembilan (Khalid bin "Usmén).
Difahirkan di Tunis tshun 1332 dan wafat 1406. Salah satu karyanya yang sangat brilian adalah
Mugaddimah (Pengenalan Sejarah), dipertimbangkan sebagai karya yang sangat agung dan
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mempunyai kecendrungan untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai

khatifah Allah di bumi.” Teori ini ditarik dari firman Allah yang berbunyi:
P R R N o W IE S R

"Dan ingatlah ketika Tubanmu berfirman kepada para malatkat:
sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. 2!

Kata khalifah dalam ayat ini_mengandung makna petugas yang men-
tanfizkan (melaksanakan) perintah Allah 2 Allah sebagai pemberi mandat untuk
mengatur alam ini. Allah, manusia: dasalam’ merupakan tiga komponen yang
menempati cksistensi yang berbeda. Hal ini/selaras (in hanmony with) dengan
konsep triangle yaitu filsafat, Tuhan-manusia-alam, dan Tuhan terletak di sudut
puncak. Penjungkirbalikan manusia pada konsep imi akan mengakibatkan
pendewaan dirinya sendiri V{antroposentris) sehingga mefnasuki wilayah sekuler
dengan menggeser eksistensiTuhan/(teosenifis) seperti yang dilakukan oleh
liberal-kapitalis. Ataw) tidak{ lagi“ menggeser £ksistensi Tuhan bahkan
menghilangkan eksistensinya (ateis) seperti yang dilakukan oleh sosialis.

Kenyataan menunjukkan, kapitalis dan sosialis telah membawa manusia bertindak

capaian infelektual yang hebat di abad pertengahan. Hasil karyanya merupakan sumber
perbendaharaan berbagai ilmu pengetalman seperti sejarah, psikologi, sosiologi, geografi, ekonomi
dsb. Lihat Husain 'Asi, Ibp Kbhaldiin Muarribd (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hal. 7
& 25,

* Ibnu Khaldun, Mugaddimak Ibue Khaldoa, (Ttp: Dar al-Bayan, tth), 1:191.

' Al-Bagarah (2): 30.

2 TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, 7afsiral Qur'inul Madjid "sp-Nir”, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1965), jilid 1, hal. 117.
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memperbudak manusia lain, kekayaan alam, dan bahkan Tuhan juga dieksploitasi
untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan dini sendin. Akibatnya adalah
proses dekadensi nilai antara manusia dan Tuhan, dehumanisasi antara manusia

dan manusia, dan disharmoni antara manusia dan alam >

Dalam sistem ekonomi Islam, eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak,
bahwa segala sesuatunya dikembalikan kepada-Nya Segala sesuatunya
berdasarkan ketuhanan, yaitu sistem-yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir
kepada Allah dan menggunakan sardna, yang tidak lepas dari syariat Allah.?*
Inilah yang dalam Islam kita kenal dengan’istilah tauhid. Interpretasi tauhid
sebagai landasan filosofi sistem ckonomi Islam ini, Monzer Kahf menjabarkan
sebagai berikut:

1. Dunia ini termasuk isinya merapakanmilik Allah.> Manusia scbagai khalifah-
Nya hanya mempunyai_hak untuk khilafat yang tidak absolut. Pengakuan
pemilikan individual yang tidak terbatas adalah scbuah pengingkaran kepada

kekuasaan Allah sebagaimana yang dianuf olch sistem ekonomi kapitalis.”®

= AM. Sacfuddin, Solasd ..., hal. 35.

* Yusuf al-Qardhawy, Norms das Etiks Ekosomi Istam, Terj. Zainal Arifin (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), hal. 31.

% “Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalam semuanya, dan dia maha
kuasa atas tiap sesuatu”. Al-Maidah (5): 120.

2% Monzer Kahf, "an-Nizim al-Iqtisadi al-Islami: Nazariyyah '‘Ammah®, a/-Mastim al-
Mu'asir, no. XX (Oktober-Nopember-Desember, 1978), hal. 52.



4.
NG,
St '( x o] .

R o
11 :‘;i:" Eak:
SN A
AL

By ﬁ\
L ¥y
e i

substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai

khalifah Allah di muka bumi. Semua manusia sama di hadapan Allah, tidak
berkelas-kelas, yang membedakan hanyalah level ketakwaannya. Implikasi
dari persamaan ini agar di antara mereka terjalin kebersamaan serta

persaudaman, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

3. Iman pada hari akhir. Fakior ini sangat penting dan berpengaruh pada perilaku
ckonomi seseorang. Karena seorang muslim yang akan mengadakan aktivitas
ckonomi, ia akan mempertimbangkan | akibat yang ditimbulkan oleh
aktivitasnya tersebut. Dengan kata lain) bahwa dengan keyakinan adanya hari
pembalasan dari setiap tingkah laku di dunia termasuk aktivitas ekonomi,
maka ia akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat karena takut akan siksaan

Allah jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan ajaran Allah. ¥
Dengan demikian,  dalam pandangany Islam, kekhalifahan manusia

merupakan akidah yang harus diimani dan harus pula mewamai tata cara
seseorang dalam bertindak. Dengan status khalifah, manusia tidak dapat berbuat
seenaknya. Manusia sebagai khalifatullah harus diikat dengan beberapa ketentuan.
Dapat ditemui bahwa kata khalifah menegaskan makna " wikalah” (perwakilan);

maka manusia hanyalah berperan sebagai "wakil" Allah. Hal ini mengharuskan

7 Ibid., hal. 53.



15

manusia dalam setiap bertindak dan mengambil keputusan harus sesuai dengan
aturan dan ketetapan Allah agar ia tetap diakui sebagai khalifatullzh™

Pengertian "manusia adalah petugas yang diberikan mandat oleh Allah™
menunjuk kepada pemilikan kepada sesuatu. Dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa,
Allah-lah pemilik hakiki bumi dan Dia-lah yang mewariskan kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya. Dari sini wajarlah kalau manusia yang "berkuasa” di atas

bumi harus menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya29

Islam menolak paham pemilikan adalalymilik kolektif, karena hal itu sama
saja mengingkan hak kepemilikanpindividu, -sekaligus memberi tempat seluas-
luasnya bagi masuknya Sntervensi peémerintah hingga mengesankan

“pembredelan” hak milik *®

Islam juga menolak paham bahwa pemilikan adalah hak absolut individu,
sebab pemilik tidak boleh berbuat semena-mena techadap harta miliknya. Ia harus
berada dalam aturan-aturan yang sudah'digariskan oleh ayara'.

Islam dengan prinsip 'kekhalifahan ananusia-'dapat dipahami bahwa
manusia bolch saja memanfaatkan harta yang dimilikinya selama tidak keluar dari
ketentuan Allah Karena Islam adalah agama yang penuh tanggung jawab.

Penyandaran pemilikan kepada Allah dan umat berarti pengelola yang dalam hal

* M. Faruq an-Nabahan, Sistey Ekowmomi Isiam: Piliban Setelsh Kegagalan Sistesm
Kapitalis dun Sosialis, alih bahasa: Muhadi Zainuddin, (Y ogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

* Machasin, Menyelami Kebebasan Manusis, (Yogyakarta: INHIS dan Pustaka Pelajar,
1996}, hal. 17.
* M. Faruq an-Nabahan, Sistems .., hal 4S.
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ini pemerintah harus mempertanggungjawabkan harta milik umat tersebut di
hadapan Allah. Karena pemilikan yang ada pada individu hanya sebatas khalifah
yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga dan mengembangkan harta milik
Allah tersebut, maka konsekuensinya adalah seseorang yang diberikan amanah
harus patuh serta bertanggung jawab terhadap yang memberikan amanah tersebut.

Dengan teori kekhalifahan Ibnu Khaldun ini, dapat disimpulkan bahwa
manusia hanyalah sebagai pelaksana tugas Allah. Melalui teori ini, penyusun
dapat menemukan hakikat pémilikan pribadi dalam al-Quran serta menemukan

prinsip-prinsip moralitas pemilikan pribadi'yang tidak lepas dari konsep tanhid.

E. Survei Pustaka

D1 Indonesia, penelitian tentang’/ekonomi Islam dapat dikatakan masih
minim, hal ini disebabkan ,oleh-perhatian terhadap, disiplin ilmu ini belum
memasyarakat dibandingkan_.dengan disiplin ilmu lainnya. Namun di dunia
internasional, terutama negara-negara seperti Mesir, Pakistan, Arab Saudi,
Malaysia dan sejumlah négaradi Timuf Tengah ‘mempunyai perhatian yang
sangat besar mengenai Ekonomi Islam ini. Perhatian mereka dengan ekonomi
Islam ini tidak hanya pada dataran teoretis saja, namun lebih jauh lagi hingga pada
aktualisasi praksis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang
berlandaskan syariah Islam.

Pada dataran teoretis, sejumlah pakar muslim sangat produktif
mengadakan penelitian ekonomi Islam. Di antara mereka ada dari kalangan pakar

fiqih (fugahd) yang memiliki perhatian pada aspek ekonomi dan ada pula dari
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kalangan ekonom konvensional yang menfokuskan perhatiannya pada ekonomi
Islam. Tersebutlah namanya seperti Muhammad Faruq an-Nabahan, Muhammad
Bagir ash-Shadr, Nejatullah Sidqi, Muhammad Abdul Mannan dan sederetan
nama lainnya.

Literatur-literatur yang memfokuskan dini pada persoalan pemilikan boleh
dikatakan masih minim. Hal ini karena persoalan pemilikan hampir tidak bisa
dilepaskan dengan pembahasan figih, baik literatur figik klasik ( furdts), maupun
yang bersifat kontemporer (atudsir). Padaliteratur yang disebutkan pertama, para
fugaha biasanya menempatkan pembahasan pemilikan sebelum pembahasan jual-
beli dan sejenisnya. Demikian pula‘pada literatur yang disebutkan terakhir,
misalnya, kitab al-Figh al-Isiami wa Adillatuh(terbit: 1984) karangan Wahbah az-
Zuhaili. Kitab yang Dbisa digolongkan ‘sebagai literatur kontemporer ini
menempatkan pembahasan pemilikan™)setelah ~bab sal-Hugidg (hak-hak) dan
sebelum bab al-uqgid (transaksi-transaksi). Demikian pula pada kitab karangan
Mustifa Ahmad az-Zarqa' yang berjudul a/-Madhal al-figh al-/Am (tanpa tahun
terbit).

Selain itu, pada kajian-kajian tentang ekonomi Islam secara umum, para
pengkaji  kadang-kadang memasukkan pembahasan pemilikan sebagai
pembahasan penunjang dalam kajian tersebut. Misalnya Nizdm al-Igtisad karya
Muhammad al-Mubidraq (Beirut: 1973), allgtisad al-Islami wa tathigih ‘ala al-
Mujtama’ al-Islami karya Muhammad Abdullah al-Arabt (Kuwait: tanpa tahun).
Adapun Kitab Igtisiduna karya Muhammad Baqir as-Sadr, menempatkan

pembahasan pemilikan sebagai suatu pembahasan khusus dalam Ekonomi versi
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Islam ditulis sebagat bahan perbandingan dengan pemilikan versi Kapitalis dan
Sosialis.*'

Ada sederetan kajian yang memfokuskan pada pembahasan pemilikan.
Pada tahun 1952 terbit sebuah buku al-Milkiyyah fi al-Islam karangan as-Sayyid
Abi an-Nasr Ahmad al-Hasani. Buku yang ditulis dengan pembahasan singkat ing,
menitikberatkan pada kajian komparasi beberapa permasalahan pemilikan verst
paradigma Islam dengan beberapa pemikir Kapitalis. Abu Zahrah, seorang
penulis produktif lulusan al-Azhar juga permah menulis tentang pemilikan a/-
Milkiyyah wa Nazariyyah al‘Agd (Kairo: 1976). Buku yang banyak dijadikan
rujukan penulis kontemporer ini, memakai pendekatan figh. Hal ini terfihat dari
sistematika penulisannya, iamenggabungkan dengan pembahasan al-Aqd
(transaksi-transaksi) dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Selain itu ada
Asy-Syeikh ‘Ali Khafif pernah'menulis-bukubetyudul a-Milkiyyah fi asy-Syar'sh
al-Islamiyyah Buku yang tidak jelas tahun terbitnya ini tampaknya tergolong
kitab lama karena ; penulisnya-pemah  berbicara tentang pemilikan pada tahun
1964 di Konferensi pertama kajian keislaman (Mu'tamar al-Awwal If al-Buhizs al-
Islami) di Kairo. Kajian Ali Khafif ini, mirip dengan hasil kajian al-Hasani di atas.
Hanya, ia memfokuskan diri pada studi komparatif antara pemilikan versi Islam
dan versi perundang-undangan yang banyak dipakai di negara-negara Arab seperti

Iraq dan Mesir. Kajian pemilikan yang cukup mendalam adalah karya Muhammad

*! Judul lengkapnya IqtisSduni: Dirfsah Maudd'iyysh tataniwal bin Nagd wa 2l-Bahs al-
Mazihib al-Igtisadiyysh K al-Mgrkisiyyah wa ar-Ra‘sumdliyyal wa al-Islim wa Ususuba al-
Fikriyyah wa Taf3duluha.
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Faruq an-Nabahan dengan judul al-fitijah al-JamaT fi at-Tasyri® al-Iqtisadr al-
Islami’ Kajian im menfokuskan pada pemilikan umum atau jamaah melalu_i
pendekatan maslahah @mmah. Pemilikan pribadi dalam kajian ini dijadikan
pembahasan awal sebagai komparasi dan penjernihan pembahasan pemilikan
umum.

Sebuah buku berbahasa Indonesia adalah "Kepemilikan Islam karangan
Behesti". Behesti adalah seorang cendikiawan muslim terkemuka yang
mengambil spesialisasi masalal“masalah filsafat/ekonomi ini membahas beberapa
permasalahan  pemilikan dengan singkat dan sederhana. Judul aslinya Onership in
Islam diterbitkan oleh Foundation of Islamic, Thought, Teheran tahun 1988.
Kemudian buku ini diterjemahkan dafr diterbitkan di Indonesia pada tahun 1992

Dari uraian di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa pembahasan
pemilikan secara |spesifik\terhadap -pemilikan pribadi, masih kurang. Apalagi
pembahasan yang memakai pendekatan’tafsir tematik. Dalam kajian ini penulis
mencoba menguraikan konsep .pemilikan—pribadi melalui pendekatan tafsir
tematik. Akan tetapi, bagaimanapun juga kajian-kajian pemilikan yang sudah ada
tetap menjadi rujukan demi kesempurnaan kajian ini. Alasan utama penulis
mengambil metode tafsir tematik adalah seperti yang diungkapkan oleh Abdul
Hay al-Farmawi bahwa dengan metode tafsir tematik memungkinkan seseorang

memahami masalah yang dibahas dan segera sampai pada hakikat masalah dengan

32 Sebuah desertasi unmuk meraih gelar doktor di Fakultas Studi Islam Universitas Kairo
pada tahun 1967. Buku ini dicetak pertama kali pada talun 1970.
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jalan yang singkat dan praktis,** tanpa harus mencari jawaban dari ayat-ayat lain.

Hal ini sangat relevan dengan perkembangan zaman bahwa aspek kehidupan

membutuhkan solusi qur'ani yang tuntas.

F. Metode Penelitian
a. Tahapan-tahapan peaelitian
Penelitian ini setidak-tidaknya melalui tiga tahapan, yaitu maudd?,
deskriptif, dan analitik.

1. Tahapan Maudii

Pada dasamya ada dua bentuk‘metode-penafsiran maudi’ (tematik) yaitu:

(1) Penafsiran satu surah dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-
tujuannya secara_ymum dan’ khusus atautema sentral surah tersebut,
kemudian menghdbtingkan ayat-ayat/ yang beraneka ragam itu satu
dengan yang lain.dengan, tema-sentral tersebut. Metode ini pertama
kali diterapkan oleh asy-Syatibi dan dikembangkan juga antara lain
oleh Muhammad Syaltut.*

(2) Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu

dari berbagai surah al-Qur'an (sedapat mungkin diurut sesuai dengan

masa turunnya, apalagi yang dibahas adalah masalah hukum) sambil

3 Al-Farmiwi, Metode..., hal. 54
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3. Tahapan Analisis

Pada kajian ini penulis akan menggunakan " Content Analysis” dengan
pendekatan analitis-komparatif. Analisa tersebut berkaitan dengan prinsip-
prinsip yang dikandung oleh ayat-ayat baik secara implisit maupun eksplisit.
Dari analisis ini diharapkan akan muncul sebuah konsep yang tegas mengenai
pemilikan pribadi dalam Islam yang dilihat dari berbagai segi. Di samping
ity, penulis juga akan membandingkan konsep pemilikan pribadi dalam Islam
dengan konsep pemilikan pribadi sistem ckopomi lainnya. Dengan demikian,
diharapkan dapat menjawab ,‘pertanyaan yang selama ini muncul bahwa
konsep pemilikan pribadi -Istam mierupakan kombinasi hasil adopsi konsep
pemilikan Sosialis dan Kapitalis,

b. Populasi dan Teknik Pengambil Sampel

Penelitian ini adalah-pepelitian, Kepustakaan (library research) yaitu
dengan meneliti literatur yang sudah ada. Ada dua sumber pokok yang dijadikan
landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang
dimaksud dengan sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh langsung
dari al-Qur'an melalui a/-Mujam al-Mufahras li al-Fiz al-Qur'an (Ensiklopedi
al-Qur'an) yang sekaligus sebagai populasi penelitian.

Adapun sumber sekunder adalah sumber kedua yang bersifat menunjang
sumber primer yaitu sumber yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dibatasi
pada beberapa kitab yang dianggap representatif dengan penelitian, baik yang

berbentuk klasik maupun kontemporer. Yang disebut pertama antara lain tafsir
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memperhatikan asbab an-Nuzul dan munasabah masing-masing ayat.
Kemudian dijelaskan pengertian ayat-ayat tersebut yang mempunyai
kaitan dengan tema atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan
Jawaban-jawaban al-Quran menyangkut tema (persoalan) yang

dibahas.*

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil bentuk yang kedua.
Meskipun demikian, dalam penelitianini tidak dilakukan pengumpulan
dan penafsiran ayat demi [ayat) tetapi hanya mengambil ayat-ayat yang
dianggap mewakili dan berhubungan erat dengan judul yang dimaksud.
2. Tahapan Desknptif
Tahap deskriptif di sini menggunakan pendekatan sosio-historis.
Pendekatan ini dimaksudloin -untuk- menemukan gambaran konsep pemilikan
melalui ayat-ayat yang |bétkaitan dengan, masalah pemilikan dengan cara
menelaah kitab-kitab | tafsir, _baik yang. klasik maupun kontemporer dan
literatur-literatur  lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut,
schingga  akan ditemukan hakikat pemilikan pribadi dan batasan-batasan
pemilikan pribadi.

* M. Qunaish Shihab, Membumiken Al-Qur'am, cet. VI, (Bandung: Mizan, Mizan
1994) hal. 113.

3 1bid., hal. 156.
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Fahr ar-Razi (at-TafSir al-Kabir wa Mafitih al-Gaib), al-Qurtubt (al-Jami'li
Abkam al-Qurin), at-Tabari (Jami* al-Bayin ‘an Ta'wil al-Qurdn), lbnu Kasir
(Tafsir al-Qurdn al-’Azim), dan at-Taba'tabai (a/-Mizin fi Tafsir al-Quran).
Penyusun memilih tafsir Fakhr ar-Razi, karena pada tafsir in1 ar-Razi
menafsirkan al-Qur'an secara logika dan filosofis yang luas. Hal ini sangat
diperlukan karena pembahasan hakikat pemilikan pribadi memerlukan analisis
filosofis yang tinggi. Tafsir al-Qurtuby dalam kajian ini juga sangat dibutuhkan
karena tafsir ini bercorak kajian figh, 'sedangkan masalah pemilikan pribadi tidak
lepas dani kajian hukum syar'i. Adapun tafsir at-Tabari, at-Taba'taba'r dan Ibnu
Kasir adalah tafsir penunjang yang dipakai untuk menjastifikasi pendapat dari
tafsir-tafsir lainnya.

Tafsir yang cukup kontemporer-yang penulis pakai adalah ar-Tafsir al-
Muair karyaWahbah az-Zuhaili(terbit 1991).-Tafsirini bercorak dominan figh,
terutama dalam menguraikan problema kontemporer. Tafsir ini juga sebagai
penunjang dari statemen-statemen yang dilontarkan az-Zuhailt dalam buku-buku

hasil karyanya yang juga menjadi rujukan penunjang.

¢. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini cenderung memilih informasi yang mewakili untuk menjadi
sumber data (purpossive sampling). Teknik ini berlaku baik untuk sumber pamer
maupun sckunder.
Penggalian data dari sumber primer pertama-tama mengumpulkan ayat-

ayat yang berkaitan dengan pemilikan secara umum, kemudian membuat outline
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Menentukan "“"V“Y‘“ﬂ ot eyt yang er Menginmtasuraika?
atau ttdak langsunu mufassir

Menemukan | Verifikasi
Konsep @ (al-Qu'm dan

Sering dikatakan bah ilikisendiri konsep pemilikan pribadi
yang berbeda dengan k ! Ekonomi lainnya. Dengan
demikian penelitian ini secara umum bertu_man menemukan landasan pijak konsep
ditemukan prinsip-prinsip kdrfiedstik Fomilika\pribadi dafam Islam. Hal ini
i me QTS g e 1

pemilikan pribadi dalam Islam tersebut dibandingkan dengan sistem ckonomi

yang ada.

pemikiran untuk memperkaya khasanah kepustakaan ilmu ckonomi Islam
berbahasa Indonesia. Boleh dikatakan bahwa hasil kajian ckonomi Islam
berbahasa Indonesia belum sebanyak tulisan-tulisan berbahasa asing seperti
Inggris dan bahasa Arab. Di samping itu, usaha ini juga dimaksudkan untuk

mendorong rekan-rekan yang tertarik pada bidang ckonomi Islam untuk
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senantiasa menggali dan mengkaji beberapa persoalan penting dalam ekonomi
Islam, sehingga pada akhimya literatur-literatur ekonomi lslam utamanya yang

berbahasa Indonesia semakin banyak dan tidak sulit untuk menemukannya.

H. Sistematika Penulisan

Studi yang dilakukan ini terdiri atas lima bab. Bab 1 adalah bab
pendahuluan yang disusul empat bab berikutnya.

Bab 11, kajian mulai difokuskan pada- permasalahan pemilikan secara
umum, dimana tidak hanya membatasi pada konsepsi al-Qur'an saja tetapi dapat
ditarik dan berbagai sumber, Pada bab ini terkandung pengertian pemilikan,
pembagian, dan sejarahnya.

Bab 1], Lebibh memfokuskan pada bentuk-bentuk pengungkapan al-Qur'an
tentang pemilikan pribadi baik secara langsung mauptn/tidak..Dari situ ditemukan
pengakuan al-Qur'an terhadap adanya istilah pemilikan pribadi.

Bab IV menguraikan _konsepsi al-Qur'an. tentang pemilikan pribadi yang
lebih spesifik Ada tiga hal penting yang diuraikan dalam bab ini yaitu hakikat
pemilikan pribadi versi al-Quran, proses pengelolaan harta milik legalitas al-
Quran dan terakhir tujuan disyanatkannya pemilikan pribadi ala al-Quran.
Kemudian pada bab akhir yaitu bab V adalah penutup yang bensikan simpulan

penelitian berikut saran-saran penyusun.



BAB I1
PEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Eksistensi Pemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam

Ketika kita mendengar istilah ckonomi Islam, maka setidaknya ada tiga
kemungkinan yang dimaksud dengan istilah tersebut yaitu: Pertama: Hmu
ckonomi yang berlandaskan syari'ah Islam. Hal ini memungkinkan munculnya
sebuah kesan bahwa Islam memilikt ilmu ekonomitersendini selain ilmu ekonomi
konvensional. Kemungkinan kedita: Perekonomian Islam, atau lebih jelasnya
perekonomian  umat Islam. Kemungkinan ini| didasarkan pada realita
pengembangan ekonomi Islam yang ditawarkan oleh kebanyakan negara-negara
Islam, seperti terlihat pada upaya OKI untuk menperjuangkan ekonomi Islam
baik di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim matipun di negara-
negara  berpenduduk minoritas, Kemungkinan ketiga adalah: Sistem ekonomi
Islam, yaitu pengaturan Kegiatan ‘eKoromi, dalam ‘suath miasyarakat berdasarkan
metode dan tata cara tertentu yaitu tata cara Islam.' Kemungkinan ketiga inilah
yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Yaitu kegiatan ekonomi yang
berdasarkan sumber hukum Islam yaitu meliputi al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan
Qiyas. Selama kegiatan ckonomi tersebut relevan dengan keempat sumber hukum

tersebut maka ekonomi tersebut Islami.

' Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekenomi (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999) hal; 3-4.



PERPUSTAKAAN

Sistem (a/zam) adalah seperangkat unsur vang secara tera
berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.” Sistem ekonomi sangat berbeda
dengan dengan ilmu ekonomi, dimana sistem ekonom harus dibahas sebagai
sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup
(way of life) tertentu, sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains
mumi yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup {way of life)
tertentu.’ Kalaﬁ ekonomi diartikan—sebagaiatokasi sumber daya material,’ maka
sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat nilai-nilai yang
dapat membangun organisasi kegiatan ‘ekonomi menurut kerangka referensi
tertentu’ Kalau kerangka referensinya [slam maka disebut sistem ekonomi Islam
demikian pula sistem ekonomi /kapitalis-dan sistem ekonomi sosialis. Perangkat
nilai-nilai tersebut menurut Monzer Kahf merupakan komponen yang menyusun
eksistensi suatu sistem ekonomi yaitu: filsafat, mlai dasar, dan nilai instrumental

ekonomi.

* Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, ed: 2, cet: TX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hal. 950.

* Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam,
cet. 1V, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal 48

* Lihat defenisi yang dilontarkan oleh Arkham: "Tlmu ekonomi Islam bertujuan untuk

melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human fialah) yang dicapai dengan
mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi®. Istilah
ekonomi sudah dikenal sejak masa kejayaan kebudayaan Yunani, sekitar empat abad sebelum
masehi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomos yang berarti pengelolaan rumah
tangga. Lihat George Sowle, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles
hingea Keynes, Terj. T Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 10.

* Monzer Kahf, "al-Nizam al-Iqtisadi ai-Islami: Nazdriah 'Ammah", al-Muslim =i-
Ma'asir, No. XX, (Okwober-Nopember-Desember-1978) hal. 47.
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Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar vang dibangun menurut suatu
doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan Tuhan, sebagai pedoman
nilai-nifai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Filsafat ekonom:i Islam
adalah tauhid yaitu kerangka yang harus kuat dalam menyanggah perangkat
berikutnya. Bertolak dan filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai
dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dan sistem.
Kerangka tersebut dalam Islam-ada_tiga komponen yaitu keseimbangan (ar-
tawazun)® keadilan (al-'2dalah)) Spemilikan (al-milkiyyah). Dan dan nilai dasar
ini, kemudian diturunkan nilai-niai\instrumental sebagai perangkat peraturan
permainan yang akan menjamin ‘pelaksapaannya- atau menggerakkan sistem itu
bt:kexja.8 Monzer Kahf mengungkap perangkat instrumental ini meliputi zakat,
larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.’

Uraian di atas membenkan penekanan bahwa, eksistensi pemilikan dalam

Islam berada pada posisi yang signifikan yaitu pada suatu kerangka nilai dasar

6 Prinsip keseimbangan sering ditemukan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari seperti
bertindak proporsional, tidak boros serta tidak bakhil Hingga dalam bersedekah pun Islam
menganjurkan untuk bersikap proporsional. Prinsip proporsional ini dapat berbentuk
pengkonsumsian barang yang tidak lebih dari kebutuhan sehingga jauh dari sikap berlebih-lebihan
" dan melampaui batas.

7 Sayyid Qutbh berpendapat bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup

bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan
menurut pandangan Islam. Quibh melanjutkan bahwa pengertian ini tidaklah diimerpretasikan
secara sempit seperti yang ada dalam komunisme bahwa keadilan adalah persamaan imbalan tanpa
perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan
kemampuan kerja yang dimiliki individu. Lihat Sayyid Qutbh, Keadilan Sosial dalam Islam,
ter). Atif Muhammad, cet. Il (Bandung: Pustaka, 1994), hal 37

® AM. Saefuddin, Selusi Islam atas Problematika Umat, (Jakarta: Gema Insani, 1998),
hal. 34.

° Kahf, an-Nizam .., hal. 56-60.



yang bertitik tolak dan filosofi tauhid dan sebagai salah satu sandaran
terbentuknya nilai instrumental yang kuat Untuk lebih jelasnya eksistensi

pemilikan dalam Islam dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2
Bapgan Perangkat Sistem Fkonomi slam
(Disusun dalim benfuk bagan dari Kahf,|an-Nizam al-Igisad ...)

B. Pengertian Pemilikan

Secara lugawi, pemilikan'® (a/-milkiyyah./ al-milk) adalah bentuk masdar
(verbal) dari kata <Ll — L1 yang berarti penguasaan terhadap sesuatu."'
Adapun definisi di kalangan figaha’ bervariasi seperti:

' Penyusun lebih cenderung memakai kata pemilikan dari pada kata kepemilikan karena
imbuhan kepe-an dalam kata kepemilikan jarang dipakai dalam tata bahasa baku bahasa Indooesia.
Memang ada beberapa kata yang memskai imbuhan kepe-an seperti kependuduksn dan
kepemimpinan. Sedangkan kata pemilikan frekuensi pemakaiannys cukup banyak dan sesuai
dengan kamus bahasa Indonesia, yaitu bermakna proses, cara, stau perbuatan memiliki. Untuk
lebih jelasnya lihat Peter Salim dkk, Kamas Bahasa Indonesiz Kontemporer (Jakarta: Modem
English Press, 1991), hal 979. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tate Babasa
Bzku Bakass Indonesis, cet. 1V (Jakara: Balai Pustaka, 1993), hal. 163. -

! Iboy Manzilr, Liséa al-'Arsb (Beirtit: Dir Sadr, 1990), X: 492 dan al-Fairiiz Abadi, /-
Q#mis .., hal 858.
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a. Abu Zahrah membernkan definisi pemilikan sebagai berikut:

"Sebuah hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga 1a mempunyar hak

n 12

menggunakan scjauh tidak ada larangan .

Maksud hak khusus dalam definisi i adalah bahwa selain pemilik
dilarang untuk memanfaatkan tanpa seizin pemilik. Adapun larangan yang
dimaksud mencakup dua hal yaitu:| pertama karena belum mampu (nags al-
ahliyyah) seperti anak kecil; dan—kediéa karena pada miliknya tersebut terdapat
milik orang (karena berkongsi) atau karena barang yang dipegang adalah barang

gadaian orang lain

b. Al-Kamal bin al-Hamméam'’® mendefinisikan- pemilikan datam kitabnya Fath

al-Qadir adalah:
pBM GG el dede s,

"Sebuah kekuatan syari yang diberikan kepada pemilik untuk melakukan
pengoperasian harta (tasharruf) selama tidak melanggar syara’."

" Abu Zahrah, al-Miliivyah wa Nazariyyah al-‘Aqd f1 asy-Syari‘ah al-Islamivyal
(Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), hal. 64.

13

la adalah Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid bin Mas'td as-

Siwisi. Dilahirkan di Alexandria (Mesir) tahun 790 H. Ia telah keliling ke beberapa negara dan
terakhir di Hijaz dan meninggal di sana tahun 861 H. Ia adalah ulama besar di bidang fikh mazhab
Hanafi, tafsir, faraid, bahasa dan la menulis sejumlah buku seperti Fath 2/-Qadir fi Syarh al-
Hidavah, at-Tahiir I al-Usil dan lain-lain. Khair ad-din az-Zickili, Al-I'lim, cet. VIIL (Beirut:
Dar al-Kutub al-Timiyyah, 1989), V1:255.

** Ibn al-Hammam, Fath al-Qadir, cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), V:486.



¢ Al-Qarifi” dalam a/-Furig mengatakan:

P

AL P DR . IR
\_f‘ddi l\j‘j'w'\_j—/'} \_f}""’

"Sebuah ketentuan syar'i terhadap benda dan jasa di mana pemiliknya
dibolchkan untuk memanfaatkannya dam meatransaksikannya. '*

Ketiga definisi pemilikan yangdilontarkan oleh para pemikir Islam di atas
pada dasarmmya mempunyai esensi-yang sama kar¢na mengandung substansi yang
senada yaitu (1) adanya hubungan—khusus antara-pemilik (a/-milik) dan yang
dimihiki (al-mamlik), sehingga pihak yang tidak memiliki tidak berhak
menggunakannya tanpa séizin ‘\pémilik resmi."yHubungan, antara pemilik dan
barangnya dengan segala konsekuensinya inimerupakan hubungan sosial, bukan
hubungan fisiologis. Ddlam thubungan, sesial;“kesadaran/merupakan prasyarat.

Sedangkan hubungan fisiologis tidak  punya kaitan dengan kesadaran

" Ia adalah Ahmad bin Idris bin Abdur Rahman abi al-'Abbas Syihabuddin as-Sanhaji

(w: 684). ladikenal dengan al-Qarifi, sebagal nisbat dan al-Qarafah sebuah tempat dekat Maqam
Imam SyafiT di Kairo. Kitab-kitab Karangannva banyak sekali, diantaranya: Aawa’al-Buriq {i
Anwd’ al-Furig{4 )\d), al-Ahkdm fi TamyTs al-Fatawa ‘an al-Altkim. Az-Ziwkifi, I'ldm ... 1.95.

1 Al-Qarifl, al-Furig (Beirut: 'Alam al-Kitab, tth), I1:233.

" Hal ini sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi :"Seseorang tidak boleh

mengoperasikan harta seseorang kecuali melalui izin, pembolehan secara syari atau melalui
perwalian". Lihat 'All Hadar, Durar al-Hukim Syarh Majallah al-Ahkim al-'Adlivyah
{Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, tt), 11:15.
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dan ketidaksadaran;'™® (2) adanva legalisasi syara'. Syara' adalah barometer yang
dipakai dalam mensahkan pemilikan, bukan budaya atau faktor kelayakan suatu
masyarakat tertentu. Kalau pemilikan tersebut disahkan oleh syara’ maka
pemilikan tersebut dianggap sah, begitu pula sebaliknya kalau tidak disahkan oleh
syara’ maka pemilikan tersebut dianggap tidak ada. Jadi, pendek kata bahwa
pemilikan tersebut tidaklah mutlak tetapi terbatas oleh syara’. Hal ini berbeda
dengan pemilikan menurut Undapg-undang —perdata Mesir pasal 11 dan 27 yang
membenkan definisi pemihikan yaitu “Hak untuk memanfaatkan dan mengelola
hartanya secara mutlak”."” Definisi yang mendekati Islam adalah definisi yang
diuraikan oleh Kitab Undang-Undang Perdata indonesia pada pasal 570. Hanya
saja barometer kebebasannya adalah|/Undang-undang yang berlaku. Definisi
tersebut adalah: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan
sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak
dipergunakan bertentangan dengan” undang-undang atau peraturan umum yang
diadakan oleh kekuasaan yang.mempunyai wewenang/untuk itu dan asal tidak
menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak

mengurangl kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum,

¥ Behesti, Kepemilikan dalam Istam, tery Lukman Hakim dan Ahsin M (Jakarta:
Pustaka Hidayah, 1988), hal. 10.

' Muhammad Faruq an-Nabahin, w/-fttijih al-JamaT f at-Tasyri® al-Iqtisadr al-
Istamr (BeirGt: Muassasah ar-Risalah, 1984) hal. 170



dengan pembavaran pengganti kerugian vang lavak dan menurut ketentuan
undang-undang” *°

Berdasarkan definisi lslam tersebut, ada dua hal penting dalam pemilikan
yang harus sesuai dengan kritena svara' yaitu pemihk ( a/-malik) dan yang dimiliki

(al-mamliik) yang dalam hal ini adalah harta. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan

sebagai benkut.

1. Pemilik (al-malik)

Tidak semua orang di dunia ini sanggup bertindak secara hukum atas
hartanya. Akan tetapi pertanyaan-yang muncul: kemudian, apakah semua orang
bisa memiliki? Dalam usul fikh*dikenal-istilah ~ah/iyyah yang secara etimologi
berarti kecaicapan menangani urusan, Adapun menurut terminologi, ahliyyah
adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syara'
(Allah swt) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.
Artinya, ahliyyah adalah’ sifat-yang-menunjulckan-seseorang itu telah sempuma
jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.
Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah
melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi vang bersifat pemindahan hak
milik kepada orang lain, atau transaksi vang bersifat menenima hak orang lain.

Oleh sebab 1tu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima

* Subekti & Tiitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1992), hal. 144.
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tanggung jawab sepertt nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan ini
datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai
dengan perkembangan jasmani dan akalnya.

Ulama usul fikih membagi ahliyyah menjadi dua bentuk vaitu afifiyyah al-
wuyib dan abliyyah al-ada’ Abhliyyah al'add’ adalah sifat kecakapan bertindak
hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan
seluruh perbuatannya, baik yang-bersifat positif maupun negatif Apabila ia
mengerjakan perbuatan yang dituntuteSyara’, baik berbentuk hak-hak Allah
maupun berbentuk ﬁndakan perilaku\sesama ‘manusia yang timbul dari orang
tersebut maka ia dianggap telah meémenuhi kewajiban dan untuk itu diberi pahala.
Apabila ia melanggar tuntufan | syara’) 'maka ia berdosa dan harus
mempertangg(ungjawabkan pekerjaannya *! Ukuran dalam menenh.ﬂcan seseorang
yang telah memiliki Zhljyyah al-ad3’adalah akil balig dan cerdas.”” Hal ini sesuat
firman Allah swt: "Dan ujilali anak yatim ifu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jikal ménurut ‘pendapatmu.. merckd ~télah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkaniah kepada mercka harta-hartanya' "Cukup
umur" dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan

mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita.

' Abdul Wahhab Khallaf, 'lim Usal al-Fiqh (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah
Syabab al-Azhar, tth), hal. 136.

* Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh al-Islfmi wa Adillatub, cet. T {Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), IV: 121.

2 An-Nis3' (4):6.
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Benwk ahlivyvah kedua adalah afliyyah al-wujib, yaitu sifat kecakapan
seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk
dibebam seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya
kepada orang yang memiliki ahliyyah al-wujib, maka yang disebut terakhir ini
telah cakap menerima hibah tersebut, atau apabila harta bendanya dirusak oleh
orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi.”* Ukuran yang
digunakan dalam menentukan ahliyal al-wujabini adalah sifat kemanusiaannya
yang tidak dibatasi umur, balig atau mumayyiz, cerdas atau dungu, laki-laki atau
perempuan, janin atau bayi, sakif atau sehat, schat akal atau gila® Yang jelas,
setelah ia lahir ke dunia ini ia memiliki sifat int dan sifat ini akan hilang apabiia
nyawa orang tersebut hilang. Ahliyyah al~wijidbietbagi dua yaitu:

(1) Ahbliyyah al-wujab an-nagisah (kurang sempurna), yaitu ketika seseorang
masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap “memiliki
ahliyyah al-wujabyang belumrsempurna, karena hak-hak yang harus diterima
belum dapat memjadi miliknya,.sebelum..ia. Jahir ke=dunia dengan selamat
walau hanya untuk sesaat. Adapun hak-hak janin tersebut adalah: (a) hak
keturunan dan ayahnya; (b) hak waris; (¢) hak wasiat yang ditujukan

kepadanya; (d) harta wakaf yang ditujukan kepadanya.*®

** Az-Zuhaili, al-Figh . IV 117
* Khattaf, fim..., hal. 136.

* Az-Zuhaili, al-Figh ..., IV:118.



(2)Ahliyah al-wujib al-kamilah (sempurna), yaitu kecakapan menerima hak bagi
seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balig dan berakal,
sekalipun akalnya kurang seperti orang gila.:7

Dari uraian di atas maka dapat dipahanmi bahwa yang berhak menjadi
pemilik adalah setiap orang yang lahir ke dunia ini secara sempumna walaupun
hidupnya sesaat (janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, pemilikannya
tergantung padé kelahirannya). Namun;-syarat-orang yang dianggap mampu
mengoperasikan hartanya adalah hanya erang yang akil balig yaituia mampu
menunjukkan kecakapannya dalam bertiidak’ Selain itu, ada orang yang dilarang
oleh syara' untuk mengoperasikan” hartanya bukan karena ia tidak memiliki sifat
ahliyyah, atau punya ahliyyah melainkan kurang/sempurna. Mereka dilarang
mengoperasikan ha.lt;’nya karena ditakutkan tidak mampu menjaga kemaslahatan
hartanya yaitu orang-balig tetapt ia gi13, lupd, fidir® tefpaka. dungu, dan pailit
yang berada dalam pengampunafi~Dalam/keadaan’ seperti itu, segala tindakan
hukumnya dinyatakan tidak“Sah_demi.menjaga_kemasiahatan diri dan hartanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut ini:

7 Khallaf, M., hal. 137,

* Berdasarkan hadis Rasululiah: "Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatky yang
bersalah, terlupa dan torpakss™. As-San'ani, Subal as-Salim (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), TH:345.



38

Berhak Tidak berhak Berhak Tidak berhak
memiliki memilik bertindak hukum bertindak hukum
Anak kecil Akil Balig Wasi Seorang Muslim
Orang gila Cerdas/ Wakil yang memiliki barang
Orang yang yang statusnya
dipaksa cakap Penguasa haram
Gambar: 3

Bagan Pemilikan dalam'Islamddilihat dar pemilik dan harta milik”

2. Yang Dimiliki (#/-Mamlik)y atau Harta

Harta (mé&l) dan pemilikan adalah dua kata yang sering muncul
berbarengan dalam’ sebuah ‘ungkapan “Abu,_Zahrah mensinyalir hubungan harta
dan manusia dengan mengatakan bahwa \harta dan manusia bagaikan hubungan
antara anak dan induknya ™\ Adapun, yafig menghubungkan antara harta dan
manusia adalah pemilikan. Anak dimiliki oleh ayahnya, harta dimiliki oleh
pemiliknya dan seterusnya.’® Dengan kata lain, manusia adalah subjek sedangkan
harta adalah objek. Yang menghubungkan antara subjek dan objek adalah

pemilikan.

? Dikutip dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari As-Sayyid Abi an-Nasr

Ahmad al-Hasani, Al-Milkiyysah ff al-Islam (Kairo: Ahmad Abd an-Nabi at-Tajir al-Hindt, 1952),
hal 16.

3° Abii Zahrah, aI-Mtlkiyyah. .., hal. 63.



Manusia

Gambar: 4
Bagan Hubungan antara Manusia dan Harta

Ada beberapa pendapat yang muncul di kalangan ulama mengenai makna
harta berikut batasannya. Secara harfiah harta (ma/) bermakna segala sesuatu
vang diinginkan oleh manusia bail’bert:pa benida maupun jasa.’! Adapun menurut
terminologi Jumhir fugahd selain”Hanafiah,phartd | adalah segala "sesuatu yang
memiliki nilai (matgdm) dan ofang “yang merusak atau menghilangkannya
dikenakan ganti rugi”.’* Di sisi lain dalam kitab al-Bafrdikatakan bahwa harta
adalah "nama sesuatu bukfn manusia,’/ diciptakan-untuk kemaslahatan manusia,
dapat dirath dan ditransaksikan secara-bebas!. Apa pun-definisityang dilontarkan
oleh para ulama, pada dasamya memiliki esensi yang sama dan mendek;‘ti makna
harfiahnya, yaitu "unsur nilai baik pada materi (maddah) maupun nilai guna

(manfazh)".> Islam tidak menganggap sesuafu itu sebagai harta bila benda atau

' Al-Fairiiz Abadi, al-Qdmiis al-Muhit (Beirit: Dar al-Fikr, 1995), hal. 954.

* Az-Zuhail, al-Figh.. , hal 42,

** Hanafiah berpendapat bahwa jasa tidak dapat dikategorikan sebagai harta, sebab

menurutnya adalah sesuatu yang berkembang, sedangkan jasa tidaklah berkembang. Namun
Jumhur  ulama berpendapat bahwa jasa termasuk kategori harta. Jumhur menjustifikasi
pendapatnya tersebut dengan otoritas al-qur'an dan justifikasi rasional sebagai berikut:

1. Secara alami jasa pada dasarnya juga menjadi obyek incaran dan kecendrungan manusia.

2. Dalam al-Quran dikatakan bahwa: “Dan dihalalkan bagi kamu sclain yang demikian, (yaitu)
mencari Istri-istei dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzing”. Kata “hartamu®
dalam ayat ini bermakna mahar. Sedangkan dalam Islam jasa dapat dyjadikan sebagai mahar.
Abl Zahrah, al-Milkivah. . hal. 52.
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jasa tersebut secara syari tidak bernilai dan sifatnya tidak terhormat, meskipun
sebagian orang menganggapnya bemnilai karena memiliki wsifizy (nilai kepuasan)
bagi konsumennya. Khamar, umpamanya adalah sebuah minuman yang secara
ekonomis dapat memberikan uti/ity bagi peminumnya, namun karena secara syar'l
dianggap tidak bernilai bahkan merupakan barang terlarang karena dapat merusak
mental pemakainya, maka khamar tersebut tidak termasuk kategori harta (ma/)
dalam Islam. Demikian pula jasa pelacuran;bahwa konsumen, dengan pelacuran
dapat melampiaskan segala | Keingimannya “sehingga secara ekonomis
menguntungkan, namun secara syar'i\ierlarang dan hukumnya haram maka jasa
tersebut tidak dianggap harta **

Jelaslah sudah dengan uraian’ difatas| bahwa dalam lslam, baik barang
maupun jasa dapat dikatc;orikan harta bila barang atau jasa tersebut bermlai
dalam standar syari.”Selain barang atau jasa itu harus memiliki nilai, barang itu
juga dapat dikategorikan harta'apabila~dapat diraih dan dimiliki. Oleh karena itu
cahaya matahan, air dil samudra; buming yang.terbang ~tidak dianggap sebagai
harta karena tidak dapat diraih dan dimiliki baik secara personal maupun secara
komunal.

Untuk lebih jelasnya, penyusun memaparkan pembagian harta dan akibat

hukumnya oleh ulama fikh menjadi beberapa macam:

* Dalam KUH Perdata mengartikan benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak vang
dapat dikuasai oleh pemilik. Lihat Subekti, AlUrab..., pasal 499, hal. 133. Hal ini berarti segala
sesuatu yang dapat dijadikan objek hak miliki disebut harta atau benda, baik benda tersebut dapat
ditangkap oleh panca indra maupun tidak berwujud. Bandingkan dengan Sni Sudewi Masjchoen
Sofwan, Hukum Benda, cet IV (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 13.
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(1)Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya menurut syara'. Dalam hal ini harta
dibagi menjadi harta bemilai (mutagawwim) yaitu harta vang secara real
dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, tidak
dalam keadaan darurat. Kemudian harta tak bemnilai ( gair mutagawwim) yaitu
harta yang belum secara real dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil
manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat™ Perbedaan kedua bentuk harta
ini membawa akibat kepada: (a)tidak dibelehkannya umat 1slam menjadikan
harta yang tidak halal seperti babi, khémar, dan|darah sebagai objek transaksi
karena semuanya itu tidak dianggap. harta dan tidak layak dijadikan sebagai
objek transaksi (a/-Ma'qird ‘alaif); (2) Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti
rugi bifa mereka merusak atau melefiyapkan harta tidak halal itu 3

(2)Berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta tidak bergerak (a/-
‘Agqar) yaitu harta 'yang tidak mitngkin dipindahKan ke t€mpat laint seperti
tanah atau pekarangan. Jenis-harta-selanjuinya‘adalah harta bergerak (a/-
Mangqal) yaitu harta yang mungkin/dipindahkan Ketempat lain seperti benda-
benda yang ada di atas tanah semisal bangunan, pohon, binatang, dan lain-

lain. Akibat hukum®’ yang ditimbutkan menurut ulama fiqh adalah (a) Adanya

# Az-Zuhaili, af-Figh ..., hal. 44, Bandingkan dengan Ahmad Azhar Basyir. Asas-asas
Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2000), hal. 44,

** Ibid, hal. 45.

*" Pembagian barang seperti ini di KUHPerdata berakibat hukum pada bentuk penyerahan

harta (/evering). Dimana apabila terjadi /evering terhadap benda bergerak i dapat dilakukan
dengan penyerahan nyata. sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan bailk nama.
Snt Sudewi, Hukum. ., hal 22,
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Syufah™ bahwa dalam syufas hanya dibolehkan pada harta tidak
bergerak;(b) Harta yang boleh diwakatkan. Menurut ulama mazhab Hanafi,
harta vang boleh diwakafkan hanva harta tidak bergerak atau harta vang
bergerak dan sulit dipisahkan dan harta tidak bergerak atau harta yang
menurut ‘wf boleh diwakafkan seperti mushaf, buku-buku, dan lain-lain.
Akan tetapi, Jumhur ulama berpendinan bahwa kedua jenis harta tersebut bisa
diwakafkan. (¢) Seorang wisi~(orang yangdiberi wasiat) yang berkewajiban
memelihara harta anak kecil (belum.cakap bertindak hukum) tidak dibenarkan
menjual harta tidak bergerak'milik anak kecil tersebut, kecuali dalam hal-hal
yang amat mendesak Contohnya, untuk membayar utang anak kecil tersebut.
Hal ini pun harus seizin dengan| hakim, Adapun untuk harta bergerak, was/
boleh menjualnya untuk kebutuhan sehari-han anak tersebut, tanpa melalui
izin hakim* (d)” Gasab tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak

menurut Imam Abu Hanifab~dan~muridnya ¥mam Abu Yusuf* karena harta

* Syufah secara lugawi bermakna himpunan, tambahan, dan penguatan. Sedangkan

secara istitahi, Mazhab Hanaft mendefinisikan bahwa syufah adalah: hak istimewa yang dimiliki
sesecorang untuk membeli (memiliki) sesuatu barang tidak bergerakdari mitra (svarik, sekutu)-nya
dengan harga pembelian yang ditawarkan peminat barang itu untuk menghindari kemudaratan
yang mungkin muncul karena datangnya orang lain atau tetannga lain. Sedangkan menurut jumhur
adalah hak istimewa dalam memiliki benda tidak bergerak bagi mitra serikat dengan ganti rugi.
Abdu! Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Isfam (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), jld.
V., hal 1718.

* Az-Zuhaili, al-Figh ..., hal. 48.

“ Gasab adalah Mengambil barang yang merupakan hak orang lain secara lalim atau
paksa dengan terang-terangan. Abdul (ed), Easiklopedi. .., j1d. I, hal. 400.

*' Ia adalah Abii Ya'qib bin Tbrahim al-Ansar7 (Kifah, Iraq: 113H/731M - 182 H/798 M).

Sahabat utama Abii Hanifah Imam Mazhab Pertama ini, pernah menjabat ketua mahkamah agung
Daulah Abbasiah. Keahhiannya di bidang fikih, tafsir, hadis, sejarah dan sastra sehingga ia
meninggalkan sejumlah karya seperti al-Harrdj, al-Asar dan lain-lain. Jbid, 1:16.



tersebut tidak mungkin dipindahkan. Sedangkan salah satu syarat gasab adalah
barang vang digasab tersebut dikuasai dipindahkan dan dikuasai oleh orang
yang menggasabnyva. D1 samping itu, menurut mereka, sekadar memanfaatkan
benda tidak bergerak tidak dinamakan gasab.'’ Akan tetapi, Muhammad bin
Hasan asy-Syaibani*' berpendirian bahwa £gasab bisa tegadi pada benda
bergerak dan benda tidak bergerak, karena bagi mereka manfaat termasuk
dalam harta.

(3)Berdasarkan segi pemanfaatannya. Dadlam hal ini harta terbagi atas harta
ist'mali (pemanfaatannya tidak \menghabiskan benda tersebut) dan harta
istihiaki (pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut). Contoh jenis
pertama adalah rumah, pertanian) buku, danlain-lain. Contoh jenis kedua
adalah sabun, pakaian, dan makanan. Akibat dari perbedaan kedua jenis harta
mi, menurut ulama ﬁlgh hanya dan segi agadnya saja. Untuk harta yang
bersifat isuhliki, agadnya “hanya—bersifat tolong-menolong. Harta yang
bersifat  iso’malr, |di “samping. bersifat.. tolong‘menolong, juga bisa
ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan seperti sewa-menyewa dan

. .44
lain-lain.

** Az-Zuhaili, #l-Figh ..., hal 49.

* Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah ini bernama Aba 'Abdullah Muhammad bin

al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani (132 H-189 H). Asy-svabani adalah nisbah dari bani Syaiban
bin Zahal bin Za'labah. Dari nisbah ini tahir banyak sahabat dan tabi'in. Lihat 'lz ad-Din Husain
asy-Syeikh, al-Imim Mubammad bin sl-Hasan asy-Syaibini (Beirut: Dar al-Kutub al-
"limiyyah, 1993), hal. 10-12.

* Az-Zuhaill, al-Figh ., hal. 55.
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(4)Berdasarkan ada atau tidaknyva harta sejenis di pasaran. Berkaitan dengan ini

ulama fikh membaginya atas harta yang bersifat a/-mi$/f (harta yang ada
Jenisnva di pasaran, yaitu harta vang ditimbang atau ditakar seperti beras) dan
harta a/-gimi (harta yang tidak ada jenis vang sama dalam satuannya di
pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam
kualitasnya, seperti satuan pepohonan logam dan lain-lain).*’
Adapun akibat hukumnya adalahi-(a) Apabila harta vang bersifat a/-misii
dirusak dengan sengaja maka' wajib’ diganti- dengan barang sejenis, namun
bila hal itu terjadi pada harta al-gimi, maka’wajib ganti ruginya yang harus
dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya. (b) Seorang pemilik harta
al-misiT boleh mengambil bagiannya dalam harta perserikatan meskipun mitra
dagangnya gaib, tetapi dalam perserikatan harta a/-gimi tidak berlaku
demikian. (c) Dalam harta yang bersifat al-gim7 tidak mungkin terjadi
transaksi riba, karena satuanfiya tidak sama sedangkan harta a/-misli sangat
mungkin tegjadi *®

(5)Berdasarkan status harta. Dalam hal ini ulama fikih membaginya atas:
pertama. al-mal al-marlik yaitu harta yang telah dimiliki baik secara pribadi
maupun badan hukum (seperti negara dan organisasi kemasyarakatan). A/-
mal al-mamlik terbagi kepada dua bentuk yaitu harta milik pribadi dan harta

milik bersama (serikat). Kedua, al-mal al-mubih adalah harta vang tidak

** Abdul (ed), Ensikiopedi .., 1:526.

Az-Zuhaill, al-Figh ..., hal 51.
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dimiliki oleh seseorang, seperti air dan sumbemya, hewan buruan, kayu di
hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di lautan
lepas. Ketiga, al-mdl al-malyir adalah harta yang dilarang syara' untuk
dimiliknva, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan
bagi kepentingan umum. Harta ini tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi tertentu.*’

(6)Berdasarkan segi bisa dibagi atautidaknya harta tersebut. Dalam hal ini ulama
fikih membedakannya atas harta yanghbisa dibagi dan harta yang tidak bisa
dibagi. Pengertian bisa dibagi” adalahapabila-harta itu dibagi, maka harta itu
tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang Contonhnya rumah dan
pertokoan.*®

(7)Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya
manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah swt. Dalam hal
ini ulama fikh membaginya menjadi © al~As/" (asal) dan as-samr(buah atau
hasil). Yang dimaksud dengan al-as/ adalah.harta yang menghasilkan seperti
rumah, tanah, pohon, dan hewan. Sedangkan as-samr adalah buah yang
dihasilkan darni suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan,
dan susu kambing atau sapi.

(8)Berdasarkan pemiliknya. Selain terdapat harta milik pribadi vang pemiliknya

bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain, juga

" Abdul (ed), Ensiklopedi  \1: 327

® Ibid



terdapat harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua

orang.

C. Pembagian Pemilikan
Pembagian pemilikan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (1) segi
objeknya, (2) segi tabi'at/sifat, (3) segi pemilikan general dan parsial. Untuk lebih

Jelasnya, penulis akan menjelaskan satu per sato.

L. Pembagian Pemilikan dari Segi Objeknya
Az-Zarga' membagi pemiilikan bila dilihat dari segi obyeknya menjadi tiga
yaitu:

a. Pemilikan zat (milk al-ain), yaitu pemilikan terhadap benda atau bendanya
baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti pemilikan hewan,
tanah, rumah mobil dan lain=laim

b. Pemilikan manfaat (nulk’ al-manfiah),.. yaitu| sebuah pemilikan terhadap
pemanfaatan jasa dengan menjaga zatnya. Seperti hak untuk membaca buku,
memanfaatkan barang-barang, menempati rumah baik dengan jalan menyewa
atau meminjam. Pemakai hanya bolch memanfaatkannya tetapi tidak berhak
untuk memiliki zatnya.

c. Pemilikan terhadap utang pada orang lain (milk ad-dair). Secbagai

gambarannya adalah sescorang menjual barang namun uang hasil
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penjualannya belum diambil dari pembeli, maka uang vang ada pada pembeli

. - . 49
1tu adalah miliknya meskipun belum berada dalam genggamannva.

2. Pembagian Pemilikan dari Segi Tabi'at/sifatnya
Pembagian pemilikan dari segi tabi'atnya dapat dibagi menjadi dua vaitu:
a. Al-milk at-tam (pemilikan penuh)

Adalah ‘pemilikan terhadap—zat —untuk —dioperasikan  segala bentuk
pengoprasian secara syar'i seperti dipefjualbelikan, dihibahkan, dipinjamkan,
diwasiatkan, diwaqafkan, dan ldin-lain. Selain“itu, dengan pemilikan penuh,
pemilik berhak memanfaatkan hartanya tersebut secara penuh, tanpa batasan apa
pun baik waktu maupun tempat sefain batasan secira syar'i. Pemilikannya hanya
berakhir pada saat sudah berpindah tangan kepada orang lain melalui warisan dan
sebagainya. ™

Adapun ciri khas al-milk™ ar-tam adalah’ ‘(a) sejak awal, pemilikan
terhadap materi dan [terhadap/ manfaat' hastaitu' bersifat sempurna; (b)
pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya
materi dan manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu; (c) pemilikannya tidak

dibatasi waktu; (d) pemilikannya tidak bisa digugurkan; dan (e) apabila hak milik

“ Az-Zarqa', al-Madkhal..., hal_ 258.

*" Abai Zahrah, a/-Milkiyah. .., hal. 67.
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kepunyaan  bersama, maka masing-masing pemilik dianggap bebas

mempergunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing.”’
Adapun berakhimya pemilikan penuh menurut para ahli fikh adalah: {a)

wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli wansnya dan

(b) harta yang dimiliki itu rusak atau hilang >

b. Al-milk an-niqis (pemilikan terbatas)

Adalah pemilikan secara |terbatas’ dan salah satu antara zat atau manfaat.
Maksudnya, yaitu pemilikan terhadap zatnya 7saja tanpa harus menikmati
manfaatnya, atau pemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh harta tersebut
tanpa harus memiliki zatnya. Dengan/demikian, pemilikan terbatas dapat dibagi
menjadi tiga yaitu:

(a) Pemilikan terhadap zatnya saja tanpa boleh menikmati manfaatnya. Bentuk
pemilikan yang frekuensinya palifig ‘banyak ‘daripada yang lainnya. Contoh
bentuk pemilikan fterbatas./seperti ini-hanva’ terjadi pada sesuatu vang
diwasiatkan untuk dimliki zatnya saja tanpa boleh menikmati manfaatnya.
Sebagai contoh, seseorang mewasiatkan suatu benda untuk dinikmati
manfaatnya dalam waktu tertentu atau selama yang dibertkan wasiat masih
hidup. Ahli wans pembeni wasiat ini tentunya hanya boleh memiliki zatnva

benda itu tanpa boleh mengambil manfaat karena sudah diwasiatkan kepada

*' Az-Zuhaili, al-Figh ..., hal. 58.

** Abdul (ed), Ensiklopedi..., V. 1178.



orang lain. Apabila masa pemanfaatannya sudah berakhir --yang dr
memnggal umpamanya-- maka ahli waris boleh memilikinya secara penuh
baik zatnya maupun manfaat yang dihasilkannya.j ?

(b) Pemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh zat tersebut. Hal ini dapat
tegadi  dalam bentuk aljiFrak’’ (sewa-menyewa), al-/drah” (pinjam-
meminjam), wagaf>® wasiat manfaat, dan al—:bz?[zab57 {penverahan barang
kepada oraﬁg lain secara cuma-cuma):

(c) Pemanfaatan sesuatu (faq alirtifig)]yaitu hak pemanfaatan benda tidak
bergerak, baik benda milik pribadi maupun-milik umum. Ada perbedaan
antara faq al-irtiffq dan haqal-intif3’ (1) Haq al-irtifig adalah pemanfaatan
harta milik pribadi dan umum; sedangkan|#ag|al-intifs’ hanya berlaku pada
harta pribadi saja; (2) Hag al-irtif3q berlaku pada pemanfaatan benda tidak

bergerak saja, sédangkan hag al-intify’ berlaku pada pemanfaatan harta

3 Az-Zuhaili, al-Fiqh ..., hal 68, dan bandingkan dengan Az-Zarqa', a/-Madkhai..., hal,
259-260.

* ligrah secara lugawi bermakna upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut
istilahi, Tjarah berrmakna Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu.
Muhammad al-Jurjani, Kitab at-Ta'rifat(Beirit: Dar al-Kutub al-1lmiyyah, 1988), hal. 10.

** farah adalah memberikan milik kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa ada
imbalan atau ganti rugi. Abdul (ed), Ensikiopedi ..., 1I: 516.

*® Wakaf dalam kitab Raudah at-Talibin bermakna Menahan tindakan hukum seseorang

yang berwakaf dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah sedangkan materinya tetap utuh. An-Nawawd, Raudah af-Talibin
(Beirtt: Dar al-Kutub al-Hmiyyah, tth), XVII: 377.

*’ [bahat adalah bentuk perizinan untuk menghabiskan atau memanfaatkan sesuatu. Az-
Zuhaili, al-Figh ..., TV 61
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bergerak dan harta tidak bergerak; (3) pemilikan Aag al-irtifag habis dengan

meninggainya sesorang sedangkan fag-al-intif’' tidak.>®

Menurut ulama fikh, hak memanfaatkan suatu benda ( faq a/-irtifig) adalah

sebagai benkut:

(1)Haq asy-syurb, yaitu hak memanfaatkan aliran air (sungai, bendungan
atau danau) untuk mengairi sawah atau kebin, baik aliran air itu milik
pribadi maupun milik umum; —dengan- syarat pemanfaatannya tidak
merusak sumber air tersebut.

(2)Haq al-majari, yaitu hak| pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk
mengalirkan air di atas tanah tetangganya dengan tujuan mengairi sawah
atau ladangnya. Pemilik tanah tetangga™ yang dilewati air tersebut tidak
boleh menutup aliran air tetangganya. Kalau pemilik lahan tersebut
menutup alifan air tetangganya, maka pemerintah harus mengadakan
intervensi untuk menghimdari mudharat.”’

(3)Haq al-masil, yaitu hak.untuk.mengalirkan-imbabrumah tangga melalui
sebidang tanah milik pribadi ke tempat pembuangan umum %

(4)Haq al-murtr, yaitu hak lalu lalang di tanah milik seseorang bagi orang
yang rumahnya terletak di belakang rumah pemilik tanah, baik tanah itu

milik pribadi maupun jalan vang disediakan untuk kepentingan umum.

** Abdul (ed), Ensiklopedi ..., V1:1905.
* Az-Zuhaili, al-Figh ... \V: 65.

“ Abi Zahrah, al-Milkiyyah. .., hal. 89.
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Pemilik tanah tidak boleh melarang penghuni rumah di belakang untuk
melewati tanah tersebut **

(5)Hag al-Jiwar, vaitu hak bertetangga vang terdini atas: (a) Haq ar-ta'dls,
vaitu hak orang yang mendiami tingkat atas, dan (b) #aq al-janib, yaitu
hak orang untuk mendiami sebelah rumah. Mereka memilik hak-hak
tersebut sampal bangunan itu seluruhnya runtuh, dan seorang ahli waris
pemilik tingkat atas atay-samping boleh, membangunnya kembali bila
diinginkan, dan penghufi bawdh)atas dan samping tidak dibenarkan
melakukan suatu tindakan hukum yang dapat merugikan penghuni rumah
lainnya ©
Adapun pemilikan terbatas”) akan jbetakhir apabila (a) habisnya masa

berlaku pemanfaatan, misalnya pemanfaatan_sawah_setelah_padi dipénen; (b)
barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang; (c) orang yang memanfaitkannya
wafat; ’dan (d) wafatnya pemilik harta’apabila pemilikan manfaat dilakukan

melalui /Zrah (pinjam-meminjam) dan‘jarah (sewa=menyewa).*

*! Az-Zuhaili, al-Figh ... TV- 65.
$ Ibid, hal. 99,

% Dalam hal ini karena ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat tidak dapat
diwariskan. Sebaliknya Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk harta. Az-Zuhail, a/-
Figh ..., 1V:63.

® Menurut ulama mazhab Hanafi | agad ijarah tidak bisa diwariskan, sedang menurut

jumhur bahwa baik #dralr maupun 74rah tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya
meninggal karena kedua akad itu boleh diwariskan. Ibid. dan Abdul, Easikdoped; ..., TV:1179.
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3. Pembagian pemilikan dari Segi General dan Parsial
Pembagian pemilikan dari segi general dan parsial® terbagi menjadi dua vaitu:

a. Pemilikan terhadap benda general (mutamayyrs), yaitu pemilikan terhadap
suatu benda yang jelas batasannya, seperti pemilikan terhadap sebuah
rumah seutuhnya, atau gedung scutuhnya dan lain-lain.

b. Pemilikan terhadap benda parsial (sydr), yaitu pemilikan terhadap benda
yang‘ di dalam benda ituterdapathak erang lain. Dengan kata lain, benda
yang dimaksud adalah bendakonsian, seperti seseorang memiliki scparoh
rumah, seperempat petak sawah'dan lain-lain. *

4. Pembagian Pemilikan dari Segi Pemiliknya
Selain terdapat harta milik pribadi juga terdapat harta milik masyarakat
umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Ungkapan pemilikan pribadi
dalam bahasa Arab, seringdiistilalikan'al-milkiyyah al-fardiyysh. Sering juga

diistilahkan pemilikan khusus atau dalam bahasa Arab a/-milkiyyah al-khissalr.

¢ Ppembagian ini ternyata mendapat konsekuensi hukum di zaman modem ini yaitu dalam
hubungan dengan pemilikan saham suatu perusshaan tertentu. Dewan Fatwa Saudi Arabia
menetapkan bahwa sgsham perusahaan yang tidak boleh dibeli adalah sebagai berikut:
1. Saham yang diambil dan bank konvensional lcbih dari 30 % (dcbi/oguity > 3074)

2. Sahamnya yang ditabung di bank konvensional mendapatkan bunga lebih dari 15 % (interest
income >15%)

3. Apabila sahamnya lebih dari 50 % (accounts receivable/market valne > 50%)

Dikutip oleh Adiwarman A Karim, "Pesar Modsl dan Rekssdans Syari's¥', Makalah
disampaikan pada Pelatihan Manajemen dan Operasional Keuangan Syari'ah, diselenggarakan
oleh Asia Power Yogyakarta, Yogyakarta, 21 Nopember 2000, hal. 6.

% Abii Zahrah, al-Milkiyah..., hal. 262.
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Pemilikan pnbadi sering dilawankan dengan pemilikan kolektif (a/-milkivyah
al-jama‘jyyah), dan pemilikan khusus dilawankan dengan pemilikan umum (a/-
milkiyyah al-‘Ammat). Pemilikan pribadi adalah hak svar'i untuk seseorang
atau beberapa orang dalam bentuk badan hukum atau tidak, sehingga
seseorang atau beberapa orang tersebut boleh memliki kekayaan vang
bergerak ataupun kekayaan tetap. la diberikan otoritas untuk mengelola hak
yang telah menjadi miliknya-Otoritas yang tentunya sesuai dengan syara' itu
untuk mengatur dan mengelola hartanya merupakan pembebanan secara
pribadi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya sendiri baik di
dunia maupun di akhirat kelak.”’ | Baik pemiliknya itu laki-laki maupun
perempuan, kecil atau besar semuanya’ harus bertanggung jawab atas tugas
ini®® Adapun pemilikan kolektif adalah isim syari kepada suatu komunitas
untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang
termasuk dalam kategoni pemilikan umum adalah benda-benda yang telah
dinyatakan oleh syara’ bahwa benda-benda-tersebut imtuk suatu komunitas, di
antara mereka masing-masing saling membutuhkan, dan syara' melarang benda

tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.%’

7 Al-Mudagir (74):37, al-Baqarah (2): 233, Maryam (19): 80, 95, al-Infitar (82): 19, an-
Nahl (16): 111.
*Muhammad al-Mubaraq, Nizdm al-Iqtisid (Beirat: Dér al-Fike, 1973), hal. 74,
*Taqiyuddin An-Nabhani, Membaagun Sistem Ekosomi Alteraatif: Perspektif Islam.
Terj. Moh Maghfur Wachid, cet. IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 237.
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D. Sejarah Pemilikan

Pemilikan adalah sebuah kenyataan yang ada pada berbagai sistem sosial,
lahir bersamaan dengan munculnya sejarah manusia itu sendiri. Manusia tidak
bisa dilepaskan dengan pemilikan, sebab dengan memiliki, manusia dapat
menemukan penyambung hidupnya. Hanya memang ditemukan banyak macam
sistem administrasinya, asal-usul yang berlaku dan sifat pemilikan, tergantung
budaya yang bcflaku.

Pada fase awal, pemilikandberasaldari sebuah kekuasaan diktator, yaitu
hanya golongan kuat saja yang berhak memiliki fanpa memperhatikan golongan
lemah sehingga muncul cksploitasi tanpa batas-oleh golongan kuat. Namun
terjadi evolusi seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pemilikan sudah
menjadi kekuatan penting dalam kehidupan, maka dibuatlah sebuah peraturan
yang. akan memberikan batasan pemilikan menjadi sebuah sistem untuk
menghindari kekacauan dalam masyarakat'yang diakibatkan oleh pemilikan tanpa
aturan inl.

Kalau kita kembali menengok ke periode awal kehidupan, maka
ditemukan bahwa pemilikan tanah pada saat itu bersifat kolektif,” seperti yang
tejadi pada bangsa Indian di Amerika Utara, penduduk Peru dan lain-lain. Orang-

orang Indian Omaha mengatakan bahwa tanah itu seperti air dan udara, idak

™ Al-Mubaraq, Nizdar ..., hal 68.



boleh dipenualbelikan. Bahkan seorang manusia berarti milik bagi keluargany:
mereka menjaganya dan melindunginya dari pihak orang lain.”*

Di samping itu, pemilikan pribadi hanya terbatas pada kebutuhan pribadi
sepertl pakalan dan alat buru. Jika pemiliknya mati --pada paham sebagian suku
bangsa-- barang-barang miliknya juga ikut dikubur bersama pemiliknya atau
dibakar dengan maksud menghilangkan kenangan yang bisa membuat
keluarganya senantiasa sedih. Bahkan ada di-antara mereka yang meyakini bahwa
kematian hanya sebuah perpindahan fempat sehinga orang yang mati harus
membawa kebutuhan pribadinya tituk dipakai-di alam mati.”?

Pemilikan di Zaman Bani” Israil, | tanah merupakan harta yang terpenting
pada zaman itu. Mereka mendapatkannya dari‘hasil warisan kaum Kan'an yang
luasnya cukup banyak. Kemudian tanah tersebut dibagikan kepada tiap-tiap suku
(qabﬂ.ab) berdasarkan jumlah penduduknya sebagaimana yang diperintahkan
Allah kepada Musa as. Pada"awalnya; tanah menipakan milik kolektif suku,
kemudian terjadi persehisihan.pada.zaman berkutnya/sehingga tanah tersebut
menjadi milik keluarga, hingga pada akhimya menjadi milik pribadi yang dapat
diwariskan kepada anak cucunya.

Dengan demikian, Musa as mengatur pemilikan pribadi berdasarkan

firman Tuhan dengan ketentuan-ketentuan seperti: seorang pemilik harta wajib

" Wool Dusant, Qissaht al-Haddrah, terj: Zaki Najib Mahmid (Bairat: Dar al-Jeil,
1998), I: 31.

™ An-Nabahan, al-Ittijah.. ., hal. 164-165.
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membayvarkan upah buruhnva sebelum terbenam matahan, 1a harus meliburkan
buruhnya setiap han Sabtu, tanah garapan yang diaktitkan selama tujuh tahun
harus diistirahatkan selama setahun dan hasil panen pada tahun ketujuh harus
dibagikan kepada fakir miskin.

Adapun pemilikan pada zaman Yunani dan Romawi menyerupai bentuk
pemilikan pada zaman Bani Israil yaitu berawal dari pemilikan kolektif dan
berakhir dengaﬁ pemilikan pribadr—Harta milik\yang terpenting juga adalah
tanah. Orang-orang Yunani sangat'senang'dan mefjunjung dengan harta tanahnya.
Mereka meyakini bahwa tanah yang.diperolehnya adalah hasil dari pejuangan
nenek moyang mereka dengan pedang dan perang. Mereka juga meyakini bahwa
profesi bertani adalah merupakan profesi yang paling mulia, mendatangkan
kebahagiaan, menguatkan badan, dan menciptakan kesejahteraan negara.

Kolektivitas pemilikan pada zaman Yunani berakhir dengan pemilikan
pribad: seinng dengan perkembangan Zaman. Hal mni ditegaskan oleh Aristoteles
bahwa pemilikan pribadi adalah.faktor utama.dalam‘kehrdupan masyarakat ideal.
Dengan memliki, lanjut Aristoteles, manusia dapat termotivasi untuk bekerja dan
lebih berkreasi.”

Lain lagi dengan pemilikan pada zaman Arab sebelum datangnya Islam,
mereka sudah mengenal pemilikan. Dalam masayarakat Badui (bangsa Arab yang
masith hidup berpindah-pindah) Nomad, pemilikan kolektif adalah yang

terpenting. Akan tetapi di Mekah, karena munculnya masyarakat dagang,

7" 1bid, hal 166-167. Bandingkan George Soule, Pemikiran .. , hal. 13



pemilikan individu mengalahkan pemilikan kolektif, meskipun suprastruktur
sistem hukum vyang mengaturnya belum terbangun. Di simlah Islam datang
dengan mengisi  kekosongan ini. Engineer mengutip dan perkataan D.S.
Morgoliouth bahwa institusi kekayaan pribadi telah muncul dan berkembang di
Mekah meskipun hal ini tampaknya bertentangan dengan ajaran mengenai
hubungan famili. Demikianlah, para pemimpin keluarga di Mekah adalah wakil-
wakil dalam ﬁemMnmk perusahiaan Kerja, sama dengan perdagangan asing,
bahwa keuntungan dibagi secara: meratadi antara para investor dan mereka
mengembangkan usaha dagangnya demgan meénanamkan investasi baru.” Tabari
juga menceritakan adanya pemilikan! pribadiodi Mekah. la menceritakan
perselisihan antara Abdul Muttalib {kakek  Nabi) |dan pamannya mengenai hak
milik pribadi termasuk sumur zam-zam.

Ada beberapa dalil yang membuktikan adanya pemilikan pribadi pada

zaman sebelum Islam, di antaranya™ Allah berfirman:
PN S 5 = R T R

Uyl __pohis

"Bagt orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan
dari harta benda mereka (karena) mencarn karunia dan Allah dan

o 70

keridhaannya".

™ Asghar Ali Engineer, Asal-Usul dan Perkembangan Islam, terj. Imam Baehaqi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1599), hai 64.

" Ibid., Dikutip oleh Engineer dari 7arikh at-Tabari.

 Al-Hasyr (59): 8.
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Penvandaran Allah pada pemilikan harta orang-orang muhajirin dalam
ayat di atas adalah bukti adanya pemilikan harta secara individu pada masa Arab
sebelum datangnya Islam.

Potret sejarah pemilikan yang diuraikan di atas tampaknya kurang
sempurna apabila sejarah tersebut tidak ditarik ke sejarah kehidupan generasi
pertama anak-anak Adam. Penyusun melihat bahwa konflik yang tejadi antara
anak-anak Adz;m pada generasi pertama yaitu kenflik antara Habil dan Kabil
merupakan fenomena konflik pemilikand Di antara mereka terjadi perselisihan
karena persoalan hak milik. Masing-masing merasa berhak memiliki saudara-
saudara perempuan kembar mereka untuk dijaditkan ister. Padahal Allah sudah
menentukan bagian mereka yaiti denganjalan kawin silang atau kawin bukan
dengan saudara kembarnya Karena di_ antara mereka tidak ada yang mau
mengalah, maka konflik pun tidak dapat dihindarkan. Dari fenomena konflik ini,
sedikitnya dapat diambil kesimpuldn baliwa persoalan pemilikan adalah persoalan
klasik lahir seiring dengan munculnya.manusia-di-dunia.

Uraian sejarah pemilikan di atas menunjukkan bahwa kemunculan dan
perkembangan pemilikan dan zaman ke zaman dan dan budaya yang satu ke yang
lain serta dari bangsa ini dan itu temyata memtliki potret yang beragam. Hal ini
disebabkan oleh karena selain masalah pemilikan adalah masalah vang signifikan
dan tidak bisa dipisahkan dengan peradaban manusia juga karena corak pemilikan

tersebut terkontaminasi oleh peradaban manusia itu sendiri dari masa ke masa.



BAB II1

PENGUNGEKAPAN AL-QUR'AN
TENTANG PEMILIKAN PRIBADI

A. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Al-Qur'an yang Menunjuk kepada
Pemilikan Pribadi

Kata pemilikan (al-mulk) yang bermakna penguasaan pada sesuatu,

diungkapkan dalam al-Qur'an dalam beberapa’tempat. Contoh:

s B W sl b s 18Ty 4]

"Dan apakah mcrckas tidak |melibar| Bahwa scsunggubnya ksmi tclah
menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang
telah kami ciptakan dengan. kekuasaan _kami, sepdiri, lalu mereka
menguasainya.’

Al-Qur'an juga memakai~Kata~a/-kisb'sebagai bentuk penunjukan pada
pemilikan pribadi. A/-kisbyangkata-asalnya.adalah’kasaba disebutkan dalam al-
Qur'an sebanyak 65 kali. Secara rinci kata kasaba dan jadiannya diungkapkan
sebanyak 14 macam yaitu: kasaba (3), kasabi (1), kasabat(16), kasabctum (3),

kasabil (15), taksib (3), taksibin (4), yaksib (2), yaksibuhu (1), yaksibin (14),

' Yasin (36): 71.
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iktasaba (1), iktasabat(1), iktasabena (1), iktasabii(1)." Contoh kata kasaba yang

menunjukkan pada pemilikan pribadi yaitu seperti finnan Allah berikut ini:

RO VNS V| O (A VN B |
"(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka

usahakan, dan bagi para wamita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka
usahakan".’

Selain kedua bentuk kata pengungkapan al-Qur'an di atas, al-Qur'an juga
banyak mengungkapkan pemilikan pribadi melalui kata mi/ -Sebagaimana
disebutkan sebelumnya— bahwa | ma/(harta) adalah objek pemilikan. Kata harta
(mal) dalam al-Quran disebutkan banyak sekali, yaitu sebanyak 86 kali, baik yang
berimbuhan maupun tidak. Secara-rinci kata—mal dan jadiannya diungkapkan
sebanyak 9 macam yaitu: al-mal (11), malan(7), malahu (6), maliah (1), al-amwal
(1), amwalan (3), Amwalukum/amwalikum=(14), amwaluna amwalina (2),
amwalahuml amwalihim  (31).* Kesclumhé:\” kata| tersebut, tidak satu pun
maknanya yang keluar dari makna, aslinya,yaitu-bermakna harta.

Kata ma/ dalam al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, tentu tidak
keseluruhan menunjukkan kepada pemilikan pribadi. Hanya kata ma/ yang
bersambung damir saja yang banyak menunjukkan kepada pemilikan pribadi

seperti amwaluhum dan amw3alukum. Misal dalam al-Qur'an dikatakan:

? Muhammad Fu'sd Abdul Baqu, al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfiz #1-Qur'aa (Kairo:
Dar al-Hadis, 1987), hal. 604-605.

* An-Nisa' (4): 32,

‘Abdul BagL, a/-Mu'jam..., hal. 682-683.
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LK \ -5 iy .o
oS Fapa diBac iyl is

“Ambillah Zzakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersithkan dan mensucikan mercka”)”

Penyandaran kata mal pada gamiratau penyandaran kata harta pada kata
ganti di atas ﬁlenunj ukkan kepada-pemilikan-pribadi. Dalam kaidah bahasa Arab
dikatakan bahwa penyandaran kata (7difah) pada‘¢amir menunjukkan keterkaitan
khusus antara mudhaf(yang sandar) dafimudaf i/3f (yang disandari),” sedangkan
makna pemilikan adalah keterkaitan khusus antara’pemilik dan harta miliknya.

Untuk menemukan ayat: yang/mengmjukkan pada pemilikan pribadi
terhadap sesuatu, tidak cukup hanya dengan menelaah ungkapan al-mulk, al-kisb
dan a/-m3/ dalam al=Qur'an. Sebab ada ungkapan lain yang secara tidak langsung
menunjukkan adanya pemilikan“pribadic dalam’ al“Qur'an seperti ayat-ayat yang
menunjukkan pengakuan “terhadap pemilikan .pribadi-—Penunjukan tersebut
ditandai dengan adanya aturan-aturan tentang pemilikan pribadi, seperti larangan
mengambil dan memanfaatkan harta individu secara batil atau tidak benar. Dalam

al-Qur'an dikatakan:

Sl o ST ST Y

*At-Taubah (9): 103.

*Abdul Gani ad-Dagr, Mu'jam an-Nahw, cet. [V (Beirit: Muassasah ar-Risalah, 1988),

hal. 33.



"Dan janganlah scbagian kamu mcmakan harta scbagian yang lain di

antara kamu dengan jalan batif "

Pencurian, perampokan, penipuan, dan tain-lain adalah merupakan bentuk
memakan dan memanfaatkan harta orang lain dengan cara vang bathil. Ungkapan
al-Qur'an tersebut, jelas menunjukkan bahwa pemilikan pribadi diakui

eksistensinya dalam Islam.

B. Penagakuan A}-Qur'an terhadap Pemilikan Pribadi

Pertama, pengakuan al-Quran teérhadap pemilikan pribadi adalah sikap
tolerannya terhadap kecenderungan-kecendeérungan | yang dimiliki oleh manusia.
Dorongan dini manusia untuk meménuhi kebutuhan-kebutuhan adalah fitrah. Oleh
karena itu, merupakan, fitrah jugas jika manusia-berusaha/memiperoleh kekayaan
uniuk memenuhi kebutuhan-kebytuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar
bisa memperoleh kekayaan tadi. Pengakuan akan adanya fitrah ini banyak sekali
terdapat dalam nash-nash al-Quran dan as-Sunnah, antara lain adalah firman
Allah:

’ . .
(2 oy S ST ok,

"Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang

halal dan yang batil)". "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan

- Jg
yang berlebihan".

7 Al-Bagarah (2). 188.

* Al-Fajr (89): 19-20



Rasulullah saw bersabda:

PR TPRES & PR U R

A p—
u‘ﬁ 'r\j&\g};g\j\“ ylf" ',o‘\...)_}?-y‘-‘
"Scandainya anak Adam mcmpunyar dua lcmbah berist harta, pasti ia cari
Juga lembah ketiga yang lain. Padahal yang memenuhi perut anak Adarmn

tidaklah lain dari tanah belaka. Akan tetapi, Allah memberi tobat kepada
barangsiapa yang mau bertobat"”

Berdasarkan hal ini, usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, di
samping merupakan fitrah, hal itWjuga merupakan suatu keharusan. Oleh karena
itu, setiap usaha yang melarang| ‘manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut,
tentu bertentangan dengan fitrah Begitu pula setiap usaha yang membatasi
manusia untuk memperoleh kekayaan-dengan takaran tertentu juga merupakan
sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Oleh Kkarena itu, wajar jika kemudian

manusia tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.

Hanya, persoalan yang .kémudian-muncul \dari keinginan fitrah yang
berjalan semaunya dan sekehendak’ hatinya, z;dalah gejolak dan kekacauan serta
menyebabkan kerusakan dan nestapa. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka
kekayaan hanya dimonopoli oleh orang-orang kuat dan dieksploitasi sebanyak-
banyaknya, sedangkan orang-orang lemah akan binasa dan sengsara.
Bagaimanapun juga fenomena perbedaan kemampuan dan kebutuhan merupakan

realitas yang pasti ada. Seorang individu adalah anggota masyarakat yang hidup

* HR Muslim, Lihat Muslim. Sahih Muslim bi Syarh sn-Nawawi(ttp: Dar al-Fikr,
1982), V:138.
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sclalu bennteraksi dan saling berdampingan. Dengan demikian, pengaturan
mekanisme pemilikan baik pemilikan secara individu maupun pemilikan kolektif
adalah )alan vyang terbaik. Islam tidak mungkin memberanguskan pemilikan
seseorang melalul perampasan karena melanggar fitrah manusia. Namun,
pengaturan tersebut dilakukan dengan cara pembatasan pemilikan dengan
mekanisme tertentu. Islam tidak menyalahgunakan mekanisme pemilikan kolektif
tetapi juga tidak memberikan ruang tanpa batas pada pemilikan pribadi. Keadilan
sosial tidak selamanya sesual depgan kemauan individu, tetapi keadilan sosial

adalah keadilan untuk individu atapypun ‘masyarakat,

Berdasarkan hal di atas, tidaklah bisa diterima pandangan yang
menyatakan bahwa satu-satunya_ jalan menuju keadilan adalah dengan jalan
menindas dorongan-dorongan watak asli manusia dan mengabaikan fitrah
manusia seperti pandangan ‘wutopis Komupis_Vang tidak mengakui kenyataan
manusia. Islam tidakiah demikian,, Islam sangat,menghormati pemilikan pribadi
yang salah satu metodenyay~yaitu~penyaluran kecenderungan-kecenderungan

manusia dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat.

Kcdua, Bentuk penghormatan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi adalah
adanya kewajiban menjaga harta. Syariat menganggap harta termasuk lima tujuan

(al-maqasid asy-syariah) yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan ini

adalah: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.'” Banyak ayat al-Quran yang

** Asy-Syatibi, al-Muwafagat. (Bairut: Dar al-Fikr, 1t), 1:15.



mecnunjukkan seruan Allah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara harta

miliknya, di antaranva:

RS N P 1 . SRS AR P PR C R

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartapu) secara boros.
Sesungeuhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan® ‘'

| Lbe a3 S| B\ Mg Y} Qe 2l a2 Y

"Dan janganlah kamu jadikan -tangafmw terbelenggu pada lehermu dan
Janganiah kamu terfalu mengulurkannya, ™7

RN NN VT S TP

"Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-
lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antars yang demikign[-

Ayat-ayat di atas, menunjukkan. bahwa Allah memerintahkan hambanya
untuk menjaga hartanya“sekaligus )melarang bemperilaku boros dan suka
menghambur-hamburkan, serta melarang untuk menempatkan harta tersebut
bukan pada tempatnya. Barang siapa yang melakukan pelanggaran seperti di atas,
maka Allah mengharamkan kepada mereka untuk mengoperasikan hartanya

sendiri bahkan diberikan kepada seorang wakil vang cakap dan mampu untuk

" Al-tsra (17): 26-27.
2 Al-Isra' (17): 29,

lJ1’\]-1-‘1:11;:?1:1 (25): 67.
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. 4 . .
mengoperasikannya secara benar.'’ Oleh karena itu, Allah melarang para wali
membenkan tanggung jawab kepada as-sufaha’ (orang-orang yang tidak cakap)

untuk memelihara sendiri hartanya sendiri.”

Banyak juga hadis yang memerintahkan untuk senantiasa menjaga harta

dan larangan untuk merampasnya. Rasul saw bersabda:

"Saya memernntahkan untuk membunuh seseorang sampai la menyaksikan
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad rasulnya, mendirikan
shalat dan mcnunaikan zakat|Apabilaumcreka tclah melakukan scmua itu
maka darah dan harta \mereka _terpelihata oleh saya kecuali haknya
terhadap Allah ta‘ala"'

Hadis ini secara jelas mencrangkan bahwa hanya dengan penyaksian
kepada Allah dan Rasul-Nya, harta-menjadi’-jaminan Rasul. Dengan demikian,
jika legalitasnya sudah jelas dalam Islam maka tinggal kewajiban manusia untuk

menjaganya.

Kewajiban menjaga harta.juga merupakan'bukti bahwa dalam Islam harta
bukaniah sesuatu yang dibenci. Karena harta—adalah sarana untuk memperoleh
kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik."”

Harta tidaklah selamanya bencana bagi pemiliknya, dan miskin bukanlah simbo!

“Yusuf Hamid al-'Altm, a/-Maqdsid al-'Ammah l asy-Syari'ah al-Islimiyyah (Kairo:
Dir al-Hadis, 1971), hal. 496.

" An-Nisa' (4): 5.
*Hadis Riwayat Mustim, lihat Mushim, Sahif ..., [:200.

"Prinsip ini sefaham dengan kaidah: " M7 /@ yatimm al-wijib ili bil fahua wajib". Lihat
as-Subki, #/-Asybih wa 28-Naziir (Beirut: Dar al-Kutub 2]-Timiyyah, 1991), 11:88.
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manusia takwa. Akan tetapi, harta dalam konteks al-Qur'an adalah kebaikan.'®
Misalnya:" Dan sesungguhnya dia (manusia) sangat bakhil karena cintanya kepada
khairun (kebaikan)'."> Pecinta kebaikan di sini maksudnya pencinta harta. Dan
penamaan harta dengan khairan (kebaikan) merupakan penamaan yang
bertendensi memuji dan rela, bukan benci dan marah. Islam tidak menganggap
harta kekayaaan sebagai penghalang untuk mencar derajat tinggi dan fagarrub
kepada Allah. VF ahrur Razi dalaprmiemafsirkan kata givama? (pokok kehidupan)
sebagai penjelasan harta dalam, al-Qur'an merigatakan bahwa sesungguhnya
kekuatan dalam kehidupan tidak akan diperoleh kecuali dengan harta. Oleh karena
itu, --secara mubdlagah— selama harta menjadi dasar patokan untuk berdiri
kokoh, maka harta bertindak sebagai|instrumen fundamental. Hal ini berarti harta

adalah dasar kekuatan dalam pencaharian dan penghidupan !

Oleh karena harta merupakan dasar kehidupan maka Islam mewajibkan
kepada seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk
pasrah di hadapan para pencuri dan manusia zalim. Yusuf Qardhawi berpendapat
bahwa menjaga harta hukumnya wajib walaupun harus dengan mengangkat

senjata dan mengucurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga

"Yusuf al-Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam | terj. Zainal Arifin (Jakarta:
Gema Insani, 1997), hal. 74.

P Al Adivat (100): 8.
? An-Nisa' (4): 5.

*'Fakhr ar-Razi, At-Tafsir al-Kabir wa Mafitihh al-Gaib (Beirtt: Dar al-Fikr, 1995),
IX:193.
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danipada  harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan darah untuk
mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi?* Alasan Qardhawi atas
pendapatnya ini adalah bahwa keamanan masyarakat dan kedamaiannya tidak
terlepas dan penghormatan manusia terhadap tatanan vang telah ditetapkan
bersama. Pemilikan harta pribadi adalah salah satu tatanan Islam dalam
masyarakat sehingga eksploitasi atas hak milik pribadi akan merusak tatanan
masyarakat daﬁ menggoyahkan sendinya. Oleh~sebab itu, Allah menghalalkan
darah para perampas harta. Pendapat Qafdhawi ditopang dengan hadis Nabi yang
berbunyi: "Barangsiapa yang miati terbupuly di’ dalam mempertahankan harta
miliknya maka matinya syahid' >

Kctiga, penghormatan al-Qurian.)tethadap pemilikan pribadi vaitu
disyariatkannya potongtangan bagi-orangyyang mencuri, hak~milik sescorang.

Allah berfirman:

B NS e b ks 73, Ll 3, L

Kol

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangannya keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mercka kerjakan
dan sebagai siksaan bagi Allah. Allah maha perkasa lagi maha
bijaksana™*

221'511-Qardawi, Norma .. hal 838

*Muttataq ‘alaif, Lihat Muslim, Sapih ..., 1164, Bandingkan dengan As-San'ar,
Subul As-Salim (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), IV:458.

** Al-Maidah (5): 38.



mengutuk orang melakukannya. Sabda Rasulullah: “Barangsiapa mcmm;;éé
sebidang tanah (milik orang lain), maka kelak di hari kiamat akan dikalungkan

kepadanya tujuh lapis bumi dari tanah yvang 0'1'1:zn'r,c:ozzﬂqy.zz''.25

Keempat, Pengakuan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi adalah

disyaritkannya warisan dan wasiat, Allah berfirman:
pllio i 409 ol o 3 Sle X
Gl e oyl iy

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika mcningpalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-

bapak dan karib kerabatnya_ sccara. ma’ruf] (ini adalah) kewajiban atas
orang-orang vang bertakwa.”

A5 Uemaivladly 2030 2 ST e 0s

Loy bus Sl BL e 3¥s _ Slallyl
" Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian
vang telah ditctapkan” '

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang telah

diperolehnya sewaktu hidup di dunia, hartanya tersebut akan diserahkan kepada

*Muttafaq ‘sfaih dari Aisyah ra. Lihat Asy-Svaukani, Nuif al-Autar (Kairo: Mustafa al-
Babi al-Halabr, tth), V:355.

* Al-Bagarah (2): 180.

" An-Nisa (4): 7.
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ahli warisnya, yaitu orang-orang dianggap syara' dekat dengannya. Penyerahan
harta wansan atau wasiat kepada keluarganya sebagai generasi pelanjut yang
meninggal imlah sebagai bukti adanya pemilikan pnbadi. Seandainya al-Qur'an
tidak mengakui adanya pemilikan pribadi maka harta yang meninggal ini akan
diserahkan kepada Bajtul Ml sebagai harta umat dan orang yang meninggal tidak
diberikan hak untuk menentukan jumlah harta wasiat yang akan diwasiatkan

kepada orang yang diiginkannya.

Dari uraian di atas sampailahtkita padapemahaman bahwa Islam tidak
hanya mengakui adanya pemilikan pribadi, tetapi Islam justru menghormati hak
milik pribadi. Hal ini tercermin-dari_kewajibair pemilik harta untuk senantiasa
menjaga hartanya dan membefinya' balasan’ bagi orang yang mencoba
mengingkari pemilikanhpribadi ferscbutelalui pelanggarancpelanggaran aturan
yang telah ditetapkannya. Selainrity; penghormatan Islam pada pemilikan pribadi
tampak dalam penghargaannnya dalam penyaluran kecenderungan-kecenderungan

manusia.



BAB IV

KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Hakikat Pemilikan Pribadi

Pemikiran akan adanya pemilikan pribadi dalam Islam kadang-kadang

dibenturkan pada pemikiran Lerrflajgnpgmhm Allah. Yaitu, pemikiran yang

mengatakan bahwa hanya Allah aﬁ pe rt{;atu-satunya, manusia tidak ada

hak untuk mengakuinya sebaga emikiran ini dilandaskan pada

firman Allah di antaranya:

SR 1y o Moot
UNIVERSITAS

"Kcpunyaan Allah-lah langi da ' dan apa yang ada di antara

keduanya"'
INDON ESI.A‘:‘MJ\"J(“}:{J

"Dan berikanlah kcpada mcrcka scbagian dari harta Allah yang tclah
dikaruniakan kepadamu'?

Dari kedua ayat di atas Allah secara retoris mengungkapkan bahwa Dialah
pemilik kerajaan bumi dan langit. Allahlah yang maha pemilik seluruh apa dan

siapa vang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,

'Al-Maidah (5): 17.
*An-Nar (24): 33.



batu-batuan, dan sebagainya, baik hidup maupun mati, vang berpikir ataupun

tidak berpikir, manusia atau binatang, benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

Berdasarkan pemikiran di atas berarti manusia tidak memiliki apa-apa
schingga muncul pemikiran bahwa tidak ada istilah pemilikan pribadi, namun
yang ada hanyalah pemilikan kolektif (a/-milkiyah al-jama'jyah) karena konsep

pemilikan pribadi seakan-akan bertentangan dengan ayat di atas.

Untuk menjawab permas }@han m1 san.,%t menarik kalau permasalahan

tersebut Kita tarik ke konsep khal 1 manusia sebagai khalifah di

bumi ini yang diungkapkan dal gs al- ! cipun dalam al-Qur'an sendin

kata khalifah beserta kata jadi /a te < mengandung tiga makna.

: s&g}:lnanusm sehingga kita dapat
s iy (SR A Ay icn
kehidupen. Kedua, halifah berprua gengtasi pengrus atau generas pengganti;
fungsi khalifah dlembarNﬁ(bNEISi KSI Ketiga, khalifah

adalah kepala negara atau pemerintahan.’

Pertama adalah Adam yang m ;

Tampaknya makna khalifah yang relevan pada permasalahan ini, adalah
makna yang pertama yaitu Adam sebagai simbol manusia sebagai khalifah di

dunia ini. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Bl o N el SISO, g3l

*Dawam Raharjo, Ensikiopedf ai-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 357,



"Dan ingatlah kctika Tuhanmu bertirnan kcpada para malaikat:

sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. "‘

Muhammad Baqir As-Sadr dalam As-Sunan at-Tarikhiyyah fi al-Quran
sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mengemukakan bahwa kekhalifahan
mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan. Kemudian ditambahkan unsur
keempat yang berada di luar, namun amat menentukan arti kekhalifahan dalam al-

Qur'an. Ketiga unsur 1tu adalah:

ISLAM
(1)Manusia, yang dalam hal’ini di i

atas, namun tersirat karena penunjukan sebagai khalifah tidak ada

artinya Koo bderailos frpocmedad akoNisiziar
Itulah ketiga unsur yal&bg_bﬂtMangkan unsur keempat yang
berada di luar adalah 1N@I@NE@1FW kata jnnf j#i yaitu

yang memberi penugasan, yakni Allah swt. Dialah yang memberi penugasan itu
dan dengan demikian yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang
menugasinya.” Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 5.

Di sini manusia sebagi subjek yang mewakili Allah untuk menguasai dan
mengelola objek vaitu ard (alam raya). Adapun hubungan antara manusia dan

alam raya yang berupa pemilikan, tidak lepas dani konsep istikA/af (penugasan).

"AI-Baqarah (2): 30.
5Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), hal. 158.
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Oleh karena 1tu, manusia terikat dengan kemauan Allah. sebab status seorang
wakil tidak lebih dari pelaksana tugas atasan dan mematuhi permintaannya.
Sebagai wakil, manusia tidak berhak membuat keputusan sesuka hati. Jikaia

bertindak demikian hilanglah statusnya sebagai wakil.

UNLY RIRRLTAS

Berdasarkan uraian I § !ﬂ? Aﬁn\Mnentara telah menjawab
permasalahan, yaitu sethQMiE SIIApemikiran, diperoleh

konklusi bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi pemikiran yang pertama dan

yang terakhir disebutkan. Pemilikan manusia secara pribadi adalah implementasi
dari pemikiran bahwa manusia sebagai khalifah di dunia ini yang diberikan oleh
penguasa mutlak vaitu Allah. Manusia diberikan harta sebagai tanda kemulian
Allah dan kerelaan-Nya yang telah memberikan nikmat kepada hambanya.
Sebagai khalifah Allah, ia harus bertanggung jawab atas apa vang telah Allah

karuniakan serta amanahkan kepadanya. Ibarat seorang bapak yang memberikan



sebagian hartanya sebagai uang belanja kepada anaknya untuk dimanfaatkan.
Dengan harta tersebut 1a merasakan aktualisas: dinnya sebagi anak melalui latihan
untuk mengelola hartanyva. Kalau 1a sadar akan statusnya sebagai anak maka harta
tersebut dimanfaatkan kepada kebaikan. Namun sebaliknya, jika tidak, harta
tersebut pun dimanfaatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh orang ‘ruanya.6 Jadi,
tidak dikuatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari seorang khalifah yang
diangkat Tuhan itu, selama ia be€nar-benar menyadari arti kekhalifahannya,
demikian kata Quraish Shihab.’ Dengan déemikian, konsep pemilikan pribadi tidak
lepas dan konsep istikhiaf, sebab  bilamana konsep pemilikan pribadi lepas dani
pemikiran sstikh/af, maka akan muncul penyalahgunaan manusia terhadap tugas

yang diemban sebagai khalifah.

Pemikiran yang tidak mengakui jadanya~ pemilikan pribadi dengan datih
segala sesuatu adalah milik Allah (al-ard /illah), Dialah yang menciptakan dan Dia
pulalah yang mengaturnya, schingga berimplikasi pada pengakuan pemilikan
kolektif saja karena pemilikan pribadi dianggap mencampun urusan Allah dalam
pembagian nzki pada umat manusia, sesungguhnya merupakan pemikiran dan
sebagian penguasa dengan berkedok ‘"khalifah Allah", padahal ingin
mengeksploitasi harta milik masyarakat lewat ambisi feodalismenya. Hal seperti
inilah yang terjadi pada sistem ckonomi Marxis, bahwa segala sesuatunya

dikuasai oleh negara. Akan tetapi, ternyata kaum proletar telah melakukan

SYusuf al-Qardawi, Figh az-Zakih, cet. XX (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991),
[:127.
"Quraish, Membumikan ..., hal. 169.



pembunuhan dan mengambil alih dan menduduki posisi kaum bor) gan
menjadi pengisap vang lebih kejam. Betapa tidak, negara totaliter yang tidak
mungkin ditangami oleh semua anggota proletar, tetapi hanya dikuasai dan
ditangani oleh segelintir orang yang seluruh keputusan akan terdesentralisasi oleh
segelintir orang tersebut, sesungguhnya telah melakukan penghisapan dan
ekspoloitasi. Mereka bukanlah malaikat yang lepas dan keinginan untuk berkuasa

dan mengekspoloitasi. ®

Untuk lebih memahami pemiiciran kekhalifahan (/sukhl4f) manusia dari
Allah, perlu dilihat 5cbcrapa bentuk transaksi (agd) dalam Islam, bahwa bentuk
transaksi i mengandung pemikiran/ tentang prinsip-prinsip kekhalifahan
manusia. Yang sclanjutnya kaidali*yang dimiliki-oleh agdini dengan sendirinya
merupakan pencerminanidatikaidahirstiki/af

a. Transaksi wasiat (agd wagiyyah). Wasiat dalam Islam bermakna sebuah
pemberian kepada orang jlain, baik, berbentuk- materi, manfaat, maupun
tanggungan, dimana yang diberikan wasiat boleh mengambil pembenan tersebut
setelah pemben mcm'n,ggal,9 Salah satu aturan dalam wasiat-mewasiati adalah
seorang pemben wasiat tidak boleh mewasiatkan iebih dan sepertiga hartanya
kecuali seizin ahli warisnya, karena dua pertiga dari warisan tersebut adalah milik
ahli warisnya. Ha!l ini menunjukkan bahwa hak yang diberikan oleh Allah kepada

Adam sebagai simbol khalifah hanya sepertiga dari bumi imi tidak lebih dan itu,

“M. Umer Chapra, Isiam dan Tantangan Ekepomi terj. Nur Hadi Thsan & Rifqi Amar
(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 77.

gAl-JurjinT, Kitah at-Ta'rifat, cet. 11l (Beirut: Dar al-Kutub al-"timiyyah, 1988), hal.
252,
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karena daerah yang lavak dimiliki oleh Adam hanyalah sepertiga dari bumi ini,
dua pertiga lammnya tidak layak karena mencakup samudra, sungai, dan danau.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia sebagai khalifah Allah tidak
boleh memiliki dan menguasai seluruh harta Allah secara pribadi, karena di situ

ada harta milik umum yang diciptakan khusus untuk kesejahteraan komunitas.'® -

b. Transaksi mudarabah, yaitu transaksi dimana pemilik modal
menyerahkan modalnya kepada  pekena'/(pedagang) untuk dikomersialkan,
sedangkan keuntungan komersi - itu€ dibagi menurut kesepakatan'' Dalam
mudarabsh mugayyadah, scorang muddrib (pedagang) harus mengindahkan
persyaratan-persyaratan pemberi| modall (sahribul” mal), baik dari segi produksi
maupun distribusi output investasitersebut.”’ Dengan kata lain, seorang mudzrib
tidak boleh bekerja semauiriya tahpa meEminta_pértimbangan.dari sahrbul mal
Seorang mudirib tidak boleh pmewakilkankepada orang lain atau diinvestasikan
lagi ke tempat lain kecuali seizin_sghibul mal _Demikian pula kekhalifahan
manusia bahwa Alla-lah pemilik modal di dunia ini. Dia memberikan tugas
kepada manusia untuk bekerja baik pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan
tenaga yang kuat maupun yang membutuhkan pemikiran dan teknik yang Allah
telah berikan. Sebagai khalifah harus mengikuti keinginan pemberi amanat
tersebut. la tidak boleh mewakilkan kepada orang lain seperti kewajiban shalat,

sumpah, dan thaharah kécuali hal-hal tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian

' Amin Musiafa Abdullah, Usadl al-Igtisid al-Isidmi wa Nazariyyah at-Tawdzun al-
Iqtisad f1 al-Islam (Kairo: 'Is3 al-Babi al-Halabi co..1984), hal. 91-92.

”Mul.mmmad Abdul Mun'im Abil Zeid, al-Muadirabah wa Tatbiqahi al-'Amalivyah fi
al-Masdrif al-Isidmiyyah (Kairo: al-Ma'had al-'Alami §i al-Fikr al-Islami, 1996), hai. 22.



78

tugas kergja dani Allah im tentunva membuahkan hasil berupa keuntungan vang
harus dibagi, sebagian menjad: hak milik pekena yaitu manusia, dan sisanya
menjadi hak Allah yang tercermin dalam kewajiban zakat. Barang siapa yang
enggan mengeluarkan zakat berarti sama halnya orang yang mengingkan kontrak
kerja dengan Allah' dan menyimpang dari kesepakatan untuk bagi hasil atas
keuntungan yang telah diperolehnya, serta mengabaikan eksistensinya sebagai

wakil atau khalifah untuk mengolalrharta yang telah diberikannya.

Dua contoh bentuk kegiatan perekonomian yang sering muncul dalam
masyarakat tersebut, ternyata tidak hanya beronentasi laba maten (a/-maddiyyah)
ansich dan hasil komersi namun jabh dari itu, kegiatan ekonomi tersebut
mengandung nilai-nilai spiritualitas (ar-rihfyah),~yaitu pencerminan dari prinsip
eksistensi manusia jscbagatl khalifab~Allah)diCbumi-jim, dengafr kata lain bahwga

pemilik mutlak adalah Allah.

Di ayat lain, Allah,juga-menjelaskangelativitas pemilikan pribadi tersebut.

Allah berfirman:

Lnr_(.hu ,AJ:J.—-—-J‘.Q.M oLl )‘\:L?'JJ\JJ\JZJ\LAJJ_,
"Dan Tuhanmu mahakaya, lagi mempunyai rahmat. Jika ia menghendaki
niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantinya dengan siapa yang

PKontrak keja dilakukan sejak manusia masih berada dalam kandungan, berupa
persaksian bahwa Allah-lah Tuhan penguasa alam. Lihat al-A'raf (7): 172.
" Amin, Usdl al-Iqtisid..., hal. 94-95.
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dikehendakinya setelah kamu (musnah), sebagaimna Dia telah menjadikan

kamu dari keturunan orang-orang lain."’?

At-Tabari”” dalam tafsirnya menerangkan bahwa katakan hai muhammad
bahwasanya Allah mahakaya lagi maha penyayang, tetapi la tidak segan-segan
mencabut  harta yang dimihki anak Adam dan menyerahkannya kepada umat
sesudah kamu kalau kamu tidak mengindahkan peraturan Allah.'® Hal ini tidak
berarti —sebagaimana diungkap oleh at-Tabd'tabai- bahwa Allah mengambil
harta pada umat tertentu karend Allah butuh atau berbuat dzalim kepada
hambanya. Akan tetapi, pengangkatan harta dari umat tertentu kepada umat lain
karena umat tersebut tidak mengindahkan peraturan Allah. Justru itu, di awal ayat
tersebuf dikatakan Allah maha kaya lagi maha penyayang atau dengan kata lain
Allah mustahil menyandang sifat dzalim dan fakir."” Akibat yang ditimbulkan dari

pembangkangan manusia ini dijelaskan sendin oleh Allah/di-ayat lain yaitu:

Bl B O b WV s S Gl

"Al-An'am (6): 133.

"1a adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Tabart bin Kasir bin Galib. (224 H-310
H) Ia dekenal dengan nama at-Taban yang merupakan nisbah dari nama kelahirannya bernama
Tabaristan. Tabaristan berasal dari kata Tabar (kampak). Daerah ini dikatakan kota kampak,
karena kebanyakan senjata penduduknya adalah kampak Seorang fakar tafsir, hadis, dan
sejarawan i, meninggalkan banyak karya seperti Jam'al-Bayan [ Tafsir al-Qur'dn, tkhtilal al-
Fuqaha, Kitab akhbar ar-Rusul aw al-Mulitk dan lain-lain. Husain 'Asi, Abi Ja'far Mubammad
bin Jarir at-Tabari (Beirit: Dar al-Kutub al-'limiyyah, 1992), hal, 5, Bandingkan dengan ar-
Riimi, .Mu Jam al-Adba’(Beirlit: Dar al-Kutub al-Timiyyah, 1991), V:242.

“Ionu Jaric at-Tabari, Jam' al-Bayan ‘an Ta'wil al-Qur'dn (BairGt: Dar al-Fikr, 1995),
VSt
nAs-Sayyid Muhammad Husain at-Taba'tab3%, al-Mizdn ff Tafsir al-Qur'dn (Beirut:
Muassasah al-A'lami, 1991), VI1:368.
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"Dia-lah yang mcnjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bum, barang

siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannyva menimpa dirinya"**

Uraian di atas jelas mengungkapkan bahwa pemilikan yang ada pada
manusia itu bersifat msbr (relatif) atau tidak kekal Harta yang dimiliki bersifat
sementara karena akan lepas dan pemibikannya baik karena dikonsumsi habis
maupun lepas dari genggamannya karena musibah yang melandanya. Begitu pula
manusianya tidak akan hmdup kekal selamanya, tetapi mereka akan meninggal dan
hartanya tersebut akan dinikmati’ oleh hali warisnya, sebagaimana harta tersebut
mereka ambil dan pewans péndahulu mereka. Oleh karena 1tu, hendaknya
manusia tidak menjadikan |harta tefsebut (sebagai tujuan wama (gdyah)
kehdupan. Akan tetapi, menjadikannya  sebagai wasifah untuk meraih

kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat.

Dengan memahami bahwa~pemilikan~oleh” manusia“itu hanya. bersifat
sementara, konsekuensinya akan-mengurangi’ arogansi seorang individu untuk
bersikap sombong dan bangga serta tidak membuatpemiliknya lupa daratan untuk
bertindak semena-mena karena mereka yakin bahwa harta itu milik Allah.
Seorang muslim tidak akan seperti Karun yang dengan congkak berkata:
“Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu vang ada padaku”"

Sebaliknya, seorang muslim yang paham benar bahwa harta itu milik Allah, akan

* Fatir (35): 39.
" Al-Qasas (28): 78.
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selalu berkata seperti apa yang diucapkan Nabi Sulaiman: "/n/ termasuk karunia

Tuhanku unnik mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnva'.*®

B. Mekanisme Pengelolaan Harta Milik Pribadi
1. Prinsip-prinsip Moralitas Pengelolaan Harta
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemilikan pribadi harus
mengikuti kehendak Allah melalui ketetapan-yang telah digariskannya. Hal ini
menunjukkan bahwa proses pemilikan pribadi, mulai dari prapemilikan hingga
pascapemilikan harus berada dalam‘wkerangka syara' melalui prinsip-prinsip

moralitas. Kerangka syara’ tersebut'dapat dilihat pada uraian ayat berikut ini:

&b i S Ulaily )y L L

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ™!

Adalah al-Qurtubi® ‘dalam menafsirkan ayat'di/atas bahwa harta yang
dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah milik Allah dan manusia tidak lebih

dari seorang pengganti yang menguasai harta tersebut. Maka --lanjut Qurtubi—

 An-Namli (27): 40.
' Al-Hadid (57): 7.

“Ia adalah Muhammad bin Abd Bakr bin Farh al-Ansar al-Hazraji Aba Abduliah ai-

Qurtubi, wafat: 1272. Ia seorang penafsir besar, saleh, danwara'. Ulama yang ke mana-mana
hanya memakai satu baju dan tutup kepala ini, menghabiskan sisa hidupnya di utara kota Asiut
Mesir. Karua-karyanya adalah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (20 jld), at-Tazkirah bi Ahwal al-Mauta
wa Ahwil al-Akhirah (2 jld), dan lain-lain. Khair ad-din az-Zirkili, ALI'l3m, cet. VI, (Beirut:
Dar al-Kutub al- limiyyah, 1989), 1:36.



jangan lewatkan kesempatan tersebut untuk menegakkan kewajban (zakat)
sebelum harta tersebut pindah ke generasi berikut sesudahmu.®

Ungkapan yang senada diutarakan oleh Fakhr ar-Razi dalam menafsirkan
ayat tersebut bahwa harta yang ada dalam kekuasaanmu sesungguhnya harta Allah
yang telah diciptakan. Kemudian la menjadikan harta tersebut di bawah
kekuasaanmu untuk memanfaatkannya berdasarkan syar'i. Seorang mukallaf
dalam mengeldla harta tersebut tidak lebih dari_sekadar wakil, pengganti atau
khalifah. Oleh karena itu, mudahkanlah dirimiu untuk menginfakkan harta
tersebut.*

Dari uraian mufassirin di—atas dapat dipahami bahwa kandungan ayat
tersebut dalam hubungannya dengan proses pengélolaan harta milik harus berada
dalam bingkai tauhid. Ayat di atas diawali dengan seruan beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya sebelim “seruan menginfakkan | hartat-milik Jyang dikuasai.
Kemudian ungkapan iman fersebut diulang’\lagi sebagaimana diulangnya
ungkapan infak untuk mendapatkanspahala dari-Allah. Di sini ada indikasi bahwa
segala bentuk pembelanjaan harta harus dilandasi dengan tauhid. Yaitu
kepercayaan yang kuat bahwa segala sesuatu yang kita perbuat termasuk bentuk
proses pengelolaan harta milik hanyalah karena kekuasaan mutlak Allah dan
sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya yang telah memberikan amanat

mengelola harta milik kita.

PAL-Qurtubl, alJami* I Afkdm ai-Qur‘dn (Bairas: Dar al-Kutub al-Timiyyah, 1993),
XVIIL:155.

™ Al-Fakhr ar-Razi, At-Tafsir al-Kabir wa Mafitih al-Gaib (Beitut Dar al-Fikr,
1995), XV:217.



Sistem ekonom: kapitalis merupakan sistem yang memberikan penekanan
pada kepemilikan pribadi yang mutlak. Setiap orang berhak berbuat terhadap hak
miliknya asalkan dapat memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Seorang
produsen dapat saja memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar tanpa
melihat resiko yang muncul sesudahnya baik resiko ekonomi maupun resiko krisis
moral. Demikian pula seorang konsumen dengan uang yang ia miliki dapat
dengan bebas membeli kebutuhannnya tanpa batas serta tanpa strategi prioritas
kebutuhan,“Pengelolaan seperti| ini jelas bertentangan dengan prinsip tauhid
dalam Islam, karena norma dan etika tidaklah menjadi persoalan. Apalagi dalam
sistem ekonomi Sosialis, mereka-sulit untuk merealisasikan behavior yang etis
karena mercka sediri tidak mengenal adanya-Tuhan (ateis).

Akan tetapi, Islam dengan strategi tauhidnya, sangat berbeda dengan
epistemologi kapitalis apalagi sosialis. AkuiSasi Islam terhadap pemilikan pribadi,
mempunyai batasan-batasan tertentu berdasarkan konsep khilifah dan al-‘adalah
al-ljima’yyah. Konsep pinidapat diimplimentasikan jdalam berinteraksi dengan
masyarakat sekitar, yaitu pengelolaan harta yang tidak bertentangan dengan
kemaslahatan masyarakat. Islam menganggap bahwa individu adalah bagian yang
tidak terpisahkan dan masyarakat karena hampir tidak ada kegiatan seorang
individu tanpa bennteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu setiap individu
banyak atau sedikit harus memperhatikan masyarakat sekelilingnya baik yang

individu maupun berbentuk masyarakat, karena pemilikan pribadi dibatasi oleh

PDikutip oleh Max Weber dari Benjamin Franklin. Lihat, Max Weber, Etike Profestan

dan Semangat Kapitalisme, terj. Yusup Priasudiarja (Surabaya: Pustaka Promethea), hal. 76-77.
Bandingkan dengan Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Isiam, terj. Soeroyo MA dkk
(YogyakartaDana Bhakti Wakaf, 1995), 1:4.



individu atau kelompok masyarakat yang lain. Kaidah universal yang paling

sering digunakan dalam membatasi ruang lingkup pemilikan pribadi dalam

hubungannya dengan pemilikan masyarakat adalah seperti hadis berikut ini:

ey, oY

" Tidak membcerikan mudharat (pada dirt sendini) dan tidak memudharatkan
(orang lain)."™*

Ulama berbeda pendapat /mengenai interpretasi kaidah int dalam
hubungannya dengan batasan pemilikan pribadi]’ Ahmad bin Hanbal” (seorang
uwlama yang dikenal ekstrim |terhadap “pembatasan pemilikan pribadi ini)
mengatakan bahwa seorang individu dalam mengelola hartanya terlarang apabila
menimbulkan mudarat tethadap ofang-lain-Berbeda dengan Abu-Hanifah 2® beliau
berpendapat bahwa seorang individu bebas mengelola hartanya, karena kebebasan

itulah makna pemilikany, Dikhawatirkan, dengans~pembatasan pemilikan pribadi

% As-San‘ni, Subul as-Safdm (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), IIT: 121, Bandingkan dengan
Ali Haidar, Durar al-Hukkim Syarh Majaliah al-Abkam (Beirut: Maktabah an-Nahdah), 1:32.

“Pendiri mazhab Hanbali ini bemama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin
Asmar bin Idris bin Abdullah bin ‘Abbds. (Lahir di Bagdad 164 H). Keuletannya dalam
mengumpulkan hadis sehingga ia mampu menulis kitab hadis yang bernama al-Musnad yang mana
mengandung 31000 hadis. Lihat ‘'Uwaedah, Ahmad bin Hanbal (Beirit: Dir al-Kutub al-
Timiyyah, 1992), hal. 5.

*1a dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafiah. Nama lengkapnya an-Nu'man bin Sabit at-
Timi Abi Hanifah al-Kaft (80 - 150 H). Yang termasuk murid-muridnya adalah Abi Yasuf, al-
Hasan asy-Syaibani, Zafar bin al-Huzail, dil. Ia beberapa kali ditawarkan jadi Qadi namun ia
enggan karena kewara'annya, sehingga ia dipenjara sampai ia meninggal dunia. Mengenai sifatnya,
Imam Malik pernah berkata: Ia adalah orang akhlaknya mulia, bahasanya bagus, dan suaranya
merdu, apabila ia berbicara maka perkataannya itu adalah obat. Libat "Uwaidsh, a/-Imim Abd
Hanifah (Beirit: Dir al-Kutub al-'timiah, 1992), hal. 5, dan Az-Zukili, AF/'lEm. .., V136
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nantinya akan menimbulkan mudharat tersendiri bagi pemiliknva sendini.”” Hal
int sama halnya dengan mencegah terjadinya kemudharatan pada orang lain,

tetapi justru memberikan kemudharatan pada pemilik aslinya sendiri.

Pada dasarnya kedua pendapat itu menginginkan hilangnya kemudharatan
dari kedua belah pihak baik dan sisi pemilik maupun dan sis1 orang lain. Limitasi
yang digariskan kepada pemilik itu tidak berarti membatasi ruang lingkup
pemilikannya namun dimaksudkan supaya. pemilik tidak berbuat aniaya akibat
muliknya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jelasnya, seorang
individu dilarang dengan sengaja'memanfaatkan miliknya untuk menciptakan

kemudharatan pada orang lain.

Untuk itulah, pengelolaan harta milik melalui kerangka tauhid yang
kokoh, sesungguhnya “\berorientasi- pada “-aktualisasi\, kemaslahatan baik
kemaslahatan dini sendii madpun orang, lain dalam rangka menciptakan
kemaslahatan umum. Hal ini tidak akan,tercapai-tanpa ,pembatasan ruang lingkup
(quyiid) pengelolaan pemilikan pribadi. Pembatasan tersebut dapat berbentuk

larangan ataupun perintah. Keduanya ini akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Larangan-larangan

a. Berperilaku boros dan mubazir, boros adalah perilaku manusia dalam

menghambur-hamburkan  harta bahwa volume kemaslahatan yang

PDikutip oleh an-Nabhan dari at-Talssuf f fstimdli al-hag oleh ad-Darini.Lihat

Muhammad Faruq an-Nabahan, al-Iftijdh alJama'r {7 at-Tasyri’ al-Igtisadr al-Islami (Beirot:
Muassasah ar-Risdlah, 1984), hal. 202.
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dikandungnya sangat minim. Adapun mubazir, juga merupakan tindakan
menghambur-hamburkan harta tanpa ada kandungan kemaslahatan sedikit
pun. Kedua bentuk perilaku ini adalah tindakan melampaui batas
kewajaran. Oleh karena itu, lawan dan sikap ini adalah sederhana dan

efisien.

Banyak nas yang menunjukkan pada larangan berperiiaku boros
dan mubazir ini. Allah menyebut orang-orang yang bersikap mubazir
sebagai teman setan™® Ja tean Setan’ karena setan suka membuat
kerusakan di bumi ini. Orang-orang mubazir itu suka menyelewengkan
hartanya schingga terjadilah kerusakan di |muka bumi serta hilangnya
berkah nikmat dari Allah>)Allah juga menyebut orang yang berperilaku
boros sebagai sifat téreela’ daf pelakunya akan ményesal,* karena orang
yang boros akan mencela dirinya,, teman-temannya akan mencelanya
karena hartanya habis dengan percuma schingga isteri dan anak cucunya
telantar. Penyesalan yang dialami oleh pelakunya, Fakhr Raz
menggambarkan bagaimana perasaan ini timbul berkaitan dengan sikap
boros: "Orang yang menafkahkan hartanya secara boros bagaikan binatang
yang kehilangan jejak. Harta bagi manusia bagaikan jejak bagi binatang.
lika jejak bisa mengantarkan binatang sampai ke tujuan dengan selamat,

maka harta bisa menjadi bekal mdup manusia sebulan atau setahun. Jika

P AlIsra (17): 26-27).
" Ar-Razi At-Tafsir..., XVINTS.
> Altsra' (17): 29
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seekor binatang yang tersesat jalan dan kehilngan jejak, maka ia merasa
bingung dan resah. Demikian pula orang yang membelanjakan biaya
hidupnya hanya untuk beberapa hari, kelihatan bingung dan menyesali
perbuatannya. Orang yang diberi nafkah pun akan mencelanya karena
tidak mampu mengatur keuangan dengan baik schingga menelantarkan
orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.™ [tulah dampak
psikologis yang diderita-olch-orang-yang bersikap mubazir dan boros.
Dampak ekonominya yaitu cendeérung nicningkatkan monopoli permintaan
dari kalangan mercka. yang dengan| sendirinya menaikkan harga
Akibatnya, posisi orang miskin semakin terjepit. Dengan demikian, untuk
menghindari terjadinya. ketidaksezmbangan dalam komunitas masyarakat
tersebut Islam memiliki strategi khusus yaitu penerapan filfer moral dan
penentuan “skala  prionitas” pada preferensi “konsumsi kebutuhan bagi
kelompok kaya. Adalalrbiasa-untuk menggolongkan kebutuhan-kebutuhan
manusia "yang perfu”_dan_yang "tidak.periu’‘dalam tiga tingkat prioritas
scbagaimana yang disinyalir oleh asy-Syatibi yaitu, kebutuhan

(daririyya), kesenangan (hajiyyan, dan kelengkapan (£2hsiniyyan *

b. Islam melarang penipuan dan bedaku curang (al-gisy & al-gibn) dalam

bermuamalah. Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang menipu, ia tidak

B Ar-Razr Ar-Tafsdr al-Kabir . XVII75.
HAsy—Syﬁtibi, al-Muwifagat (Beirut: Dar al-Fikr, #), Ii:12. Bandingkan dengan
Yusuf Qardawi, Fikih Prioritas, terj. Moh Nurhakim, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal 36.
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termasuk dalam golopganku’ ™ Hadis ini pada dasarnya mengungkapkan
kode etik seorang individu dalam melaksanakan kegiatan ekonominya
untuk mencegah kerusakan dan bahaya serta menciptakan kerja sama dan
tolong-menolong sesama manusia. Penipuan adalah suatu tindakan yang
mengotorkan hati nurani, menyengasarakan orang lain dan mematikan
kepercayaan diri, sedangkan kerja sama dan tolong-menolong dalam
masyarakat tidak mungkin”akan tumbuh “tanpa adanya kepercayaan diri.
Lebih dan itu, akibat dari penipian adalalydiperolehnya hasil tanpa usaha

yang dibenarkan oleh syarn';

¢. Praktik riba; hakikat riba dalam/Islam adalah suatu penolakan terhadap

resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau
modal maupun ‘jual] beli” yangl dibébankaf “kepadd_satu pihak saja,
sedangkan pihak lainnya=dijamin »keuntungannya.**Pengharaman riba
sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Meskipun telah mengalami
perubahan dan perkembangan baik dari segi bentuk maupun sistemnya,
namun substansi implikasi kemudharatannnya tidak berubah bahkan justru

lebih kejam.

Para ekonom kontemporer telah menyadari secara empiris bahwa
riba mengandung kemudharatan karena mengambil keuntungan tanpa

mengambil resiko. Bunga yang merupakan manifestasi dari riba berakibat

Diriwayatkan oleh jama'ah. Lihat Asy-Syaukani, Nadl al-Autdr, Kairo: Mustafs al-

Babi al-Halab, tt) V:224.

hal. 47.

AM. Saefuddin, Sofusi Isiam atas Problematika Umat (Jakarta: Gema insani, 1998),
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peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat
bunga yang harus dibayar, sehingga tejadi berbagai krisis. Hal ini tidak
akan terjadi bila pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung atau
rugt (profit & loss sharing). Bunga tidak dapat membimbing ke arah
pembentukan dan penanaman modal karena bunga dijadikan mata

pencaharian tanpa memandang produksi yang terkandung di dalamnya.

AM. Saefuddin /mengutip” Kesimpulan ekonom Lord Keynes

tentang bunga sebagai benkut:

“individu-individu tidak | menyimpan-dengsn tujuan untuk memperoleh
penghasilan,  tetapi depgan twjuan membentuk modal, sehingga
bertambahlsh kegiatan dunja spekulasi dengan tidak mengingat besamnya
suku bunga karcna kcuntungan” yang-dipcrolch lebih bosar bila mercka
mengeksploitasi simpanannya, || Sebab|itu |suku bunga tidak ditetapkan
kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan berjalan terus meski suku
bunga turun sampar nol."”

Keynes selanjutnya menulis:

"Suku bunga yang tinggi_menycbabkan ‘macetnya pasar dan terhentinya
kegiatan industri dan lalu sccara ncgatif mcmpengaruhi pencrimaan yang
merupakan sumber produksi.””’

Dan kesimpulan Keynes ini, jelaslah bahwa praktik bunga yang
merupakan implikasi dari ambisi penumpukan pemilikan pribadi
berdampak negatif bagi kelancaran pasar real. Dampak ini merupakan
pukulan keras bagi dunia bisnis seperti perdagangan, perniagaan, dan
industri. Sebagai konsekuensinya adalah timbulnya ketimpangan-

ketimpangan masyarakat seperti semakin renggangnya jarak pemisah

* mbid
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antara st miskin dan si kaya, pengangguran di mana-mana, harga

melonjak, frekuensi tindak kejahatan yang tinggi, dan sebagainya.

d. Unsur judi (al-maysir). Syara' telah melarang pengelolaan harta yang
memiliki unsur maysir Karena perbuatan tersebut juga merupakan

*® maka harta yang diperoleh melalui cara vang memiliki

perbuatan sctan,
unsur ini dianggap sebagai harta yang bukan hak milik. Allah
memerintahkan untuk menjauhinya/ bahkan ‘menjauhinya merupakan suatu
keberuntungan. Apabila menjauhinya dianggap sebagai keberuntungan,
maka mendekatinya adalah suatd kerugian. Larangan Allah tersebut
berorientasi pada terhindamya/ manusia> dari sikap permusuhan dan
kebencian di kalangan para pelaku,/bahkan bisa menyebabkan jauh dari

zikir kepada Allah daningat waktushalat™®

Diantara praktik ekonomi kOntemporer yang mengandung unsur
judi adalah asuramsijkenvensional. jOrang~vang mendapatkan dana pada
waktu musibah (asuransi jiwa) tidak jelas sumber dananya tersebut

sehingga dianggap memiliki unsur maysir.

e. Monopoli barang (ihtikar). Pada umumnya si pelaku ekonomi menetapkan
harga yang lebih tinggy bagi hasil produksinya, karena ita soal eksploitasi
banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang

bersaing memaksimumkan labanya dengan menyamakan biaya marjinal

*®Al-Maidah (3): 90-91.
% A)-Maidah (5): 90
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(margin cosf) dengan harga. Karena harga ditentukan, dia akan terus
memproduks), kian lama kian banyak sehingga biaya marginalnya
menyamai harga. Akan tetapi dalam hal monopoli, penenmaan marginal
(profit margin) tidak sama dengan harga, tetapi selalu kurang dari harga.
Karena permintaan untuk produknya kurang, dan elastis secara sempurna,
maka si pelaku monopoli dapat mengharapkan untuk menjual hasil
produksi yang bertambah~dengan harga~yang kian lama kian rendah.
Pendapatan keseluruhannya bertaimbah bila ia menghasilkan lebih banyak,
karena harga unit tambahan ‘akan ditambahkan pada pendapatan
keseluruhan. Di pihak lain] pendapatan keseluruhannya ini akan menurun,
karena unit hasil produksinya yang terdahulu harus dijual dengan harga
yang lebih rendah Karena itu,_pendapatan marjinal mungkin mudah
negatif, walaupun harga positif. Diketahmi bahwa harga sebagai
penerimaan rata-rata penerimaan keseluruhan dibagi oleh keseluruhan

pengeluaran. Karena itu;-pendapatan marjinial-kurdnig dari rata-rata.*°

Karena situasi yang paling menguntungkan bagi st pelaku
monopoli diwakili oleh hasil produksi dengan biaya marjinal yang sama
dengan pendapatan marjinal, si pelaku monopoli akan merasa lebih
menguntungkan baginya jika menghentikan produksi selanjutnya sebelum
pendapatan marjinél menjadi negatif. Karena pendapatan marjinal tetap

lebih rendah daripada harga rata-rata maka produksi barang-barang yang

“'M. Abdul Mannan, Teorf dan Praktek Ekonomi fstam, terj. Nastangin (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 291.



optimum tidaklah mungkin, akhirnya hal ini menyebabkan berkurangnya

- 4
penggunaan sumber daya dan menimbulkan pengangguran. *!

Demikianlah si pelaku monopoli dalam berproduksi tidak mau
melihat orang lain memperoleh hasil seperti yang diperolehnya, atau
membuat barang seperti yang dibuatnya. Dengan demikian ia menjadi
penguasa pasar, mempermainkan harga semaunya terhadap orang banyak,
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan\pada mereka. Terlebih pula ia
menutup pintu mata pencaharidn yang sama pada orang lain ** Demikian
pula monopoli dalam perilaku konsumsi, dimana prilaku orang kaya yang
tidak terkontrol serta tidak mengenal skala/prioritas ini sangat berpengaruh

pada terjepitnya perilaku kohsumsi orang-orang miskin.

Sangat |jelas bahwa sr-pelaku monopoli ménciptakan suatu tatanan
yang telah memperlihatkan tiadanya\harmoni antara kepentingan pribadi
dan sosial, antara, pemilik pribadi; dan-sosial; Karena tatanan ini sangat
bertentangan dengan prinsip syara' maka Islam dengan bersemangat
mencegah cara-cara pengembangan harta seperti ini hingga menyebut
orang yang melakukan monopoli sebagai orang yang berdosa dan
menjauhkan diri dari agama. Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang

melakukan monopoli maka Ja berdosa'’® Pada hadis lain dikatakan,

 1bid
“*Qutbh, Keadifan. .., hal. 165.

“Diriwayatkan oleh Abd Daid, Tirmizi dan Muslim dari Mu'ammar. Lihat Sayyid Sabiq,

Figh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), T:162. Lihat juga Muslim, Sahih Muslim bi Syarh
an-Nawawr (ttp, Dar al-Fikr, 1983), 11:43.



"barangsiapa yang memonopoli bahan makanan selama empatpuluh harr,
berarti ia telah  memutuskan hubungannya dengan Allah dan Allah
memutuskan hubungan dengan dig'** Bahkan Baqr Sadr dengan nada
ekstrem berpendapat --sebagaimana yang dikutip oleh Ashgar Al
Engineer-- bahwa orang-orang yang menimbun, memonopoli alat-alat
produksi, mengeksploitasi sesama manusia dan memaksakan kekuatannya
untuk menguasai dunia adalah Kafir, dan tindakan yang dilakukan itu
adalah pelanggaran serius'dalam 'konsep, keadilan sosial {slam.** Banis
Sadr sangat mengecam segala bentuk eksploitasi ekonomi, karena hanya
akan melahirkan feodalisme atau kapitalisme. Pendapat Bami Sadr
bukanlah tidak beraldsan |Ja'dengan konteks sosio-ekonominya
menafsirkan sebuah_ayat yang yang jauh dari sifat ortodoks. la mengutip
sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

"Djalah yang menciptakanmu sebagai wali Allah di muka bumi,

barangsiapa yangtidak pefcayaKepadanys, imaka dia adalah kafir; dan
kckafirannya ity akan mcndapatkan kKemirkaan Allah yang besar; scrta

¢ 46

kekafirannya itu hanya akan memperbesar kemarahan-Nya padanyd'.

Bani Sadr menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat
tersebut membuktikan bumi "milik manusia”, dan manusia tidak dapat

menjadi wakil Allah yang baik jika bumi tidak menjadi miliknya secara

“Din'wayatkan oleh Hakim, ahmad, Ibn AbT Syaibah. Lihat Ahmad bin Hanbal, Musnad
al-Imim Ahmad bin Hanbal (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), II:236.
45 .
Engineer, Islam. ., hal | 163.

“Fatir (35): 39.
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kolektif sepamjang zaman, dan ini adalah kafir. Hal im karena berkat

dominasi bumi oleh si kuat tanpa memperhatikan si lemah.

Demikianlah uraian larangan-larangan Islam bagi seseorang yang
memiliki harta dalam  mengelola hartanya. Tujuannya adalah untuk
mempertahankan kemaslahatan masyarakat selain memperbaiki hubungan partikal
dengan Allah swt. Dengan demikian, Islam menganggap pengeiolaan harta yang
dapat menimbulkan kemudharatan |Sterhadap diri sendiri dan orang lain
mengakibatkan timbulnya hukum’yaitu bolehnya’ dicabut pemilikan sescorang
melalui intervensi pemerintah, wali ataupun was. Dengan kata lain, apabila
tindakan pemilik pribadi bertentangan’ dengan Jkepentingan masyarakat maka
pemilikan pribadi dianggap batil kf;rena sasaran’ maqasid asy-syariah adalah

maslahah al-jama‘iah (kepentingan masyarakat) -

2. Perintah-Perintah

Para mufassir berbeda paham mengenai motif seruan menafkahkan harta
dalam ayat tersebut apakah seruan khusus infak wajib seperti zakat atau termasuk
infak sunnat atau seluruh bentuk pemberian.*® Kalau melihat konteks kalimatnya
yang dimulai dengan seruan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, imi
mengandung indikasi pembelanjaan harta di sini harus didasan dengan iman.

Dengan demikian, penafsiran secara sempit bahwa yang dimaksud infak dalam

7 An-Nabahan, ai-feeijah. .., , hal 213.
“Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir (Bewtt: Dar al-Fikr al-Mu'astr, 1991), XVIL:304.



ayat tersebut hanyalah terbatas pada kewajiban infak wajib atau zakat, sulit untuk
diteima. Sebab infak wajib ini secara otomatis berlandaskan iman. Kalau tidak
dengan dasar iman maka realiasi zakat sulit terpenuhi. Oleh karena itu, makna
ungkapan infak*” dalam ayat tersebut adalah bersifat umum pada seturuh bentuk
pengelolaan harta seperti zakat wajib, nafkah, dan kewajiban-kewajiban selain

zakat (misal: pajak), dan lain-lain.

a. Kewajiban Zakat

Dalam khasanah pemikiran ekonomi,zakat merupakan "transfer kekayaan
pribadi” dari si kaya kepada |golongan 'miskin. [Transfer kekayaan ini sangat
terjamin kelangsungannya karena disertaj pranata hukum yang pasti. Zakat
adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat yang
dikenakan kepada_harta‘benda. Darisatu segi ia adalah'ibadah, dan dari segi
yang lain merupakan kewajiban sosial\Zakat \berarti kesucian ((ahdrah),
peningkatan (nama), pujian (madh),Ndan—karunia /(barskah).”® 1a adalah
penyucian terhadap hati nurani dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan
kecintaan terhadap harta benda duniawi an sich. Karena harta adalah perkasa,
dan milik adalah tercinta, maka apabila jiwa menjadi pemurah kepada orang
lain, maka ia menjadi suci dan meningkat tinggi. Zakat juga merupakan

penyucian terhadap harta yang dimiliki secara pribadi karena sudah bebas dari

*® Kata Intfig dan kata anfaga yang berarti Sarrafy atau anfidaatau menghabiskan/

membelanjakan. Pembelanjaan yang dimaksud di sin bersifat umum terhadap seluruh bentuk
pengoprasian yang dapat menhabiskan benda. Lihat: Tbnu Manziir, Lis#n al-'Arab (Beirat: Dar
Sadr, 1990), X: 358, dan Tbrahim Anis, Mu'jan al-Wasit{ttp: tp, tt), 11:949.

* Ibrahim Ants dkk, Mur‘jaar .., 1: 396,
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hak-hak orang lain yaitu orang-orang miskin, dengan demikian untuk
seterusnya hartanya tersebut menjadi halal’' Oleh karena itu zakat yang
diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin bukanlah sebuah hadiah.>
Orang kaya bukanlah pemilik yang sesungguhnya atas kekayaannya, mereka
hanya diben amanat. Mereka harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan
amanat ini, salah satu yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan orang
miskin. Segﬁla upaya dari pihak orang kaya untuk menunjukkan bahwa zakat
itu adalah pembenannya, berarti telah, melukai perasaan orang miskin,
mencerminkan  ketidakikhlasafinya. daf - merusakkan pahala di akhirat®
Selanjutnya, orang miskin seharusnya juga tidak merasa malu menerima zakat,
sebab apa yang mereka terima adalah hak mereka yang telah ditetapkan Tuhan
di dalam harta orang kaya.>* Dengan demikian, zakat merupakan rukun sosial

yang nyata di antara semua rukun Islam.

Jika dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan
masalah distribusi pendapatan masyarakat, pcmerataan kegiatan pembangunan
atau pemberantasan kemiskinan, maka dengan zakat di satu sisi terjadi suatu
proses transfer konsumsi dan pemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara di

sisi lain meruapakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Kondisi ini

3 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dafam Islam, terj. Afif Mohammad, cet. Il (Bandung:
Pustaka, 1994), hal. 185.
? Umar Chapra, Isfam dan Tantangan Ekopomi, terj. Nur Hadi Ihsan &Rifqi Amar

(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal 293. Bandingkan dengan Asghar Ali Engineer, Islam dan
Teologi Pembebasan, ter). Agung Prihantoro, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.
103.

* Al-Bagarah (2): 264.
 Az-Zariydt (S1): 19, al-Ma'arij (70): 24-25.
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merupakan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan
pendapatan, selanjutnya diharapkan dapat menabung dan melakukan
penumpukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber

ekonomi vang produktif**

Mengingat begitu besar potensi yang dimiliki oleh zakat, maka zakat
diyakini sebagai "panacca” (obat mujarab) untuk menyusun kehidupan yang
humanis dan harmonis terutdma|dalam’menanggulangi kemiskinan.*® Oleh
karena itu, Islam telah menyediakan balasan) bagi orang-orang yang enggan

mengeluarkan zakat. Firman Allah:

"Sekali-kali janganlah orang bakhil dengan harta yang Allah berikan
kepada mereka dari kanmia=Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik
bagi mercka. Harta yang mcrcka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di
lehernya di hari pembalasan. Kepunyaan Allah segala warisan (yang ada)
di langit dap di bumi; dan Allab-mengetahus apa.yang kamu kegjakar®”’

Meskipun Alah telah mengancam, mereka dengan siksaan, namun di
antara manusia masih ada yang enggan mengeluarkan hak orang miskin. Oleh
sebab itu, negara harus mengadakan intervensi terhadap pemilikan pribadi
seseorang dengan memaksa orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Abu

Bakar, khalifah pertama, mengobarkan peperangan kepada mereka yang

¥ AM Saifuddin, FEkonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam (Jakarta:

Rajawali, 1987), hal. 117-118.

*Thahir Abdul Muchsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami
(Bandung: al-Ma'arif, 1985), hal. 64.

> Ali Tmrain (3): 180.



menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi saw meskipun ogangfersedli

pernah mengucapkan syahadat.”®

b. Kewajiban selain zakat

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah
kewajiban seorang pribadi, dalam hal ini suami terhadap keluarganya.”
Kewajiban ini merupakan kewajiban selainr zakat. Selain kewajiban nafkah ini
ada kewajiban lain yang mekanismenyaidiserahkan kepada penguasa setempat
untuk mengaturnya. Hal ini |diperlukan apabila penguasa melihat pemasukan
zakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dasar hukumnya adalah
sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya pada harta itt ada kewajiban lain yang harus
dikeluarkan selain zakaf'. Selain itu, dengan mengamalkan prinsip maglahah
al-mursalat® dan"Sadduz-zarai” memberikan wewenang kepada imam untuk
mengatasi masalah-masalah"sosial~kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang
tersebut adalah wewenang untuk'membebankankewajiban terhadap harta yang

dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apa pun, selain untuk

58Chapra, Islaar ..., hal. 295,
“Muhammad al-Mubarak, Nizim al-Iqtisad, cet. 1t {Beirut: Dir al-Fikr, 1973), hal. 81,
“Salah satu prinsip pengambilan hukum yang bermakna kemaslahatan-kemaslahatan

yang relevan dengan magdsid asy-syarialtetapr tidak ada nashnya. Lihat. Abl Zahrah, Usdl al-
Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth), hal 261,

$! Dzarrh bermakna sarana. Sadduz-ZarTadalah penyediaan sarana. Meaksudnya sarana

bagi sesuatu yang haram adalah haram dan sarana bagi sesuatu yang wajib adalah wajib. Lihat
Abd Zahrah, Usdl.. ., hal. 268,
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memelihara  kepentingan umum dan menegakkan keadilan sosial vang

Sf:pt:nuhn_va_('2

Dengan demikian, prinsip pemilikan pribadi dalam Islam tidaklah menjadi
penghalang bagi negara untuk mengambil scbagian dan keuntungan usaha
tanpa batasan kadar tertentu sebagaimana halnya kadar zakat demi terciptanya

kemaslahatan umum

Jelaslah, bahwa pemilik, pribadi memiliki kewajiban-kewajiban yang
harus dipenul berdasarkan seruan “Allah untuk berinfak pada ayat di atas.
Sesungguhnya seruan Allah untuk- membelanjakatiharta pada orang lain pada ayat
tersebut di atas, selain merupakan_indikasi.pada kewajiban mengeluarkan zakat
dan pembiayaan lainnya, penyusun juga melihat bahwa hal itu menunjukkan
keinginan Allah uituk merealisasikan sebuahkemaslahatan yaitu distribusi yang
lancar agar akumulasi harta keKdydan tidak hafiya/menumpuk pada sekelompok
kecil masyarakat dan perlunya..nenciptakan-keadilan dalam masyarakat. Hal ini
sesual dengan firman Allah: "Harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-

orang kaya di antara kamu saja’ **

** Qutbh, Keadilan ..., hal. 200.

GSM&skipun demikian, Pungutan pemerimah selain zakat mempunyai aturan tertemtu

taitu: (1) Syarat syar, bahwa pungutan hanya dibenarkan berdasarkan aturan berlaku. (2) Syarat
iqtisadi, yaitu bahwa setiap warga negar hanya dipungut sesuai dengan penghasilannya, dan
dipungut tepat pada waktunya serta tidak memberatkan kepada wajib bayar. (3) Syarat
pembayaran; yaitu pungutan terhadap obyek yang biaya pungutannya lebih rendah. Pungutan
hanya dikenakan pada penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan yang dharuri. Lihat Zarkasyi
A Salam, Sivdsal Milivyah (Yoyakarta: tp, 1980), hal. 6.

* Al-Hasyr (59):7.
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Menurut Sayyid Qutub, sesungguhnya menumpuknya kekayaan di tangan
sekelompok masyarakat dan tidak terdapatnya pada kelompok lain akan
menimbulkan  efek yang sangat merusak, terutama akibatnya yang berupa
kebencian dan sakit hati di antara sesama anggota masyarakat. Tertimbunnya
harta kekayaan yang tidak dimanfaatkan adalah laksana kelebihan energi dalam
tubuh yang menuntut penyaluran. Penyaluran ketebihan harta yang menganggur
tidak selamanya dijamin akan menempuh jalan, yang sehat dan bermanfaat.
Kemungkinan akan mengambil kemewahan-kemewahan yang merusak jiwa dan
fisik dalam bentuk pemuasan nafsu syahwat, yang diperoleh dari pihak-pihak
yang memerlukan vang dan berusaha untuk mendapatkannya baik dengan jalan‘
jual-beli dan berdagang ataupufi,dengan cara menjilat, menipu dan menjual
martabat demi untuk memuaskan hawa. nafsu dengan penuh kesenangan-

kesenangan yang hampa *

Sementara itu, dengan penumpukan pada orang kaya —Qurtubi
melanjutkan— menjadikan kaum miskin selain bertambah bebannya, juga jiwanya
menjadi kerdil, mental mereka lemah, dan martabat serta kehormatan mereka
tercampak di depan angkaranya harta dan kemewahan orang kaya.* Dengan
demikian, hancurlah keharmonisan masyarakat yang pada dasarnya disebabkan
oleh segelintir orang saja. Ancaman seperti ini al-Quran sudah dengan tegas
mengatakan bahwa gejolak tersebut adalah sebuah keniscayaan karena hal itu

merupakan bentuk penumpukan harta vang tidak tanggung-tanggung. Janji Allah

“Quthb, Keaditan. ., hal 150,
* Ibid, hal. 151.
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terhadap balasan orang seperti itu adalah akan dilemparkan ke dalam Huramah,
yang Allah menyebutnya sebagai api neraka.®” Meskipun para teolog tradisional
mengartikannya sebagai neraka yang ada di akhirat, namun bila dipakai
pendekatan  sosio-teologis (socio-theological approach), kita tidak kehilangan
konteks sosialnya dalam menafsirican ayat tersebut. Karena itu, dapat diperoleh
pemahaman bahwa bencana yang akan diberikan oleh pelaku penumpukan harta

tersebut adalah kehancuran sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas.®

2. Implementasi Prinsip Moralitas Pengelolaan Harta Pribadi

Prinsip moralitas yang | telah disebutkan | di atas merupakan batasan
pemilikan pribadi yang menjadi acuan.dalam-proses pengelolaan pada saat
prapcmilikan dan pascapemilikan Pengelolaanrpmpemilikan adalah usaha-usaha
yang menyebabkan seseorang memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi
miliknya.  Adapun pengelolaan pascapemilikan adalah usaha untuk
mengembangkan harta yang sudah ada, atau memperbanyak kuantitas harta yang
sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Status harta tersebut sudah ada, hanya

kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pertama, pengelolaan prapemilikan. Al-Quran dengan tegas menguraikan
beberapa bentuk yang merupakan sebab-sebab pemilikan yang permisif dalam

Islam yaitu:

% Al-Humazah (104): 1-4.

('RAsghar Ali Engineer, /slam dan Teologi Pembebasan, Terj. Agung Prihantoro, cet. Il
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 4.



(1) Zhrdz al-mubahat

Thraz al-mubahat adalah penguasaan terhadap harta yang belum
dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya. Harta mubah adalah harta yang
tidak dimiliki oleh orang baik-baik dan harta yang tidak ada larangan secara
syari untuk memilikinya. Seperti air di sungai, pohon-pohon di hutan dan
binatang di laut dan di darat yang tidak ada pemiliknya dan lain-lain.*” Orang
yang mendapatkan harta tanpaSpemilik akan menjadi milik orang yang
mendapatkannya, ia boleh memindahtangankan dengan jalan warisan, jual
beli, dan cara-cara pemindahantanganan lainnya. Hal ini sejalan dengan ayat
al-quran yang mengungkapkan / bahwa Iseisi bumi ini adalah untuk

dimanfaatkan oleh seluruh manusia.”

Ciri khas) sebab-sebab -~pemilikan-yang satu iniwadalah pertama,
pemiliknya adalah pemilik (p€rdana sedangkan sebab pemilikan yang lain
adalah pemilik kedua, ketiga danseterusnya;~kedua, pemilikannya cukup
dengan meraih/mendapatkannya, meskipun tanpa diungkapkan secara lisan.
Oleh karena itu seorang anak kecil yang mendapatkan sebuah barang tanpa

pemilik dianggap sebagai miliknya.”!

Sebab pemilikan dengan mendapatkan harta ini memiliki syarat
dalam Islam yaitu, (1) tidak dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Seperti

seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana kemudian

% ‘AIl Khafif, a~-Milkiyyah..., hal. 219.
™ Lihat al-Baqarah (2): 29.
' Az-Zuhaili, al-Figh..., TV: 70.
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ditinggalkan maka hal itu merupakan hak pengumpul. Hal im sesuai dengan
kaidah: "Barang siapa yang lebih dahufu mendapatkan harta mubah, maka hal
itu menjadi mi]ilmya",n (2) barang yang didapatkannya harus dengan mat
untuk mendapatkannya. Contoh: apabila seckor burung masuk ke dalam
sangkar, tetapi si pemilik sangkar tidak bermaksud menjaring burung maka
burung itu bukan miliknya. Kecuali pemilik sangkar tersebut bermaksud
menjaring burung, kemudianburung tersebutterjaring oleh sangkar, maka itu

adalah miliknya.” Hal ini'sesuai' fdengafi kaidah:"Segala sesuatu harus

berdasarkan niat'"*

Dari kaidah-kaidah tersebut,/usaha yang termasuk dalam perolehan
harta dari yang tidak bertuan adalah seperti berburu (2s-sasd), membuka tanah

baru (ihyd’ al-mawal), danmengeluarkan hasiljtambang (nikaz).

(a) As-Sard (berburu)

Berburu™ " adalah cara’ pertama mencan penghidupan dalam
kehidupan manusia, dan masih tetap merupakan cara yang ditempuh
manusia untuk mendapatkan suatu jenis harta, hanya caranya yang terus
berkembang dan dimodemnisasi sehingga tampak semakin praktis dan

modern.”® Penangkapan ikan di Jaut, pencarian permata dan mutiara serta

™ Abi Daud, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II:59.

? Az-Zuhaili, al-Figh ..., 1V: 65.

™ As-Subki, Al-Asybih wa an-Naziir, (Beirut: Dar at-Kutub al-Timiyyah, 1991), E:54.
" Dasar hukumnya, Tihat al-Maidah (5): 1, 2, 4, 94, 95, 96.

"Qutbh, Keadilan. .., hal. 153, Taqiyuddin, Membangun ..., hal. 77.



(b)
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bunga karang termasuk di antara sumber-sumber perekonomian vang
diusahakan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk kelompok
bismus tertentu. Adapun penebangan pohon di hutan menurut penyusun
boleh saja kecuali apabila hutan tersebut merupakan hutan lindung
karena sifat pemilikan hutan tersebut bisa dikategorikan sebagai

collective property.
Thya' al-mawat (membukadahambaru/yang belum ada pemiliknya)

Tanah mati adalah tangh yang, tidak ada pemiliknya dan tidak
dimanfaatkan oleh satu “orang ‘pun.’’ Ketidakproduktifannya tanah
tersebut mungkin disebabkan oleh-sulitnya digarap karena terputusnya
aliran air, atau karena “motif tanahnya yang tidak ;:ocok untuk
pengembangan| agrikultural. _Abd.Jabbar| “ménsyardtkan status tanah
tersebut dikatakan matj, Capabila tempatnya jauh dari lokasi pemukiman
penduduk. Sebab lain_adalah kemungkinan tanah tersebut tidak
dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan, tetapi dimanfaatkan oleh _
penduduk di sekitar lokasi tersebut sebagai sarana umum seperti sarana
Jalan atau tempat pembuangan sampah Ternyata syarat yang dilontarkan

oleh Abdul Jabbar ini tidak mendapat bantahan dari ilmuan lainnya. ™

Yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya

dengan menanaminya atau dengan mendirikan bangunan atau

n An-Nabhami, Membangan. .., bal. 74.

® Abi Zahrah, el-Milkiyysh ..., hal. 108,
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memanfaatkan untuk keperluan apa pun, yang jelas tanah tersebut
menjadi produktif. Dengan adanya usaha orang untuk menghidupkan
tanah tersebut berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut
menjadi miliknya. "’Nabi saw. bersabda: " Siapa saja yang menghidupkan
tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya'*Abu Hanifah
mensyaratkan pemilikan tanah yang dihidupkan tersebut dengan adanya
1zin penguasa setempat Karena dikhawatirkan tanah tersebut menjadi
ajang konflik dan objek™perselisihan dengan orang lain karena ambisi
pemilikannya.®' AdapunImam- Syaff'i, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf,
dan Muhammad bin al-Hasan hanya mensyaratkan status nonpemilik
(mibah) tanah tersebut'dan tidak'| déngan izin penguasa, dengan alasan
bahwa tanah tersebut bukanlah tanah milik negara® Selama tanah
tersebut statusnya mubah maka orang boleh saja memilikinya tanpa
seizin penguasa. Hal ini tidak ada bedanya dengan berburu ikan lewat
cksplorasi laut yang tidak mesti scsuai-déngandzin'penguasa > Pendapat
kedua ini sejalan dengan keinginan kaum kapitalis dengan prinsip
laissez-fairmya. la berusaha mengokohkan prinsip kebebasan pribadi

melalui minimalisasi intervensi pemernintah. Adapun pendapat Abu

" An-Nabhani, Membaagua. .., hal. 74.

* H.R. Bukhari dari- Umar bin al-Khattab. Lihat Mailik bin Anas, al-Muwatta' Ii al-
Imim al-Aimmah wa Alim ai-Madinah (Beirut: Dar al-Kutub al-'limiyyah, t), 11:743.

R Ya'qub bin Ibrahim Abd Yusuf, Kita#b al-Kharrdj, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyyah,
1352 H), hal. 63-64.

8 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultiniyyah (Alexandna. Dar Ibn Haldin, tt), hal. 181-
182.

¥ Abii Zahrah, al-Milkiyyah ..., hal 111.
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Hanifah vang mensyaratkan izin pmenntah juga sejalan dengan prinsip
sosialis, vaitu otoritas pemerintah menjadi acuan dalam bertindak.*'
Yang jelas, melalui kedua pendapat tersebut dapat diambil jalan
rekonsiliasi {a¢-faufig) untuk menemukan jalan terbaik, yaitu apabila
tanah mati tersebut jauh dan lokasi pemukiman penduduk maka izin
penguasa tidak diperlukan, apabila jaraknya dekat maka otoritas

penguasa sangat diperlukar.

Ketentuan pokok setelah tanah tersebut sudah menjadi miliknya,
pemilik disyaratkan u'ntuk mengelola tanah tersebut selama tiga tahun
semenjak tanah tersebut -dibuka/dan terus-menerus dihidupkan dengan
mengintensifikasikannya “Kalau tidak, ~pemilikan tanah orang yeng
membuka tersebut] hilang [Hal rinibeérdasarkan hadisNabi: " Bagr orang
yang mecmbiarkan tapahnys, maka tidak ada hak baginya sctclah
dibiarkan sclama tiga tahun"*® Larangan pemilikan tanah lebih dari tiga
tahun tanpa pengelolan, merupakan usaha Islam untuk menghindan
pengangguran lahan. Oleh karena itu, lahan yang menganggur tersebut,
melaui otoritas pemerintah boleh dicabut pemilikannya untuk diserahkan
kepada orang yang sanggup mengelolanya. Selain itu, juga merupakan
bukti bahwa tanah yang ada pada orang Islam itu, bersifat tidak kekal dan

bukan merupakan milik seseorang secara absolut.

¥ As Sayyid AbT an-Nagr al-Hasani, af-Milkivyab fi ai-Istim (Kairo: Ahmad Abd an-
Nabi at-Tajir al-Hindi, 1952), hal. 54.
¥ Ibid
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c¢. Rikiz(menggali kandungan bumi)

Rikdz adalah hasil bumi yang didapatkan berdasarkan usaha
penggalian.®® Dari hasil tambang ini ditetapkan syara' bahwa empat per
lima adalah milik penemunya dan sisanya untuk kewajiban zakat. Hal ini
berdasarkan hadis Nabi: " Pada rikaz terscbut (tcrdapat kewajiban zakat)

scperlima" ¥

Harta nkdz yang “ditemukan harus dilihat apakah merupakan
sesuatu yang dibutuhkan dan sifathya) primer bagi masyarakat atau
bukan Apabila barangjtemuan tersebut termasuk harta yang dibutuhkan
oleh masyarakat seperti emas, minyak bumi, dan besi, maka tidak boleh
dimiliki secara pribadi tetapi menjadi milik masyarakat (collective
property). 'Hal ini'karena selain dibutuhKan oleh komunitas dalam rangka
kesejahteraan bersama, juga karena)pengelolaan pertambangan seperti
sekarang ini membufihkan modal yang C1clatif/besar sehingga kadang-
kadang seorang individu tidak mampu memilikinya secara pribadi
(private property). Bahkan kadang-kadang pengelola barang tambang
tersebut didatangkan investor dari luar negeri yang bisa menginves modal
untuk proyek raksasa dalam upaya penggalian barang tambang seperti

yang tenadi di Indonesia.

¥ Abi Zahrah, #k-Milkiyyaf ..., hal. 121.
¥ Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah. Lihat As-San'ani, Subal as-Salam, (Kairo: Dir al-
Hadis, 1994), 11:535.



(2) Al-Khalfiyyah (melalui penggantian)

Pemindahan pemilikan sesuatu dari pemilik lama kepada pemilik baru
karena pemilik lama dianggap sudah tidak berhak lagi, merupakansalah satu
bentuk sebab pemilikan karena pemilik baru memiliki harta yang baru tanpa
harus mengeluarkan tenaga ataupun harta. Bentuk pemilikan ini adalah
warisan, wasiat, dan ganti rugi kecelakaan ( ar-tadmin). Perpindahan tangan
melalui warisan juga disebut alkbalfiyyah karena pemilik lama diganti

dengan pemilik baru,

Dalam proses waris-mewarisi, | harta yéng meninggal harus berpindah
tangan secara otomatis kepada ahli-warisnya selama ada sisa dari pengurusan
dan pembayaran utang yang meninggal dan selama ahli warisnya tidak ada

larangan untuk Mmenerima warisan->>

Bentuk lain dari al-Khalfiyyali yaitu\ganti rugi (at-tadmin dan at-
(a'wid). Artinya, peigantidfi befupa barang.atau.sejedisnya dari barang yang
hilang atau rusak. Sebagai contoh, sescorang yang meminjam barang atau
merampok barang, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka
peminjam/perampok  tersebut wajib menggantikannya seperti atau sejenis
barang semula. Selain pergantian atas ganti rugi kerusakan barang,

kompensasi dari kerusakan anggota badan juga termasuk a/-khalfiah. Semisal

% Ada empat larangan menenma warisan yaitu: |. Budak, 2. Pembunuh yang meningyal,

3. Berbeda agama, 4. Berbeda bangsa (masih dalam perselisihan fuqaha). Bandingkan Abdut
Wahhab Khawwis, a/-Wasit 7 'lim a)-Mawiris (Kairo: ar-Risalah ad-Dauliyyah, 1997), hal. 50.
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diyat”’ orang yang terbunuh dan diyar luka  —karena dilukai orang.
Kesemuanya 1tu termasuk bentuk a/-khalfiyyah karena barang lama diganti

dengan barang baru atau senilai dengan barang lama.”
(3) Hibah

Yaitu pembernian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan
kompensasi harta atau tenaga dari orang yang diberi.’! Hibah ini biasanya
diberikan kepada orang lain karena ‘kerclaan|hati serta rasa simpati pada
seseorang. Dalam kategori hibah“ini; sebagian ulama memasukkan nafkah
kepada keluarga termasuk hibah, namun di pihak ulama lain menganggapnya

sebagai kewajiban.
(4) Mahar

Yaitu pemberian sang suami'kepada-ister1 melalui akad nikah. Mahar
bukanlah sebuah kompensasi.dari-sebuah/jasa‘yang diberikan oleh isteri,
karena kenikmatan! yang diperoleh lewat perkawinan merupakan gabungan
dari dua buah jasa yaitu dari suami dan isteri dan bukan hanya jasa dari isteri
semata” Selain itv, mahar merupakan pembenan berdasarkan ketetapan

Allah melalui nash syara'. Allah berfirman:

¥ Diyat adalah tebusan wajib berupa harta yang merupakan kompensasi dari pihak pelaku

kejahatan kepada penderita karena melukai badan atau membunuh. Lihat, Muhammad Rawwas
Qaldji & Hamid Sadig Qunaibi, Mu'jam Lugdh al-Fuqidhi': 'Arabi-Inglizi(Beirut: Dir an-
Nafais, 1985), hal. 212.

? Az-Zarqd', al-Madkhal. .., hal. 251

°! Abdul Rahman al-Jasii, Kitib ul-Figh ‘ali sl-Muzihib al-Arba'sh (Beirut: Dar al-
Kutub al-Tilmiyyah, 1990), IIl: 245.
%2 An-Nabhani, Membangun. .. hal 125,



. . N
“Dan berikanlah mahar kepada wanita (vang kamu rifghigroo’
sebagal suatu pemberian dengan penuh kerelaan,

Menurut lbnu Kasir dalam tafsimya bahwa kata an-nihfah dalam ayat
ini bermakna mahar yang merupakan pemberian baik-baik yang bersifat

wajib*

(4) Luqatah (barang temuan)

Yaitu barang yang_: ditemukan di | jalan yang tidak ketahuan

> Apabila seseorangymenemukan barang temuan, maka harus

pemilknya’
diteliti terlebih dahulu. Apakah barang tersebut memungkinkan untuk
disimpan atau tidak. Apabila (‘barang tersebut memungkinkan untuk
disimpan dan diumumkan semisal emas, perak, permata dan pakaian, serta
bukan milik ‘orang ‘ihram maka ‘barang-temuan’tersebut boleh dimiliki.
Apabila barang tersebut tidak) memungkinkan | untuk disimpan karena tidak
tahan lama, seperti makanan (dan buah-maka-orang\ tersebut bisa memihh
antara memakan dan mengganti harganya untuk diberikan kepada pemiliknya

bila sudah ketemu dengan cara menjualnya dan menyimpan hasii

¥ An-Nis#' (4): 4.
% {bnu Kasir, Tafsir al-Qur'dn al-'Azim, cet. VII (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), 11427.

* Muhammad Rawwas Qal'aji, Mu'jam ..., hal. 393.
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penjualannya dalam kurun waktu satu tahun. Apabila sudah cukup setahun

maka barang tersebut merupakan mihtk penemu.”

Demikianlah sebab-sebab pemilikan yang telah diuraikan di atas, jelas
bahwa Islam hanya mengesahkan pemilikan yang bermula dari proses yang sah.
Permulaan pemilikan yang menyimpang akan memberikan konsekuensi yang
menyimpang pada pascapemilikan. Begitu juga sebaliknya, Islam sangat
mengecam praktik investasi yang melanggar aturan, terutama jika dengan akibat
merugikan masyarakat. Dengan begitu, Islam berangkat dari suatu sebab yang
bersih dan berjalan dalam jalur yang bersihypula:Hal ini sangatiah bertentangan
dengan statemen Joseph Proudhon (1808-1865) dalam salah satu tulisannya
berkata: "Apa yang dimaksud dengan ‘kekayaan" (What is property), lalu
pertanyaan tersebut ia jawab sendiri: "Pemilikan adalah hasil curian " (Property is
thefl). Kekayaan yang' dimaksid Proudhon ‘“dalam ‘tulisannya-tersebut adalah
kekayaan yang dimiliki kaum Kapitalis, /rang padathakikatnya merupakan hasil
rampokan dari kaum buruhy yaitn denganunenggajismeréka dengan tingkat upah

yang sangat rendah. 7

Kedua, pengelolaan pascapemilikan yang lebih sering dikenal dengan

istilah pengembangan pemilikan’® Proses ini pada umumnya dilakukan melalui

% Hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abd Daud dari Abdullah bin

Amru bin 'As, Rasulullah saw. bersabda: "Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu
tidak termasuk lughathah sehingga diumumkan selama setahun". Lihat Bukhari, Sabih al-Bukhiri
(ttp: Dar al-Fikr, 1981), II1:93.

97Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekomomi (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), hal
70.

" An-Nabhani, Membangun ..., hal. 71.



ugid * atau melalui transaksi-transaksi. Dari sisi akad inilah frekuensi
pengembangan pemilikan yang paling dominan dalam perekonomian masvarakat
karena sangat berhubungan dengan kegiatan interaksi masyarakat sehan-han.
Kemampuan dan kerelaan (r7¢3) dalam mengadakan transaksi adalah hal yang
penting.'® Seorang anak kecil yang mengadakan transaksi jual beli dianggap
tidak sah apabila tidak diizinkan oleh walinya karena dianggap belum mampu.
Demikian pula orang dipaksa mengadakan transaksi sewa-menyewa juga tidak
dianggap sah karena salah satu | pihak tidak rela’Meskipun dalam beberapa hal
kerelaan tidak terlalu diperlukan (Seperti penjualan secara paksa barang-barang
hasil timbunan (ihtikar) ketika dengan perilaku menimbun barang tersebut dapat
mengganggu suplai barang dalam masyarakat sehingga harga melonjak tinggi.
Demikian pula penjualan barang pemilik utang di saat ia tidak mampu membayar
utangnya. Dengan menjua) harta/nilik yang beritang tersebut secara paksa, maka
pembayaran utangnya terpenulii~~Kesemtanya\ ifi tidak diperlukan kerelaan
pemilik barang karena bérhubungan dengan kemgslahiatan orang lain. Dengan kata
tain, kerelaan dalam mengadakan transaksi sebagai salah satu penyebab pemilikan
dianggap penting selama perilaku transaksi masih berada dalam aturan syara’

Transaksi yang dimaksud di sini adalah jual beli (al-bar), sewa-menyewa (a/-

® Ugid merupakan kata jamak dari agd. Secara lugawi agd bermakna mengikat atau

mengumpulkan dua hal. Sedangkan secara istilahi yang terkenal dikalangan fugaha adalah Tkatan
dua belah pihak atau lebih dengan konsekuensi syari. Lihat Nazth Hammad, Mu'jam at-
Mustalshit al-lqtisadiyyah Ii Lugah al-Fuqah#' (Maryland, USA: The International Institute of
Islamic Thought, 1993), hal. 200. Agad dapat dikatakan sah apabila memenuhi tiga rukun yartu: 1.
Al-'Agidini (kedua belah pihak), 2. Al-Ma'qid ‘alaih (Obyek transaksi), 3. ljab gabidl (tanda
terima). Lihat Muhammad al-Khatib asy-Syarbini. Mugai al-Muhtdj (Kairo, Dar al-Istigdmah,
1955), II:3.
10 o7-Zarqd', al-Madkhal .., 1:.246,
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fjarah), mudarabah (a/-mudirabal), bersenikat (al-musydrakah), upah bertani (a/-

- - . - - . . 1]
muzira'ah), mengairi lahan (al- musagat), as-salam, dan lain-lain.'®

Bentuk-bentuk transaksi dalam Islam inilah yang menjadi patokan utama
dalam pengembangan bentuk transaksi-transaksi kontemporer lainnya, baik
melalui giyas maupun melalui kaidah hukum lainnya. Sebagai contoh kongkret
transaksi kontemporer adalah transaksi penyertaan saham. Meskipun kelihatannya
sangat m@em namun pada dasarnya, sebagian dar transaks: saham itu tidak
bertentangan dengan al-Qur'an sebab hanya bentuknya yang kelihatan modem
namun pada dasarnya tidak lepas dan konsep#nudirabah atau musyarakah, yang
sudah dikenal sejak awal Islam.'” Dengan katd’ lain, selama bentuk-bentuk
pepgcmbangan pemilikan tersebut tidak berientangan dengan prinsip moralitas

scbagaimana telah disebutkan maka pemilikan tersebut pun dianggap sah.

C. Tujuan Akuisasi Pemilikan Pribadi
Baik kapitalisme maupun-sosialisme; seffitianya menganggap harta sebagai

titik tolak tertinggi meskipun kebijaksanaan yang digunakan oleh kedua sistem

1! Untuk lebih jauh mengenal istilah-istilah ini boleh dibaca buku-buku berikut ini:

- 1. Al-Jjarah, lihat Muhammad 'Abd al-'Aziz Hasan Zeid, a/-ljdrah bain al-Figh al-Islami wa at-
Tatbiq al-Mu'sir (Kairo: al-Ma'had al-Alamt li al-Fikr al-Islami, 1996).

2. A/-Mudarabah, Lihat Muhammad 'Abd al-Mun'im Aba Zeid, a/-Mudirabah wa Tatbigatiha al-
‘Amaliyyah £ al-Magdrif al-Islimiyyah (Kairo: al-Ma'had al-Alami i al-Fikr al-Islami, 1996).

3. As-Salam, lihat Muhammad 'Abd al-'Aziz Hasan Zeid, at-Tatbig al-Mu'asir 1i 'Aqd as-Salam
(Kairo: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1996).

4. Al-Musydrzkali, Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, terj.
Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal 153-167. '

" ihat. Muhammad al-Mukhtar as-Sallami, “al-Minajarah bi Ashum Syarikat,
Nasyatuha Mubah Lakinnahz Taqrid wa Taqtarid bi al-Faidah", 2/-Jgtisdd aJ-Jslimi No. 223 Th.
Ke-19 (Januari 2000), hal. 30.
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tersebut  bertolak belakang. Paham ini sebagaimana diketahui sebagai bentuk
"materialisme”. Dengan dasar ini, maka baik dalam kapitalisme maupun
sosialisme, manusia dianggap sebagai Aomo-cconomicus yang hanya mengejar
kepuasan mater.

Kalau kita menengok ke konsepsi al-Qur'an, maka jelas sangat berbeda

dengan kedua konsep konvensional lainnya. Allah berfirman:
LedoSdolan 3 am O Sm 5 ) Vieidhsn Samr __gll o
F2 Syl bl pncd, (S .‘r{ﬂ

"Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi dan
Dia meninggikan scbahagian kamu. atasiscbahagian (vang lain) beberapa
dcrgjat. Untuk mcenguimu {cotang apa yang dibcrikannya kcpadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat /cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia
maha pengampun lagi maka penyayang"'™

Ada dua hal penting dalam.ayat ini yang perlu diperhatikan yaitu:

Pertama, Allah , dalam., menjadikan..manusia sebagai khalifah, Dia
menjadikan derajat antara individu yang satu dan yang lainnya berbeda.'™ Ada
yang kuat dan ada yang lemah, ada kelompok yang miskin dan ada kelompok
yang kaya. Namun, sangat keliru jika kita menganggap perbedaan yang dimaksud
di sim adalah terciptanya individu yang tertindas dan individu yang menindas
karena adanya kelompok yang mapan dan vang papa. Akan tetapi, makna ayat

tersebut sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab adalah bahwa semua

1% Al-An'am (6): 165.

mAt_-'Iabaﬁ menta'wil perbedaan tersebut adalah perbedaan rezki. Akan tetapi Fakhrur

Razi mentafsirkanb lebih jauh bahwa perbedaan tersebut adalah kemuliann, kepintaran, harta,
rezki dan kemegahan.
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kedudukan manusia itu sama, dan yang membedakan mereka hanyalah partisipast
dan kemampuan masing-masing. Adalah logis apabila orang yang kuat lebih
kreatif sehingga akan lebih mampu memperoieh bagian yang melebihi perolehan
yang lemah,'®dan perbedaan tersebut dianggap sebagai realitas kehidupan untuk
menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang dasar ekonominya kuat
dapat mcnjadi mitra bahkan menjadi "Bapak angkat” golongan yang ekonominya
lemah. Dengan begitu, golongan ekonomi/lemah\akan termotivasi oleh individu
yang kuat setelah ia menyaksikan keberhasilandan cara kena yang kaya, untuk
bekerja lebih giat dan meningkatkan ‘profésionalisme berkreasi agar Allah juga

memberikannya derajat yang tinggi pula,

Kcdua, setelah menunjukkan adanya perbedaan derajat pada manusia, di
akhir ayat ini, Allah)menjelaskan bahwakekhalifahan manusia merupakan ujian
dari Allah, Fakhrur Razi'®| dalam halAini\memberikan penafsiran bahwa
kekhalifahan manusia ; untuk-—-mengelola japa-yang telah dibérikan kepadanya

merupakan ujian atau semacam latihan bagi manusia.'”’

Ungkapan ujian (/iyabluakum) dalam ayat tersebut mengandung makna
menarik untuk dianalisis karena berhubungan dengan konsep kebebasan manusia

dalam berbuat serta konsekuensi dari kebebasannya tersebut. Di dalam al-Qur'an,

1MQuns.ish, Membumikan ..., hal. 160.

'®1a adalah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain bin ‘AR at-Tamimi al-
Bakari at-Tabaristani (543 - 606 H/114 -121 M). Ulama yang mengikuti jejak mazhab Syafi'i ini,
dikenal dengan nama al-Fakhr ar-Rizi. Kejeniusannya dalam bidang tafsir, teologi, fikih, ushul
dan sastra membuatnya ia mampu menulis sejumlah kitab diantaranya: Mafatih al-Gaib f7 Taf3ir
al-Qur'an, Syarh al-Wajiz, dan as-Sir al-Makiim [T Muhdtabat an-Nujam. Lihat Umar Rido
Kahalah, Mv'jam al-Mu allifin (Beiriit: Muassasah ar-Risalah, 1993), ITT : 558-559.

Y Fakrur ar-RitA, At-Tafslr .., XV:15.



manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat ikhtidnah. Yang

dimaksud dengan perbuatan ikhtidriah adalah perbuatan yang dapat dinisbatkan
kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya karena memang ia mempunyai
kemampuan untuk melakukan atau meninggalkannya.'® Dengan jelas al-Qur'an
menyebutkan adanya orang—ora-ng yang memilih kesesatan sehingga dihancurkan
oleh Allah. Tidak sedikit pula orang-orang yang memilih keimanan daripada
kekufuran'® Di sinilah letak fungsi petunjuk (dalam hal im al-Qur'an) untuk
mengarahkan manusia ke jalan [yang.paling furus,'"® Petunjuk ini hanya akan
berguna manakala ada kemungkifan untuk tersesat pula. Tanpa kemungkinan
tersesat, petunjuk itu tidak memipunyai arti, Manusia mempunyai kemungkinan
untuk tersesat dalam kehidupan dunia sehingga lupa akan kewajibannya sebagai
pemegang mandat Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itulah,
Allah menurunkan al-Qur'an untuk mengingatkannya kepada kewajibannya yang

mulia itu.

Posisi manusia yang unik dalam tatanan alam semesta menurut al-Qur'an
membawa konsekuensi yang berat baginya. Berdasarkan kebebasannya, pilihan

atas apa yang ia lakukan tidak hilang begitu saja bersamaan dengan habisnya

111

kehidupan di dunia. Semua itu tercatat dalam buku catatan.” " Sesuai dengan itu,

®Machasin, Meanyelami Kebebasan Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
hal. 30.

‘L ihat al-Qur'an surah al-Insan (76): 3, al-Balad (50): 10, al-Kahf (18): 29 dan lain-lain.

""" Al-Bagarah (2): 2.

WAl Isra' (17): 13.
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manusia terikat dengan apa yang diusahakannya. Dalam arti, kebebasan ini
bermuara pada balasan. Balasan yang diberikan Allah kepada manusia "sesuai"
dengan perbuatannya. “sesuai” di sini tidak berarti sama persis ukuran atau
timbangannya, melainkan hanya berarti bahwa yang baik dibalas dengan kebaikan

dan yang tidak baik dibalas dengan siksaan. '

Balasan yang baik dari Allah karcna ia telah lulus dari ujian Allah,
sedangkan balasan yang tidak bgik disebabkan ia\tidak lulus dari ujian tersebut.
Balasan baik dan buruk dari permasalahan iniidiurigkapkan sendiri pada akhir ayat
yaitu sarful i'qab(siksaan yang sesegeramungkin). Barang siapa yang lulus akan
mendapat ampunan dan rahmat dari Allah gafiinir mbim (yang maha pengampun
lagi maha penyayang).'’Kelulusan yang dimaksud adalah kelulusan seorang
mukmin dan status penghambaan, dirinya-terhadap harta, Y aitwkeberhasilannya
menjadikan harta yang telah dititipkan Allah tersebut bukan scbagai zimah
(perhiasan yang diharamkan)'* melainkan sebagai instrumen krusial kehidupan
manusia dalam menegakkan syanat Islam melalui pemberantasan kebatilan dan

penegakan kebenaran '

1257 7alzalah (99): 7-8.

"Ar-Razi, At-Tafsir ..., VIL1S.

"SALKahf (18): 46.

"*Muhammad al-Bahi, al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama’ al-Mu'sir, cet. || (Beirit:
Diar al-Kutub al:LubnznT, 1975), hat. 30.
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Ungkapan Tuhan bahwa menguji' ' manusia atas kekhalifahannya tertera
juga dalam surah Yunus ayat 14. Ujian Allah terhadap perilaku manusia tidak
berarti karena Allah tidak tahu keadaan hambanya nanti. Namun, sesungguhnya
ujian Allah tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan manusia baik secara
abstrak maupun secara kongkret akibat nyata dan penlaku yang ia pernah
lakukan.'"” Jadi, mustahil Allah .tidak mengetahui keadaan hambanya. Akan tetapi
Allah mahatahu segala-galanya baik yang sedang, apalagi yang sudah terjadi.
Pendek kata, dari maksud ayat térsebut bahwa, tugas manusia sebagai khalifah
harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan wewenang tersebut
sebagai motivasi untuk senantiasa berperilaku gkonomi dalam frem-frem yang

bermoral.

"®Fakhrur Razi mengatakan bahwa penafsiran kata ujian sebenarnya hanya beriaku

pada manusia saja. Allah mengatakan hal ini, karena ujian Allah pada manusia mirip dengan ujian
manusia terhadap manusia lain. Fakrur Razi, A¢-Tafsir ., VII: 15.

""" Az-Zuhaili, at-Tafsir..., X1: 126,



BABYV
PENUTUP

A. Simpulan
Dan keseluruhan uraian penelitian ini maka sampailah pada simpulan
sebagai berikut:

1. Masalah pemilikan pribadi/dalam al-Quran —sebagai sumber dari segala
sumber ajaran Islam— mendapat porst yang cukup banyak, yang ditunjukkan
secara langsung ataupun tidak langsung, yang secara implisit dapat dipahami
bahwa ayat-ayat tersebut menunjuk..kepada kepemilikan pribadi dengan
menguraikan objek pemilikan pribadi itu sendiri (harta). Penunjukan al-Qur'an
tersebut metupakan indikator bahwa Istam tidak ménafikan adanya pemilikan
pribadi, bahkan sebaliknya@l=Qur'an sangat menghargainya.

2. Pemilikan pribadi dalam_al-Qurian tidak seperti yang dianut olch sistem
ckonomi sosialis karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan
memasung semangat dan kreativitas manusia dalam berinovasi. Padahal
beberapa ayat dalam al-Quran menunjukkan pada akuisasi kecenderungan-
kecenderungan yang dimiliki manusia tersebut termasuk survival instinct yang
ditunjukkan dengan sosialisasi motivasi peningkatan kualitas pribadi sebagai
batu loncatan menuju peningkatan kualitas masyarakat yang pada akhimya
scbagai sarana fagarrub kepada Allah swt. Akuisasi pemilikan pribadi dalam

Islam fidak pula seperti yang dianut oleh sistem ekonomi Kapitalis, yaitu
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berupa akuisasi pada pemilikan pribadi secara absolut, mutlak tanpa batas.
Konsep pemilikan pribadi dalam Islam menganut konsep kekhalifahan.
Manusia scbagai khalifah Allah dalam mengelola harta yang dimilikinya
hanyalah bersifat amanah (uang belanja) dari Allah sebagai pemilik mutlak,
dan sangat logis kalau uang belanja tersebut kuantitas dan kualitasnya variatif.
Sebagai orang yang diberikan amanah, manusia harus mengindahkan aturan-
aturan yang ditetapkan oleh pemberi amanah, sebab kalau tidak berarti ia telah
keluar vdari eksistensinya sebagai-pelaksana amanah (khalifalh). Nah, kalau
pemilikan pribadi dalam Islam sifdtnya tidak absolut berarti hakikat pemilikan
pribadi bersifat nisbi. Hal ini berarti kebebasan pemilik dalam mengelola
hartanya bersifat terbatas’(kebebasan terkendali). Pemilik bebas mengelola
selama tidak betentangan dengan syara' la/dibatasi oleh rambu-rambu berupa
perintah-perintah dan larangan-larangan. Jika dibuat semacam tipologi
batasan-batasan pemilikan “pribadi"dalam hubunganfiya dengan kebebasan
bergerak scorang individu' dalant mengelola hartanya, maka dapat ditarik
scbuah garis yang'ujung kirinya\(B+1) menunjukkan batasan pengelolaan
milik pribadi berbentuk perintah-perintah berupa perintah untuk menunaikan
zakat dan nonzakat, dan ujung lainnya (B-1) menunjukkan batasan
pengelolaan milik pribadi berbentuk larangan-larangan yaitu berupa larangan
berbuat grisy, gibn, rhtikar, praktik riba, perilaku boros dan mubazir. Adapun

pusat garisnya (B0) menunjukkan pengelolaan milik pribadi yang ideal.

B+1 BO B-1
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Berdasarkan tipologi di atas, pemilik harta boleh dengan bebas mengelola
hartanya selama berada dalam zone antara B+1 dan B-1. Kalau pemilik keluar
dari zona tersebut, maka harus ada intervensi dari pemerintah (a/-hakinm), wali
atau wdsi Kalau perlu, status pemilikan pribadi terscbut dapat dicabut oleh
pemerinitah karena pengelolanya dianggap tidak cakap. Dengan kata, pemilikan
tidak hanya peduli individu tetapi juga memiliki sifat peduli sosial.

3. Disyariatkannya pemilikan pribadi/dalam Islam mempunyai tujuan yang suci,
yaitu sebagai ujian bagi manusia. [Orang,yang lulus dari yjian ini adalah orang
yang menjadikan pemilikan pribadivini scbagai wasilah (expedienf) atau
intsrumen krusial dalam |mengamungi hidup ini dan berhak mendapatkan
reward (sawdb). Sebaliknya, orang | yang tidak lulus adalah orang yang
menjadikannya sebagai_gayalh (extreme. liif)_sehingga. berimplikasi pada
penghatabaan diri pada harta milik, yang tentunya merupakan ekses status
kemanusiaan dan harus menanggung punishment (igab) dari  Allah baik di

dunia maupun di akhirat.

B. Saran-Saran
1. Permasaiahan pemilikan publik perlu ada pengkajian lebih dalam sehingga
permasalahan pemilikan terbahas secara tuntas berdasarkan nilai-nilai 1slam

sebagai nahan patokan dalam menentukan sikap dalam bertindak.



2. Kepada seluruh pemerhati ekonomi Islam di Indonesia agar senantiasa lebih
mengkaji dan menelaah ekonomi yang berakar pada konsep dan nilai-nilai

Islam «chingga dapat diaktualisasikan sesuai dengan konteks keindonesiaan.
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